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RINGKASAN

Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari
kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. ~ Ketahanan Nasional meliputi
ketahanan ideologi, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya, dan ketahanan
pertahanan-keamanan. Penyelenggaraan Hankam Negara dilaksanakan dengan Sistem
Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (SISHANKAMRATA). ABRI sebagai inti
dari kekuatan Hankamnas melaksanakan peran gandanya di atas dasar Doktrin
Dwifungsi ABRI. Perkembangan fungsi ABRI sebagai kekuatan sosial politik tidak
dapat dilepaskan dari sejarah lahir dan tumbuhnya ABRI dalam perjuangan bangsa
Indonesia

ABRI bukanlah organisasi militer, karena di dalam tubuh ABRI juga ada
kepolisian. POLRI juga bukan organisasi kepolisian, karena di dalam tubuh POLRI
tertanam kuat doktrin dan tatanan militer. ABRI memang Organisasi Politik yang
paling solid, tetapi dalam menjalankan perannya banyak terjadi penyimpangan dan
kekerasan. Akhirnya masyarakat melancarkan hujatan dan kritik agar Dwifungsi
ABRI segera dihapuskan, Organisasi ABRI dirombak, dan Perbelanjaan ABRI
dikurangi.

Seiring dengan tuntutan Reformasi, para elit ABRI telah melakukan proses
Reformasi Internal berupa Reposisi dan Reorganisasi, sejak satu dasa warsa terakhir
pemerintahan Jenderal Soeharto hingga saat ini. Tetapi langkah-langkah reformasi
Internal ABRI tidak pernah berjalan tuntas, karena selalu diikuti dengan langkah-
langkah lain yang berlawanan dengan arus reformasi. Langkah Politik ABRI memang
masih gamang,

Langkah yang paling Kkontroversial adalah ketika Pimpinan ABRI
mengeluarkan keputusan pemisahan ABRI dengan POLRI dan perubahan istilah
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ABRI menjadi TNI, karena keputusan tersebut jelas dan gamblang berlawanan
dengan ketentuan UU Pokok Hankam, UU Prajurit ABRI, UU Bela Negara, UU
Peradilan Militer, dan UU Kepolisian RIL.

Belum selesai polemik sekitar perombakan Organisasi ABRI menjadi TNI,
para Petinggi ABRI kembali membuat langkah pengajuan RUU KKN kepada DPR-
RI. Ketika RUU tersebut ditolak oleh masyarakat, Petinggi ABRI mengubahnya
menjadi RUU PKB yang diajukan satu paket dengan RUU Ratih.

Bagaimana sebetulnya perjalanan Reformasi Internal di tubuh ABRI, Quo
Vadis ABRI, Quo Vadis Politik Tentara ? Bagaimana mekanisme Yuridisnya?
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BABI
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dan
kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara Pada hakikatnya Ketahanun
Nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk menjamin
kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. Berhasilnya
Pembangunan Nasional akan meningkatkan Ketahanan Nasional, selanjutnya
ketahanan nasional yang tangguh akan lebih mendorong pembangunan nasional.

Ketahanan Nasional meliputi ketahanan ideologi, ketahanan ekonomi,
ketahanan sosial budaya, dan ketahanan pertaharan-keamanan. Ketahanan Hankam
adalah kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh
rakyat yang mengandung kemampuan memelihara Stabilitas Pertahanan dan
Keamanan (Hankam) negara yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-
hasilnya, serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal
segala bentuk ancaman.

Penyelenggaraan Hankam Negara dilaksanakan dengan Sistem Pertahanan
Keamanan Rakyat Semesta (SISHANKAMRATA) yang bersifat kesemestaan,
kerakyatan, dan kewilayahan serta dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban bela
negara bagi setiap warga negara dengan mendayagunakannya secara optimal dan
terpadu.

Pembangunan Hankam Negara diarashkan pada pembangunan setiap
komponen Hankam Negara yang terus dilanjutkan sesumi dengan tingkat
perkembangan IPTEK untuk mewujudkan SISHANKAMRATA dengan daya tangkal
yang tangguh serta mampu memelihara stabilitas nasional yang mantap dan dinamis,
dengan senantiasa terus mewaspadai perkembangan lingkungan strategis.

Pembangunan komponen pendukung kekuatan Hankam yang meliputi
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Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, sarana dan prasarana nasional, termasuk
industri strategis, terus dikembangkan dan ditingkatkan sesuai dengan kemajuan
PTEK (lmu Pengetzhuan dan Teknologi) untuk dapat didayagunakan secara
nasional. Pembinaan wilayah negara dan yurisdiksi nasional yang bertumpu pada
kondisi geografis Indonesia yang sarwanusantara ditujukan pada pengembangan
kemampuan aparat keamanan, penyediaan sarana dan prasarana penegak hukum
terutama di laut, serta penataan penyelenggaraan penegak kedaulatan nasional yang
lebih terpadu.

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) sebagai inti dari kekuatan
Hankamnas melaksanakan peran gandanya di atas dasar Dokirin Dwifungsi ABRI
Konsep Dwifungsi ABRI dipahami sebagai jiwa, tekad dan semangat pengabdian
ABRI, untuk bersama-sama dengan kekuatan perjuangan lainnya, memikul tugas dan
tanggung jawab perjuangan bangsa Indonesia, baik di bidang Hankam Negara
maupun di bidang kesejahteraan bangsa, dalam rangka penciptaan tujuan Nasional
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (L.B. Moerdany : 1991). Dari pengertian
tersebut, ABRI merasa harus senantiasa memiliki jiwa, mempunyai tekad dan
semangat pengabdian di dalam dua bidang yakni Hankam dan Non-Hankam.

Hassan Shadily et al dalam Ensiklopedi Indonesia 2, mendefinisikan
dwifungsi ABRI sebagai fungsi rangkap yang dimiliki ABRI sejak kelahirannya,
yaitu fungsi sebagai kekuatan Hankam dan sebagai kekuatan sosial, Sebagai kekuatar
Hankam, ABRI merupakan aparatur negara/ pemerintah yang menjalankan fungsi
hankamnas, sedangkan sebagai kekuatan sosial, ABRI merupakan salah saty
Golongan Karya yang berkewajiban ikut serta secara aktif dalam segala usaha dan
kegiatan masyarakat.

Jadi, perkembangan fungsi ABRI sebagai kekuatan sosial politik tidak dapat
dilepaskan dari sejarah lahir dan tumbuhnya ABRI dalam perjuangan bangsa
Indonesia. ABRI lahir bersama-sama dengan meletusnya revolusi rakyat, ia lahir dari
anak-snak rakyat sendiri, tetapi secara institusional ABRI merupakan penyatuan
Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Kepoiisian RI
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dalam satu wadah yang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden No.
225/PLT.1962 (Hassan Shadily : 1980). Pada tahun 1964, Angkatan Kepolisian RI
(AKRI) diubah menjadi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), tetapi tetap
ditempatkan di bawah naungan ABRIL

ABRI bukanlah organisasi militer, karena di dalam tubuh ABRI juga ada
kepolisian. POLRI juga bukan organisasi kepolisian, karena di dalam tubuh POLRI
tertanam kuat doktrin dan tatanan militer. Susunan organisasi tersebut menempati
posisi yang dominan dan superior dalam konfigurasi politik Indonesia, sehingga pada
akhirnya lahir aspirasi masyarakat agar ABRI segera melakukan reformasi internal,
berupa reposisi dan reorganisasi. Walaupun pihak elit strategis ABRI sendiri
mengaku bahwa ABRI sudah melaksanakan proses reformasi internal sejak tahun
19%90.

ABRI lahir dari suatu proses sejarah yang panjang, sepanjang usia Republik
Indonesia. Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) II tanggal 19
Agustus 1945 memutuskan antara lain untuk membentuk tentara, tetapi keputusan ini
kemudian diubah dalam sidang PPKI III tanggal 22 Agustus 1945. Dalam sidang
ketiga ini diputuskan untuk membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) saja,
gebagai bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP). BKR sedikit
banyak dikendalikan oleh Komite Nasional Indonesia (KNI) di daerah, sehingga
BKR ikut memecahkan masalah-masalah ideologi, politik, ekonomi, sosial dan
budaya Karena disamping BKR tumbuh juga milisi-milisi yang tidak puas dengan
BKR, maka pada tanggal 5 Oktober 1945 pemerintah mengeluarkan maklumat
tentang penyatuan laskar-laskar perjuangan (milisi) dengan BKR, dalam wadah
tentara keamanan rakyat (TKR). TKR juga terlibat dalam politik, karena perang untuk
merebut kemerdekaan adalah suatu perjuangan politik di mana pimpinan politik dun
pimpinan perang merupakan satu kesatuan yang bulat dan tidak terpisahkan.

Sejak 14 Nopember 1945, Indonesia memasuki era demokrasi liberal dengan
paham supremasi sipil dan dua bulan kemudian TKR diubah menjadi Tentara
Keselamatan Rakyat (TKR) dan Kementerian Keamanan Rakyat diubah menjadi


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Kementerian Pertahanan. Menteri Pertahanan RI Amir Syarifuddin, pada tanggal 25
Januari 1946 mengubah TKR menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Di bawah
Kementerian Pertahanan, dibentuk staff pendidik politik yang berwenang mendidik
opsir-opsir politik untuk kemudian ditempatkan di divisi-divisi dan berkedudukan
disamping panglima Menteri Pertahanan juga membentuk biro perjuangan yang
menandingi eksistensi TRL. Maka terjadilah dualisme antara panglima besar TRI
Soedirman dengan Menteri Pertahanan Amir Syarifuddin.

Pada tanggal 5 Mei 1947 Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit penyatuan
TRI dengan laskar-laskar kejuangan memjadi satu tentara. Dekrit tersebut disusul
dengan penetapan presiden tanggal 7 Juni 1947 tentang Peresmian Tentara Nasional
Indonesia (TNI). Tetapi, Amir Syarifuddin kembali mengumpulkan bekas anggota
biro perjuangan dalam organisasi “ TNI bagian masyarakat” dan membentuk perwira
politik tentara (Pepolit) untuk mengendalikan TNI. Pada tahun 1948 Amir
Syarifuddin diturunkan dari jabatan perdana menteri/ Menteri pertahanan dun
digantikan oleh Mohammad Hatta Perdana Menteri Hatta segera mengeluarkan
kebijakan reorganisasi dan rasionalisagi (Re-Ra) TNL, yang ditentang keras oleh
mantan perdana mentert Amir Syarifuddin. Kemudian Amir Syarifuddin memimpin
pemberontakan PKI Madiun, dan segera ditumpas oleh TNL

Tanggal 19 Desember 1948 Belanda menangkap Presiden dan Wakil Presiden
RI, maka jenderal Soedirman mengumumkan perang gerilya dan Kolonel Nasution
mengeluarkan instruksi markas besar komando Djawa (MBKD) No. 1/ MBKD/ 1948
tentang berlakunya pemerintahan militer se-antero Djawa Pemerintahan militer
tersebut berakhir pada waktu pengembalian kedaulatan RI dari Belanda kepada
Republik Indonesia Serikat (RIS) 27 desember 1949.

Konferensi Meja Bundar (KMB) menyebabkan Indonesia menganut
Konstitusi RIS (KRIS), tetapi pada tahun 1950 diubah dengan UUD Sementara
(UUDS) 1950. Bartk KRIS maupun UUDS 1950 sama-sama berhaluan liberal dan
berprinsip supremasi sipil, sehingga tidak disukai oleh TNI TNI merasa dikhianati
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Kementerian Pertahanan Menteri Pertahanan RI Amir Syarifuddin, pada tanggal 25
Januari 1946 mengubah TKR menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Di bawah
Kementerian Pertahanan, dibentuk staff pendidik politik yang berwenang mendidik
opsir-opsir politik untuk kemudian ditempatkan di divisi-divisi dan berkedudukan
disamping panglima Menteri Pertahanan juga membentuk biro perjuangan yang
menandingi eksistensi TRL Maka terjadilah dualisme antara panglima besar TRI
Soedirman dengan Menteri Pertahanan Amir Syarifuddin.

Pada tanggal S Mei 1947 Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit penyatuan
TRI dengan laskar-laskar kejuangan menjadi satu tentara. Dekrit tersebut disusul
dengan penetapan presiden tanggal 7 Jum 1947 tentang Peresmian Tentara Nasional
Indonesia (TNI). Tetapi, Amir Syarifuddin kembali mengumpulkan bekas anggota
biro perjuangan dalam organisasi “ TNI bagian masyarakaf” dan membentuk perwira
politik tentara (Pepolit) untuk mengendalikan TNL Pada tahun 1948 Amir
Syarifuddin diturunkan dari jabatan perdana menteri/ Menteri pertahanan dan
digantikan oleh Mohammad Hatta Perdana Menteri Hatta segera mengeluarkan
kebijakan reorganisasi dan rasionalisasi (Re-Ra) TNI, yang ditentang keras oleh
mantan perdana menteri Amir Syarifuddin. Kemudian Amir Syarifuddin memimpin
pemberontakan PKI Madiun, dan segera ditumpas oleh TNL

Tanggal 19 Desember 1948 Belanda menangkap Presiden dan Wakil Presiden
RI, maka jenderal Soedirman mengumumkan perang gerilya dan Kolonel Nasution
mengeluarkan instruksi markas besar komando Djawa (MBKD) No. 1/ MBKD/ 1948
tentang berlakunya pemerintahan militer se-antero Djawa Pemerintahan militer
tersebut berakhir pada waktu pengembalian kedaulatan RI dari Belanda kepada
Republik Indonesia Serikat (RIS) 27 desember 1949.

Konferensi Meja Bundar (KMB) menyebabkan Indonesia menganut
Konstitusi RIS (KRIS), tetapi pada tahun 1950 diubah dengan UUD Sementara
(UUDS) 1950. Baik KRIS maupun UUDS 1950 sama-sama berhaluan liberal dan
berprinsip supremasi sipil, sehingga tidak disukai oleh TNL TNI merasa dikhianati
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oleh para pemimpin sipil, karena KRIS dan UUDS 1950 sama sekali tidak memberi
tempat pada TNI dalam lapangan sosial-politik.

Dalam suasana kekecewaan yang mendalam, TNI mengeluarkan Doktrin
Sapta Marga tanggal 5 Oktober 1951. Sementara itn, parlemen mulai membahas
permasalahan internal Angkatan Darat, sehingga para pimpinan Angkatan
Darat,merasa tersingung, A. H. Nasution pemimpin demonstrasi angkatan darat, k»
istana Presiden Soekarno pada tanggal 17 Oktober 1952. TNI AD menuntut agar
Presiden Soekamo membubarkan parlemen dan mengambil alih kekuasean
pemerintahan dan tangan perdana menteri Wilopo. Di samping itu, TNI AD menuduh
pemimpin sipil selfish, korup, tidak efektif, dan tidak bertanggung jawab. Tuntutan
dan tuduhan tersebut ditolak dengan tegas oleh Presiden Soekarno. Para intelektual
barat menyebut peristiwa tersebut sebagai politico military symptom (Yahya
Muhaimin : 1990)

Peristiwa 17 Oktober tersebut memperuncing perselisihan internal angkatan
darat Para perwira pro Sockarno mengambil alih pimpinan militer di beberapa
daerah. Akhirnya kepala staff angkatan darat (KSAD) A.H. Nasution dipecat dan
digantikan oleh Bambang Sugeng. Tetapi permasalahan tetap berlarut-larut, sehingga
KSAD Bambang Sugeng juga diberhentikan. Pemerintah mengangkat Kolonel
Bambang Utoyo sebagai KSAD menggantikan Bambang Sugeng, tanpa konsultasi
terlebih dahulu kepada TNI AD. Pemerintah diprotes, dan pelantikan Bambang Utoyo
diboikot oleh TNI AD. Akibatnya, kabinet Ali Sastro Amidjoyo mendapatkan mosi
tidak percaya dari parlemen, kemudian digantikan oleh Burhanuddin Harahap. pada
tanggal 7 November 1955, kabinet Burhanuddin Harahap mengangkat kembali A. H.
Nasution sebagai KSAD dengan pangkat Jenderal Mayor.

Daniel S. Lev dalam correll papers menyatakan bahwa KSAD A H.
Nasution mendalangi panglima-panglima lokal untuk membuat kekacauan di luar
jawa untuk menekan Presiden Soekarno agar mengeluarkan undang-undang negara
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dalam keadaan bahaya perang sebagai alat dari TNI untuk menguasai politik sipil.
kerusuhan-kerusuhan tersebut dimanfaatkan oleh partai sosialis indonesia ( PSI ) dan
masyumi untuk melakukan tekanan polittk terhadap Presiden Soekarno.

Kerusuhan mencapai puncaknya pada bulan maret 1957, sehingga pemerintah
mengumumkan negara dalam keadaan darurat bahaya perang atau staat van ooriog on
van beleg (SOB). SOB ini oleh Daniel S. Lev disebut sebagai The Army’s Political

charter.

SOB mendorong TNI untuk melakukan langkah-langkah politik berupa
penjatuhan kabinet Ali Sastro Amidjoyo, penumpasan pemberontaka-pemberontakan
separatis (terutama PRRI/Permesta), pembentukan dewan nasional dan golongan
fungsional sebagai bagian dari dewan nasional, pengambilalihan jabatan-jabatan sipil
di semua lini, perampasan perusahaan -perusahaan bekas belanda di seluruh
Indonesia, dan penerapan organisasi territorial militer dengan format organisasi
pemerintahan sipil. SOB menjadi landasan yuridis TNI untuk melakukan fungsi-
fungsi non militer, terutama menduduki jabatan-jabatan elit politik.

Melalui Dewan Nasional, TNI AD mendesak konstituante dan Presiden
Soekarno untuk kembali kepada UUD 1945, karena KRIS dan UUDS 1950 terlalu
menganut paham supremasi sipil. Desakan yang disertai ancaman kudeta tersebut,
menyebabkan pertentangan pendapat antara Presiden dengan konstituante, sehingga
akhimya persidangan konstituante macet total. Kemacetan konstituante semakin
memperkuat desakan TNI agar Presiden Soekarno segera kembali kepada UUD 1945.
Akhirnya pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit tentang
pembubaran konstituante, pembentukan MPR sementara, DPR sementara, DPA
sementara, pemberlakuan kembali UUD 1945, dan pelaksanaan demokrasi terpimpin.

Sejak dekrit Presiden S juli, TNI mulai menduduki posisi-posisi penting
pemerintahan sipil. partai-partai politik mengkritik demokrasi terpimpin yang
militeristik tersebut, tetapi TNI segera menghancurkan parpol-parpol sipil satu-
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persatu, mulai dari masyumi, PSIL, dan giliran berikutnya adalah PKI Tetapi TNI
tidak berhasil menghancurkan PKI, karena PKI dilindungi oleh Presiden Soekarno.
Pada tahun itu juga Presiden Soekamo membubarkan DPR hasil pemilu 1955 dan
diganti dengan DPR gotong royong yang didalamnya duduk 35 orang perwakilan dari
TNL Udara politik tanah air waktu itu dikuasai oleh tiga kekuatan utame, yaitu
Presiden Soekarno, TNI dan PKL Pertarungan politik tersebut membawa Presiden

Soekarno pada posisi berhadap-hadapan dengan TNI, karena Presiden tidak mau
membubarkan PKL

Senjata utama TNI dalam menyerang PKI adalah SOB, dan senjata utama PKI
untuk melawan TNI adalah kewibawaan bung karno. Maka KSAD A. H. Nasution
mulai menangkap tokoh-tokoh PKI tanpa seijin Soekarno. Operasi —operasi liar itu
dilaporkan kepada Presiden Soekamo, sehingga pada tahun 1962 Presiden Soekarno
segera mengambil langkah-langkah penting sebagai berikut;

1. Memberhentikan KSAD A H Nasution dari jabatannya.

2. Membentuk lembaga staff angkatan bersenjata untuk mengkoordinasi angkata
darat, laut, dan udara.

3. Menyerahkan jabatan KSAD kepada Jenderal Ahmad Yani dan jabatan kepala
staff angkatan bersenjata (KSAB) kepada Jenderal A H. Nasution.

4. Memberikan jabatan menteri kepada para kepala staff angkatan dan kepala

kepolisian sehingga berada langsung di bawah komando Presiden Soekamno, dan
terlepas dari pengaruh dan komando A H. Nasution .

5. Mengeluarkan keputusan presiden no. 225/plt. 1962 tentang penyatuan angakatan
darat, angkatan laut, angkatan udara dan angkatan kepolisian RI dalam wadah
ABRI, dimana presiden Soekarno menjabat sebagai Panglima tertinggi ABRL
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Setelah mengadakan reorganisasi TNI 1962, presiden Soekarno
menghapuskan undang-undang darurat no. 7 tahun 1957 tentang negara dalam
keadaan darurat bahaya perang (SOB) pada tanggal 1 Mei 1963.

Pencabutan SOB menyebabkan beberapa perwira angkatan darat semakin
agresif menyerang PKI dan bung karno, sementara itu KSAD A Yani tetap setia
kepada presiden Soekarno. Hal ini menimbulkan perselisihan antara kelompok
Nasution dengan kelompok A. Yani. A. H Nasution dan kelompoknya hendak
menjatuhkan presiden, sedangkan A. Yani dan kelompoknya berusaha membela dan
melindungi presiden, walaupun kedua jenderal tersebut sama-sama anti PK1 .

Pada tahun 1964, ABRI membentu sekretariat bersama golongan karya
(Sekber Golkar) untuk menandingi front nasional yang dikuasai oleh PKI, kemudian
menerbitkan surat kabar Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha untuk mengimbangi
surat kabar Harian Rakyat milik PKI, mendirikan pusat pemberitaan angkatan
bersenjata (PPAB) untuk mengimbangi kantor berita nasional "ANTARA” yang
dikuasai oleh PKI, mendirikan resimen Mahasiswa (Msnwa) untuk menandingi
central gerakan mahasiswa indonesia (CGMI) milik PKI, ABRI juga memback-up
organisasi fungsional SOKSI, MKGR dan Kosgoro untuk mengimbangi organisasi
fungsional PKL

Sementara itu, dengan dihapusnya SOB, PKI melancarkan aksi sepihak
dengan mengerahkan Barisan Tani Indonesia (BTI) dan Pemuda Rakyat untuk
melawan ABRI, tetapi PKI kalah di bidang persenjataan, sehingga akhimya PKI
mengusulkan pembentukan angkatan kelima disamping Angkatan Darat, Angkatan
Laut, Angkatan Udara dan Polni.

Dalam pidato kenegaraan 17 Agustus 1965 Presiden Soekamo meresini
pembentukan Angkatan Kelima namun ditolak oleh Angkatan Darat sementara
Angkatan Laut dan Angkatan Udara sangat mendukung pidato Presiden Soekarno
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tersebut. Beberapa jenderal Angkatan Darat segera membentuk Dewan Jenderal
untuk mengkudeta Presiden Soekarno, namun pembentukan Dewan tersebut bocor
dan segera diimbangi dengan pembentukan Dewan Revolusi oleh PKI untuk menjaga
segala kemungkinan apabila Dewan Jenderal melakukan kudeta. Sementara ditubuh
Angkatan Darat sendiri, KSAD A. Yani tetap setia melindungi presiden Soekarno.

Akhirnya pada tanggal 30 September 1965, beberapa perwira tinggi yang
terkenal setia pada Presiden Soekarno, termasuk KSAD A. Yani diculik dan dibunuh
oleh sekelompok “pasukan tidak dikenal”. Anehnya, beberapa pejabat penting
Angkatan Darat seperti A. H. Nasution, Soeharto, Amir Machmud, M. Yusuf, Basuki
Rakhmad dan M. Panggabean lolog dari pembantaian tersebut.

Pada tanggal 1 Oktober 1965, Panglima Komando Stratgis Angkatan Darat
(Pangkostrad) Soeharto menuduh bahwa PKI telah melakukan npaya kudeta dengan
membunuh tujuh perwira tinggi Angkatan Darat, kemudian memerintahkan operasi
pembantaian terhadap kader-kader PKI dan tokoh-tokoh masyarakat yang anti
terhadap peran politik ABRI Maejen Soeharto mengeluarkan perintah “tembak di
tempat” terhadap tokoh PKI, Letkol. Untung dan D.N. Aidit. Padahal menurut
Cornell Papers, sebulan sebelum bencana 30 September 1965 itu Mayjen. Soehurto
menjadi wali dalam pernikahan putri Letkol. Untung di pedalaman Jawa Tengah
kemudian terungkap bahwa Letkol. Untung merupakan bekas anak buah Soeharto
yang paling setia sewaktu Soeharto menjabat sebagai Pangdam Diponegoro.

Tuduhan bahwa PKI merancang suatu kudeta tidak masuk akal, karena untuk
menguasai Indonesia harus menguasai pulau Jawa, untuk menguasai pulau Jawa
harus menguasai Jakarta, dan untuk menguasai Jakarta harus membobol pertahanan
Bandung terlebih dahulu, sedangkan Bandung dikuasi dengan ketat dan kuat oleh
Kodam Siliwangi, jadi CC-PKI tidak mungkin berani merancang kudeta, kecuali
mendapat dukungan dan bantuan secara diam-diam dari kalangan pejabat tinggi
strategis Angkatan Darat sendiri.
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Demonstrasi mahasiswa angkatan 66 meledak , mereka berteriak-terisk
menghujat Presiden Soekarno dan PKI dari atas tank-tank milik Kostrad . Angkatau
Darat mendukung sepenuhnya aksi-aksi mahasiswa yang dipelopori olek Akbar
Tanjung, Abdul Gafur dan lain-lainya dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Rapat kabinet tanggal 11 Maret 1966 di Istana Negara dikepung oleh ribuan
mahasiswa dan tiga kompi Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) tanpa
geragam . Melihat gerombolan mahasiswa dan pasukan liar tersebut, Presiden
Soekarno lari ke Istana Bogor ditemani oleh Soebandrio dari PKI. Presiden Soekarno
dikejar oleh tiga Jenderal Angkatan Darat dan didesak menyerahkan kekuasaan
kepada Menteri/Panglima angkatan darat Letjen Soeharto. Maka presiden Soekarno
mengeluarkan surat perintah sebelas maret (Supersemar) untuk menyerahkan
kekuasaan eksekutif tertinggi kepada Panglima Angkatan Darat Letjen Soeharto.
Supersemar merupakan tonggak awal kelahiran Orde Baru.

Pada masa Orde Baru ABRI berada pada posisi praetorian, yaitu pemegang
kekuasaan negara, mulai dari MPR, DPR, Presiden, Wapres, Menteri-menteri
strategis, pejabat tinggi negara, pimpinan BUMN, Gubernur, Bupati, Camat, Lurah,
Walikota, Kepala Desa, bahkan Satpam-pun dikuasai oleh Angkatan Darat can
purnawirgwannya.

Posisi dan organisasi ABRI selama Orde Baru banyak mendapatkan hujatan
dari kalangan masyarakat maupun pihak internal ABRI sendiri. Rakyat menuntut ager
Dwifingsi ABRI dihapuskan, maka seiring dengan perjalanan reformasi, sejak 5
Oktober 1998 pimpinan ABRI mulai melakukan reformasi internal berupa reposisi
dan reorganisasi.

1.2 Runmisan Masalah
Berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :
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1. Bagaimana reposisi dan reorganisasi ABRI dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara ?
2. Bagaimana legitimasi proses reposisi dan reorganisasi ABRI menurut tata hukum

Indonesia ?

1.3. Tujuan Perelitian

Setiap karya tulis ilmiah mempunyai tujuan tertentu, begitu pula dengan
skripsi ini yang mengarah pada dua tujuan pokok yaitu tujuan umum dan tujuan
khusus.
1.3.1 Tuyjuan Unmum

Mengkaji Reposisi dan Reorganisasi ABRI dalam perspektif yuridis
1.3.2 Tujuan Khusus _
1. Mengkaji bagaimana Reposisi dan Reorganisasi ABRI dalam kehidupan

berbangsa dan bermegara

\

2. Mengkaji legitimasi proses Reposisi dan Reorganisasi ABRI menurut Tata
Hukum Indonesia

1.4 Metodologi Penelitian

Penulisan ini menggunakan metode deskriptif, yaitu menggambarkan secara
lengkap karakteristik atau ciri-ciri suatu keadaan, perilaku pribadi, perilaku kelompok
disamping juga untuk memperoleh data mengenai hubungan antara suatu gejala
dengan gejala lain (Soerjono Soekanto, 1986:96). Maksudnya adalah
menggambarkan secara rinci mengenai reposisi dan reorganisasi ABRI yang
diakibatkan oleh sikap politik ABRI selama ini, sehingga pembahasan masalahnya
dapat dikemukakan secara jelas
1.4.1 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah Metode
Pendekatan Yuridis-Normatif, yaitu pendekatan dengan menelash buku-buku atau
data-data internet yang berisi konsep-konsep secara teoritis, pendapat sarjana,
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peraturan perundang-undangan, dan pernyataan pejabat yang disiarkan atau
diterbitkan oleh media massa, mengenai keputusan inkonstitusional kemudian
dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok penulisan, yaitu reposisi dan
reorganisasi ABRI sebagai akibat dari pelaksanaan keputusan inkonstitusionai
tersebut. Pendekatan ini dilakukan untuk memperoleh bahan kajian secara teoritis
un{uk memecahkan permasalahan yang terjadi pada keputusan inkonstitusional.
1.4.2 Sumber Data
Pada penulisan ini, data yang diperoleh merupakan data primer dan data
sekunder, karena penulis selain mempelajari pemberitaan media massa tentang
keputusan inkonstitusional pemerintah di bidang Hankam dan dari bacaan literatur
serta Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah keputusan
inkonstitusional yang berakibat adanya reposisi dan reorganisasi ABRI, juga
mengadakan penelitian langsung (wawancara/interviu) kepada pihak-pihak yang
terkait di dalamnya, antara lain beberapa perwira Kodam V Brawijaya dan perwira
Polda Jatim pada waktu acara Semiloka Hubungan Sipil-Militer di Banywwangi.
Selain i1tu penulis sering melakukan kontak person dengan pejabat-pejabat teras
Kodim dan Polres Jember, terutama bagian Intelijen, yang tugasnya berkaitan erat
dengan fungsi Sosial Politik ABRL
1.4.3 Prosedur Pengambilan dan Pengolahan Data.
1. Studi Pustaka.
Yaitu pengambilan data dari buku-buku literatur Hankam, Hukum, dan sosial
politik Bahan pustaka selain buku literatur yang penulis gunakan ialah Artikel-
artikel (Tulisan Lepas), Karya Tulis, Kliping Koran dan Majalah, dan Makalah-
makalah seminar maupun pertemuan ilmiah lainnya yang penulis pernah terlibat
langsung di dalamnya.
2. Wawancara.
Yaitu pengumpulan data secara kontak person dengan pejabat serta instansi
terkait yang dalam hal ini penulis lakukan terhadap delegasi Kodam V
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Brawijaya dan Polda Jatim di Banyuwangi serta pejabat Kodim dan Polres di
Jember.

3. Pernyataan Pejabat.
Yaitu pengumpulan data yang diperoleh secara langsung dari media massa yang
menyiarkan pernyataan pejabat tinggi ABRI terkait dengan reposisi dan
reorganisasi ABRL Penulis menggunakan media massa cetak dan media massa
elektronik.

4. Data Internet.
Penulis juga memanfaatkan teknologi canggih internet untuk berkonsultasi dan
berkomunikasi melalui email dengan beberapa tokoh intelektual dan tokoh LSM
yang intens mengamati perkembangan Militer di Indonesia Misalnya: YLBHI,
AJI, ELSAM, ISAL ICHDRE, Yayasan Madani Jombang, dan lain-lainnya.

1.4.4. Ruang Lingkup Pembahasan '

Reposisi dan Reorganisasi ABRI yang dimaksudkan adalah langkah reformasi
internal yang dilakukan oleh pimpinan ABRI sejak dikeluarkannya rumusan
Paradigma Baru ABRI pada Hari Ulang Tahun ABRI ke- 53, di Markas Besar ABRI
Cilangkap, Jakarta, tanggal 5 Oktober 1998

Reposisi ABRI adalah pengembalian ABRI pada posisi semula yaitu posisi
pada awal-awal dibentuknya tentara reguler Indonesia. Tentara reguler yang pertama
kali di bentuk di Indonesia dengan menggunakan standard militer Internasional
adalah Tentara Republik Indonesia (TRI). TRI dibentuk sebagai satu-satunya
organisasi militer Indonesia dengan Maklumat Pemerintah 25 Januari 1946 yang
mengubah Tentara Keselamatan Rakyat (TKR) menjadi TRL Panglima Besar TRI
Jenderal Soedirman dalam pidato pelantikannya, pada tanggal 25 Mei 1946
menandaskan posisi TRI sebagai alat pertahanan negara semata, yang tunduk pada
pemerintahan sipil. Jenderal Soedirman berkata :

“ Tentara hanya mempunyai kewajiban satu, ialah wmempertahankan

kedaulatan negara dan menjaga keselamatannya Sudah cukup tentara
memegang teguh kewajibannya ini, lagi pula, sebagai tentara, disiplin harus
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dipegang teguh, tunduk kepada pimpinan atasannya, dengan ikhlas
mengerjakan segala yang diwajibkannnya Harus diingat pula, oleh karena
negara Indonesia tidak cukup dipertahankan oleh tentara saja, maka perla
sekali mengadakan kerjasama seerat-eratnya dengan golongan serta badan-
badan di luar tentara. Tidak boleh menjadi alat suatu golongan atan orang
siapun juga, tunduk kepada perintah pimpinannya, inilah yang merupakan
kekuatan suatu tentara” .
Tentang hakekat tentara, Jenderal Soedirman menyatakan:

“ Tentara bukan merupakan suatu golongan diluar masyarakat, bukan suatu
kasta yang berdiri diatas masyarakat, Tentara tidak lain dan tidak lebih dari
suatu bagian masyarakat yang mempunyai kewajiban tertentu, seperti
bagian-bagian lain, yakni tani, buruh, dan lain-lain” .

Reorganisasi ABRI adalah perombakan organisasi ABRI dan penyusunan
kembali sesuai dengan awal pembentukannya sebagai tetara reguler dengan standart
militer internasional, yaitu TRL

TRI adalah organisasi militer yang terpisah dengan organisasi kepolisiar,
sebab kepolisian merupakan jawatan yang berada di luar struktur kementerian
pertahanan Organisasi markas tertinggi TRI dibagi menjadi dua yaitu

1. Markas besar umum (MBU) TRI

2. Bagian militer kementerian pertahanan.

MBU TRI membawshi divisi-divisi dan dipimpin oleh Panglima Besar TRI,
sedangkan Bagian Militer Kementerian Pertahanan Membawahi Brigade-brigade
kelaskaran yang dikoordinier oleh Biro Perjuangan. Di Kementerian Pertahanan
dibentuk Staff Pendidik Politik Tentara ( Pepolit ) yang mendidik opsir-opsir politik
untuk kemudian ditempatkan di divisi-divisi yang berkedudukan disamping
panglima.

Apapun variasi dan style dan posisi dan organisasi tentara reguler dikemudian
hari, pada intinya TRI di format dalam karangka supremasi sipil. Kajian atas reposisi
dan reorganisasi ABRI ini dilakukan melalui perspektif yudiris. Sudut pandangan
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hukum ini akan melihat reposisi dan reorganisasi ABRI dari kacamata hukum secara
umum, baik hukum sosiologis, hukum normatif, hukum antropologis, hukum
filosofis, dan sebagainya.

1.4.5. Analisa Data

Pengolahan data merupakan kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan
data sehingga siap pakai untuk dianalisa (Bambang Waluyo, 1991 : 72).

Mefode analisa data yang digunakan dalam penelitian im adalah metode
analisa deskriptif kualitatif yang menguraikan data dengan jalan menuturkan dan
menafsirkan data yang telah terkumpul (Winarno Surachmad, 1982 : 139).

Data yang terkumpul melalui Wawancara (konsultasi) dan mempelajari
literatur-literatur, Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan
kebijakan/keputusan inkonstitusional oleh pemerintah, dianalisa sehingga lebih jelas
permasalahannya, yang akhirnya dapat ditemukan jalan penyelesaiannya, kemudian
dapat disimpulkan dan diberikan saran-saran untuk mengatasi permasalahan yang ada
(Masri Singarimbun, 1989 : 64).

Maksud penentuan Metode di atas adalah agar memperoleh gambaran yang
jelas tentang masalah keputusan inkonstitusional yang dapat mengacaukan sistem
perundang-undangan dan sistem Hankam Negara, sehingga dapat ditemukan
bahasannya dan kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan secara deduktif dan

diberikan saran-saran.
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BAB II
FAKTA YURIDIS DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta Yuridis

Secara yuridis, pokok-pokok Pertahanan Keamanan {Hankam), organisasi
ABRI dan Dwi Fungsi ABRI diatur dalam beberapa ketentuan Perundang-undangan.
UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara mengatur hal tersebut dalam pasal (10), pasal
(11), pasal (12), dan pasal (30). Pasal-pasal organik tersebut kemudian diatur dengan
UU No.20 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok Pertahanan dan Keamanan
Negara Republik Indonesia, UU No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia dan UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Di atasnya Undang-Undang tersebut, sudah ada beberapa ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR-RI) yang rhengukuhka.n posisi ABRI sebagai alat
penguasa dan organisasi ABRI sebagai organisasi sosial politik, sejak dari ketetapan-
ketetapan MPRS Pimpinan A.H. Nasution hingga ketetapan-ketetapan MPR Era Orde
Baru, dengan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN)-nya.

Tetapi Sidang Umum MPR-RI 1998 telah menghasilkan beberapa ketetapan
yang berorientasi pada tuntutan reformasi disegala bidang kehidupan berbangsa dan
bernegara. Oleh karena itu ABRI dituntut secara moril untuk segera melakukan
Reformasi internal.

Gejala—gejala Reformasi internal sudah nampak ketika pada tanggal 29 Juni
1998, Menhankam/Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto, di Gedung
Dephankam/Markas Besar (MABES) ABRI J1. Merdeka Barat Jakarta, secara sportif
mengakui bahwa beberapa oknum personel ABRI patut diduga terlibat dalam kasus
orang hilang Pernyataan tersebut merupakan ekspresi lontaran hati nurani pimpinan
ABRI yang merasa sudah saatnya “ Mereformasi diri “ sebelum™ direformasi secara
paksa oleh masyarakat. Itulah mengapa kemudian proses reformasi di tubuh ABRI
lebih dikenal dengan nama “Reformasi Internal”.

16
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Sejak saat itu, ABRI mulai mengeluarkan keputusan-keputusan yang reformis
seperti penghapusan Jabatan Kepala Staff Sosial dan Politik (Kassospol) ABRI untuk
kemudian diganti menjadi kepala staf teritorial (Kaster), mengadili para penculik
mahasiswa, pengakuan dosa TNI lewat forum-forum sipil sepanjang Mei 1999,
pengurangan anggota ABRI di DPR dan sebagainya Tetapi fakta yuridis yang paling
monumental adalah pemisahan Polri dari ABRI dengan penggantian istilah ABRI
menjadi TNL
2.1.1 Pengunuman Rencana Pemisahan POLRI-ABRI, 5 Oktober 1998

Kolom Jati Diri pada Harian Jawa Pos, 5 Oktober 1998 menulis bahwa hari
ini bersamaan dengan Peringatan HUT ABRI, Pangab Jendral TNI Wiranto akan
mengumumkan pemisahan Polisi dari ABRL Setelah itu mulai tahun depan,
Kepolisian berada di bawah Dephankam. Sebagai institusi Penyidik Tunggal,
kepolisian harus otonom, bebas dari kepentingan dan campur tangan instansi lain,
termasuk dari jajaran ABRL
2.1.2 Pengunmman Pemisahan POLRI-ABRI, 5 Oktober 1998

Harian Surya tanggal 1 April 1999 memberitakan bahwa Menhankam/Pangab
Jendral TNI Wiranto menyatakan bersamaan dengan pemisahan Polri dari ABRI yang
dilaksanakan mulai 1 April 1999, pimpinan ABRI menyampaikan “saran” kepada
Presiden B.J.Habibie untuk mengubah nama ABRI menjadi Tentara Nasional
Indonesia (TNI).

2.1.3 Komentar Karni llyas Tentang Pemisahan POLRI-ABRI, 18 April 1999

Terkait dengan upacara pemisahan Polri dengan ABRI pada tanggal 1 April
1999, Karni Ilyas, dalam kolom Catatan Hukum Forum Keadilan, No.02, 18 April
1999 menyatakan bahwa pekan laln, warga sipil mendapat tambahan anggota
keluarga baru Atan, bisa juga dikatakan anggota keluarga lama yang kembali ke
“asalnya”, yaitu Polisi. Dengan penyerahan Pataka Polri oleh Kepala Staff Umum
(Kasum) ABRI, Letjen. Soegiono, kepada Sekjen Dephankam, Letjen Fachrul Razi,
resmilah polisi - yang sejak orde baru “nyasar” menjadi ABRI - kembali ke warga
sipil.
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2.1.4 Penggunaan Istilah TNI Oleh Kasster dan Asrenum Panglima TNIL, 25-26
Mei 1999
Harian Kompas secara berturut-turut, pada tanggal 25 Mei dan 26 Mei 1999

memberitakan pernyataan 2 orang perwira tinggi ABRI yang sudah menggunakan

istilah “TNT’. Kepala Staff Territorial (Kaster) TNIL, Letjen. TNI Susilo Bambang

Yudhoyono, pada tanggal 25 Mei 1999 menyatakan bahwa siapapun nanti yang akan

terpilih secara demokratis dan Jurdil, TNI akan hormat dan tunduk. Jadi TNI akan

menerima kepemimpinan pemerintahan baru.

Sementara itu dalam pemberitaan Kompas Edisi 26 Mei 1999, Asrenum
Panglima TNI, Mayjen. agus Wirahadikusumah menyatakan bahwa Reformasi
Internal TNI bukanlah sekedar pernyataan politik, namun dilakukan secara sungguh-
sungguh.

2.1.5 Materi UU No. 20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Hankam Negara RI Yang Berkaitan Dengan Keputusan Reposisi Dan
Reorganisasi ABRT 1998/1999
UU No.20 tahun 1982 pasal (1) memberikan ketentuan umum tentang ABRI,

terutama ayat (9), (15) dan (17).

UU No. 20 Tahun 1982 pasal 1 ayat (9) berbunyi sebagai berikut :

“Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Wajib adalah warga negara
yang diikutsertakan secara wajib dalam upaya bela negara melalui pengabdian
dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia™.

UU No 20 Tahun 1982 Pasal 1 ayat (15) berbunyi sebagai berikut :

“Angkatan Bersenjata adalah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia”,

UU No 20 Tahun 1982 Pasal 1 ayat (17) berbunyi sebagai berikut :

“Panglima Angkatan Bersenjata adalah Panglima Angkatan Bersenjata
Republik Indonesia.

UU No 20 Tahun 1982 Pasal (12) mengatur tentang fungsi Hankam, yang berbunyi
sebagai berikut:
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“Angkatan Bersenjata sebagai kekuatan pertahanan keamanan negara bagi
kesiapsiagaan dan ketanggapsegeraan penyelenggaraan pertahanan keamanan
negara melaksanakan fungsi selaku penindak dan penyanggah awal terhadap
gsetiap ancaman dari Luar Negeri maupun dari Dalam Negeri, serta pelatih
rakyat bagi pelaksanaan tugas pertahanan keamanan negara”.
UU No 20 Tahun 1982 Paral (21) mengatur tentang keanggotaan ABRI, yang
berbunyi sebagai berikut:
{1)Anggota Angkatan Bersenjata diperoleh secara :
a Sukarela, dari anggota rakyat terlatih yang memenuhi persyaratan;
b. Wajib, dari anggota rakyat ferlatih yang diperlukan kemampuan dan
keahliannya bagi penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.
(2)Ketentuan-ketentuan tentang anggota Angkatan Bersenjata sukarela dan
anggota Angkatan Bersenjata Wajib masing-masing diatur lebih lanjut
dengan Undang-Undang.
UU No 20 Tahun 1982 Pasal (26) berbunyi sebagai berikut :
“Angkatan Bersenjata mempunyai fungsi sebagai kekuatan pertahanan
keamanan negara dan sebagai kekuatan sosial”.
UU No 20 Tahun 1982 pasal (29) mengatur tentang unsur-unsur Angkatan Bersenjata
yang terdiri atas :
a Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat beserta cadangannya;,
b. Tentara Nasional Indoensia Angkatan Laut beserta cadangannya;
c. Tentara Nasional Indoensia Angkatan Udara beserta cadangannya;
d. Kepolisian Negara Republik Indonesia
Undang - undang No. 20 Tahun 1982 tidak memuat ketentuan bahwa
Menhankam / Pangab boleh membuat langkah-langkah reorganisasi di luar ketentuan
Undang-undang ini, hal tersebut tercermin dalam bab-bab ketentuan peralihan dan
ketentuan penutup.
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2.1.6 Materi Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisisan
Negara RI Yang Berkaitan Dengan Keputusan Reposisi Dan
Reorganisasi ABRI Tahun 1998/1999

UU No.28 tahun 1997 Pasal (7) menyatakan bahwa susunan organisasi dan tata
kerja POLRI diatur oleh Panglima ABRL

UU No 28 Tahun 1997 Pasal (8) menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan
kekuasaan tertinggi atas POLRI, Presiden dibantu oleh Menhankam dan Panglima

ABRL
UU No 28 Tahun 1997 Pasal (9) menyatakan bahwa dalam hal Pembinaan

kemampuan POLRI, Kapolri bertanggung jawab kepada Panglima ABRI.

UU No 28 Tahun 1997 Pasal (11) menyatakan bahwa Pembinaan kemampuan
profesi POLRI diatur dengan Keputusan Panglima ABRIL

UU No 28 Tahun 1997 pasal (27) Jelas-jelas menyatakan bahwa dalam keadaan
sangat mendesak dan terpaksa untuk kepentingan umum, POLRI dapat meminta
bantuan dan menggunakan unsur ABRI lainnya dengan Peraturan Pemerintah.

2.1.7 Materi Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer
Yang Berkaitan Dengan Keputusan Reposisi Dan Reorganisasi ABRI
1998/1999

UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer ternyata bukan hanya
mengatur tentang Pengadilan TNI-AD, TNI-AL, dan TNI-AU, tetapi juga seluruh
komponen Dephankam dan ABRI, termasuk POLRIL Undang-undang tersebut secara
gamblang dan jelas mengatur fentang sistem Peradilan di seluruh jajaran Dephankam
dan ABRI, walaupun nama undang-undangnya adalah “Peradilan Militer”. Jadi unsur

Non-Militer (Polisi, dil) juga diatur dalam UU ini. Dan UU ini belum dihapus hingga

sekarang.

2.2 Landasan Teoritik
Landasan Teoritik adalah Pisau analisis yang akan digunakan untuk
membedah, mengklasifikasikan, dan meramu kembali data-data yang didapatkan
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dalam sebuah penelitian ilmiah. Oleh karena itu landasan teoritik harus betul-betul
tajam dan komprehensif sehingga relevan dengan permasalahan dan pembahasannya.

Dalam menimjan reposisi dan reorganisasi ABRI, penulis melihat dari
kacamata politik, hukum, dan militer. Maka penulis menguraikan terlebih dahulu
teori-teori dasar tentang kekuasaan, kemiliteran, kepolisisan, dan Perundang-undang.
2.2.1 Cyclus Polybios

Teori kekuasaan klasik menunjukkan bahwa terjadi siklus kekuasaan secara
alamiah dalam masyarakat. Teori tersebut dikenal sebagai Cyclus Polybios. Menurut
Teori Cyclus polybios, pada permulaannya, suatu masyarakat masih tumbuh secara
tidak teratur, chaos, dan anarkhi. terjadi kondisi Homo homini Lupus, yang kuat
menindas yang lemah, yang banyak pengikutnya menyerang yang sedikit
pengikutnya Dari masyarakat yang sederhana itu tampillah seorang yang unggul dan
berani, lalu menundukkan semua orang, serta mengaturnya dalam suatu tata tertib
bermasyarakat. Orang tersebut menjalankan kekuasaan untuk kepentingan orang
banyak, dan disebut MONARCH, sistem kekuasaannya disebut Monarchie.

Setelah sekian lama berkuasa, sang Monarch ditimpa oleh Adagium The
Power Attends to Corrupts. Sang Monarch mulai tergoda nafsu kemewahan dan
kegagahan. sang Monarch menjadi angkuh dan tidak lagi menjalankan kekuasaan
untuk kepentingan semua orang. Sang Monarch menjalankan kekuasaannya secara
sewenang-wenang untuk kepentingan diri sendiri. Sang Monarch menjelma menjadi
diktator, dengan sistem kekuasaan otokrasi, dan biasa dikenal sebagai Tyrani. Tyrani
adalah pemerintahan negara yang dipegang oleh satu orang yang menjalankan

kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri.

Rakyat menjadi marah dan dendam kepada Sang Tyran, terutama kalangan
cendekiawan, bangsawan istana, dan tokoh masyarakat yang merasa tidak diikutkan
dalam proses pengambilan kebijakan. Akhirnya kalangan cendekiawan, bangsawan,
dan tokoh masyarakat yang biasa dikenal dengan sebutan Aristoi menggulingkan
Sang Tyran, kemudian memegang kekuasaan secara bersama-sama Sistem

kekuasaannya disebut aristokrasi, yaitu kekuasaan negara di tangan sejumlah kecil
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rakyat yang merupakan orang-orang yang terbaik dan menjalankan kekuasaan itu
untuk kepentingan semua orang,

Setelah berjalan lama, para Aristoi dan keturunannya mulai menyeleweng,
dan menjalankan kekuasaan demi kepentingan keluarga dan kroni-kroninya. sistem
kekuasaan ini disebut Oligarchie, yaitu kekuasaan negara yang dipegang oleh
beberapa orang vyang menjalankan kekuasaan secara bersama-sama untuk
kepentingan orang-orang 1tu sendiri.

Rakyat kembali marah, kemudian bergerak mengadakan revolusi umum
menuju pemerintahan yang dipegang sendiri oleh orang banyak (seluruh rakyat)
gecara bersama-sama. Pemerintahan berasal dan rakyat, oleh rakyat, dan untuk
rakyat. Sistem kekuasaan ini disebut Demokrasi, yaitu suatu pemerintahan dimana
kekuasaan negara terletak di tangan sejumlah besar rakyat dan menjalankan
kekuasaan itu demi kepentingan semua orang.

Sistem Demokrasi dalam perjalanannya menjadi terlalu bebas dan terbuka,
sehingga kehidupan masyarakat tidak bisa dikendalikan lagi, kerusuhan terjadi di
mana-mana. Muncul kompetisi destruktif antar elite politik yang berebut pengaruh
dengan segala cara Keadaan negara memjadi chaos dan berpuncak kepada suasana
anarkhis. Masyarakat kembali pada kondisi Homo Homini Lupus.

Pada saat situasi chaos dan konsisi anarkhis akibat Demokrasi yang
berlebihan itulah kembali lahir seorang kuat (The Strong Militairy Man/The Man
Behind The Gun) yang memang dibutuhkan masyarakat dan dianggap mampu
menguasaai negara. orang tersebut merebut pimpinan negara serta menjalankan
kekuasaan untuk orang banyak. Kebangkitan orang kuat (Monarch) untuk kedua
kalinya ini biasanya berasal dari kalangan militer dan sama dengan teori awal,
Monarchie ini akan menyeleweng lagi menjadi Tyrani, dan begitu seterusnya
Laksana perputaran sebuah cyclus.

222 Konsepsi Dasar Kemiliteran Dan Kepolisian
Militer yang biasanya tampil sebagai penguasa pemerintahan pada saat situasi

chaos dan kondisi anarkhis, secara terminologi berasal dari kata Perancis, L’ Armeea
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de La Terre, yang artinya bala tentara darat. Jadi, militer semula bermakna tentara
darat atan Angkatan Darat, tetapi kini militer berarti segala hal yang bersangkutan
dengan :

1. Angkatan bersenjata suatu negara.

2. Komunitas militer pada umumnya

3. Pertahanan dan keamanan suatu negara (Hassan Shadily : 1990).

Berkaitan dengan militer, kita harus membedakan antara militer dengan milisi,
Hukum Militer dengan Pemerintahan Militer, Pemerintahan Militer dengan
Militerisme, dan Pemerintahan Militer dengan Junta. Kita juga harus mengetahui
perbedaan keadaan bahaya dengan keadaan darurat.

Milisi adalah pasukan militer yang terdiri dari penduduk sipil yang dibentuk
dalam keadaan darurat, pertama kali di Inggris pada sekitar tahun 1590. Gagasan
dasar Milisi adalah bahwa setiap orang merdeka mempunyai hak dan kewajiban
mengangkat senjata demi mempertahankan kemerdekaan, Hukum, dan ketertiban
Nasional. Dalam konteks kekinian kita bisa membedakan antara militer intervert |
militer TNL, dengan milisi falintil, Fretilin, Aitarak, dan Besi merah Putih di Timor-
timur.

Hukum Militer adalah suatu sistem yurisprodensi tersendiri yang menetapkan
kebijaksanaan dan peraturan bagi Angkatan Bersenjata serta penduduk sipil di bawah
kekuasaan militer. Hukum Militer terdiri dari Hukum Keadaan Perang (SOB),
Pelaksanaan Yurisdiksi Militer atas kesatuan-kesatuan Militer yang ditempatkan di
kawasan negeri sahabat pada masa damai, dan pemerintahan militer. Sedangkan
Pemerintahan militer adalah pelaksanaan yurisdiksi militer di suaty daerah atau
daerah pendudukan, baik secara langsung oleh orang-orang miliier maupun secara
tidak langsung oleh orang-orang sipil yang diangkat oleh pemegang kekuasaan
militer. Berbeda dengan militerisme yang berarti Tata Nilai yang mengagungkan
sifat-sifat prajurit, loyalitas, patriotisme, disiplin, keberanian dan kekuatan fisik di
atas sifat-sifat warga negara sipil yang individualisme, humanisme, intelektual

kreatif dan artistik. Jadi militerisme tidak sama dengan pemerintahan militer, juga


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

24

tidak sama dengan junta. Junta adalah suatu pemerintahan militer, terutama dikatakan
jika kekuasaan pemerintahan negara dipusatkan dalam tangan sekelompok kecil
petinggi militer (Hassan Shadily : 1990).

Keadaan bahaya adalah suatu keadaan Hukum dimana penguasa militer dapat
melakukan sejumlah tindakan, demi untuk menjaga dan mempertahankan keamanan
di dalam dan di luar negara, dalam keadaan yang dianggap darurat (luar biasa).
Sedangkan keadaan darurat adalah keadaan negara yang membahayakan atau
menguatirkan yaitu mara bahaya, huru-hara, pemberontakan, dan sebagainya (Hassan
Shadily : 1990).

Militer negara berkembang secara ideologis dan institusional sangat
dipengaruhi oleh Amerika serikat Para perwira negara berkembang belajar di
Amerika Serikat dan kemudian mengadopsi ide-ide dan memodifikasi dengan
bantuan orang sipil, sesuai dengan kondisi negaranya sendiri dan akhimya muncullah
ideologi atan doktrin militer setempat.

Sekolah Staff dan Komando Militer di negara-negara berkembang, yang
sangat terpolakan oleh US Military Assistance Missions, telah mengembangkan
sebuah ideologi keamanan dan pembangunan Nasicanal yang sangat terinci. Menurut
Ideologi ini negara-negara komuniz dan negara-negara Non-komunis di dunia telah
terlibat dalam perang semesta atau Total War, Dalam perang ini musuh bukanlah
pihak yang berasal dari luar melainkan musuh itu berada di halaman seadir: dan siap
menerkam negara dari dalam, misalnya bahaya laten komunis, organisasi tanpa
bentuk (OTB) dan lain-lainnya Strategi yang dibutuhkan untuk memenaagkan
perang semesta in pertama adalah persatuan, kemauan dan kapasitas produkiif dari
gseluruh negara, sehingga kunci utama dari strategi ini adalah saling keterkaitan antara
keamanan nasional dan pembangunan Nasioanal. Hari-hari dimana profesionalisme
lama, ahli bertempur dan ahli mempergunakan senjata telah ditinggalkan. Prajurit
profesional baru, terlatih untuk bertempur dalam perang semesta melawan musuh dari
dalam negeri sendiri, baikdari sektor militer, sosial, ekonomi, maupun pada politik.
Karena para pemimpin sipil tidak memiliki ketrampilan dan organisasi yang
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disyaratkan untuk memenangkan perang baru ini, maka kemudian para prajurit
profesional baru ini memegang kontrol terhadap semua aspek kehidupan masyarakat,
memacu pembangunan sosio-ekonomi, dan meraih kemenangan secara mulia atas
musuh-musuh yang mengancam negara Brazil adalah negars pertama yang menjadi
uyjian untuk menerapkan ideologi ini. Namun reformasi itu gagal total. Total War
yang merupakan bagian dari perang dingin ini sesunggguhnya juga dianut oleh
tentara di Indonesia (Th. Sumartana : 1999).

Militer non-barat sering menganggap bahwa ia merupakan golongan yang
paling modern, dan menganggap organisasi yang paling mampu dan canggih dalam
masyarakat. Keinginan untuk campur tangan terhadap urusan-urusan sipil diperkuat
oleh keyakinan bashwa mereka, sebagai perwira yang cakap dan efisien, dapat
memerintah lebih baik daripada orang-orang sipil (Eric A. Nordlinger : 1994).

Sedangkan Polisi, merupakan badan sipil sebagai bagian eksekutif, yang
bertugas memelihara ketertiban umum dan memberikan perlindungan kepada pribadi
dan harta milik dari tindakan di luar Hukum. Kesatuan Polisi modern pada umumnya
berasal dari Polisi Metropolitan yang dibentuk di London oleh Sir Robert Peel pada
tahun 1829.

Badan-badan kepolisian biasanya terdiri dari dinas pengawasan keselamatan
negara, Reserse Kniminal, Polisi Perairan, Polisi Lalu Lintas, Brigade Mobil, dan
Polisi Perintis. Jadi Polisi berbeda dengan Militer maupun Angkatan Bersenjata
Nasional. Kalau militer bergerak di sektor negara, Polisi bergerak di sektor
masyarakat. Tetapi Polisi Indonesia pada tahun 1964, dijadikan Angkaian Kepolisian
RI (AKRI) sebagai bagian dari ABRI dan Dephankam (Hassan Shadily : 1990).

2.2.3 Sumber Tertib Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan

Sumber Tertib Hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan
Hukum serta tempat diketemukannya aturan Hukum. Ada 2 macam Sumber Tertib
Hukum, vaitu Sumber Tertib Hukum Materiil, dan Sumber Tertib Hukum Formal.
Sumber Tertib Hukum Materiil meliputi faktor-faktor yang ikut mempengaruhi
materi (is1) dan Atwran-aturan Hukum, seperti Sumber Historis,Sumber
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Sosiologis/Antropologis, dan Sumber Filosofis. Sumber tertib Hukum Formai adalah
berbagai bentuk aturan hukum yang ada, seperti UU, Konvensi, Yurisprudensi, dan
Doktrin.

Tata wurutan peraturan perundangan RI  menurut TAP  MPRS
No. XX/MPRS/196¢ tersusun sebagai berikut :
A. Bentuk-bentuk Peraturan Perundangan :

1. Bentuk-bentuk Peraturan Perundangan Republik Indonesia menurut UUD 1945

ialah sebagai berkut:

UUD RI 1945,

Ketetapan MPR,

Undang-undang /Peraturan Pemerintah Penggangti undang-undang ,
Peraturan Pemerintah,

Keputusan Presiden,

Peraturan-peraturan pelaksana lainnya, seperti :

- Peraturan Menteri,

- Instruksi Menteri,

- dan lain-lainnya.

2. Sesuai dengan sistem Konstitusi seperti yang dijelaskan dalam penjelasan
autentik UUD 1945, UUD Republik Indonesia 1945 adalah bentuk Peraturan
Perundangan yang tertinggi, yang menjadi dasar dan sumber bagi semua
peraturan perundangan bawahan dalam negara.

3. Sesuai pula dengan prinsip negara Hukum, maka setiap Peraturan Perundangan
harus berdasar dan bersumber dengan tegas pada peraturan perundangan yang
berlaku, yang lebih tinggi tingkatannya

B.1.Undang-UndangDasar.
Ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam pasal-pasal UUD 1945 adalah
ketentuan-ketentuan yang tertinggi tingkatnya yang pelaksanaannya dilakukan
dengan ketetapan MPR, Undang-Undang, atau Keputusan Presiden.
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2. Ketetapan MPR
a TAP MPR yang memuat garis-garis besar dalam bidang legislatif
dilaksanakan dengan Undang-undang,.
b. TAP MPR yang memuat garis-garis besar dalam bidang eksekutif yang
dilaksanakan dengan Keppres.
3. Undang-undang
a. UU adalah untuk melaksanakan UUD atau TAP MPR.
b. Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan
peraturan-peraturan sebagai pengganti Undang-undang.
1) Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetuyjuan DPR dalam
persidangan yang berikutnya
2) Jika tidak mendapatkan persetujuan, maka Peraturan Pemerintah harus
dicabut.
4. Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah adalah memuat aturan-aturan umum untuk melaksanakan
Undang-undang.
5. Keputusan Presiden
Keputusan Presiden berisi keputusan yang bersifat khusus (Einmaliq) adalah
untuk melaksanakan ketentuan UUD yang bersangkutan, TAP MPR dalam
bidang eksekutif dan Peraturan Pemerintah.
6. Peraturan-peraturan Pelaksana lainnya.
Peraturan-peraturan Pelaksanaan lainnya seperti Peraturan Menteri (Permen),
Instruksi Menteri dan lain-lainnya, harus dengan tegas berdasar dan bersumber
pada Peraturan Perundangan yang lebih tinggi.

Dalam praktek masih dikenal adanya Instruksi Menteri, Surat Menteri, Surat
Keputusan Menteri. Dalam pada itu berdasarkan UU No. 5 tahun 1974 tentang

Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dikenal adanya Peraturan Daerah (Tingkat I
dan IT) dan Keputusan Kepala Daerah {Tingkat I dan II).
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Undang-undang Pemerintah Daerah yang baru, yaitu UU No.22 tahun 1999
Jjuga mengenal Peraturan Daerah (Propinsi, Kabupaten, dan Kota) dan Keputusan
Kepala Daerah (Propinsi, Kabupaten, dan Kota). Peraturan Daerah dibuat oleh Kepala
daerah bersama DPRD Propinsi atau DPRD Kabupaten atau DPRD Kota.
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BAB I

PEMBAHASAN

3.1 Evaluasi Terhadap Fksistensi, Posisi, dan Organisasi ABRIT

Peranan dan sepak terjang Militer sejak masa Demokrasi terpimpin hingga masa
Orde baru mendapat banyak sorotan negatif dari masyarakat, baik kalangan sipil
maupun kalangan senior ABRI sendiri. ABRI khususnya TNI-AD memang tampil
terlalu ambisius dan arrogan dalam mengintervensi kehidupan politik sipil.

Bahkan dari dalam tubuh ABRI sendiri, timbul banyak keluhan dan protes
terhadap peran dan sepak terjang ABRI selama ini. Secara psikologis, ABRI Non
Angkatan Darat merasa dianaktirikan dalam pelaksanaan dwifingsi ABRI, terutama
Instansi Kepolisian yang tidak seharusnya masuk dalam jajaran Angkatan bersenjata
nasional itu. Polisi selama ini mengeluh karena selalu diintervensi oleh “sandara tua”-
nya yang berbaju tentara dalam melakukan tugas-tugas Kepolisian, Anggarannya didikte
Angkatan lain, bahkan jatah-jatah latihan dan beasiswa luar negeri selalu dirampas
Angkatan lain (Karni Ilyas: 1999). Akibat kedekatannya dengan militer, Polisi selama
ini bersikap sebagai sosok yang berkuasa terhadap rakyat, bukan pelindung dan
pengayom masyarakat sipil. Karena beratribut ABRI, Polisi selama ini terkesan
sebagai aparat yang atas nama hukum berhak untuk bertindak apa saja. Selama 3
Dasawarsa Polisi bergabung dengan Militer telah terjadi suatu Involusi yang
didalamnya “ Polisi menjadi berwatak militer” dan * Militer jadi berwatak Polisi “.
Polisi juga menjadi kekurangan fasilitas, karena diatur oleh Mabes ABRI Padahal
Kepoligian Indonesia termasuk salah satu yang sangat miskin di dunia Dibanding
dengan beberapa negara seperti Malaysia, Filipina, Selandia baru, Singapura,
Hongkong, Jepang, Pakistan dan Thailand, Anggaran negara untuk Polisi Indonesia
tergolong terendah. Bahkan dari segi yang paling vital, yaitu doktrin, Tri Brata POLRI
hanya boleh dipakai untuk keperluan Internal Kepolisian, sedangkan yang umum

29
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berlaku adalah Sapta Marga. Padahal Sapta Marga adalah doktrinnya Angkatan Darat .
Hari jadi ABRI diperingati pada tanggal 5 Oktober tiap tahun, padahal itu adalah hari
jadi Tentara. Dan masih banyak diskriminasi lainnya yang dilakukan oleh TNI-AD
terhadap terhadap angkatan lainnya di tubuh ABRL

Kapolda Jawa Timur dalam semiloka di Banyuwangi tahun 1998 menyatakan
bahwa setelah menyatu dengan ABRI , polisi menjadi bagian dari Angkatan Perang,
sistem pembinaan militer tersebut paling tidak mempunyai pengaruh dalam
pembentukan perilaku POLRI yang keras di lapangan. Tidak terhitung keluhan
masyarakat , terutama  kalangan bawah, yang keluarganya atan dia sendiri berurusan
dengan Polisi. Masyarakat bercita-cita POLRI menjadi institusi sipil yang mandiri dan
demokratis, sebab sebetulnya kepolisian itu adalah sebuah jawatan sipil, sebuah
birokrasi sipil, bukan Angkatan Perang yang serba kaku dan kasar. POLRI tidak bisa
menjalankan fungsi utamanya selama berada di dalam tubuh ABRI (Sayidiman
Soeryohadiprodjo : 1999).

Selain tumpang tindih dengan TNI-AD , peran POLRI sebagai penyidik tunggal
selama ini terberai akibat kelahiran berbagai UU, misalnya UU kelautan, yang
memberikan hak penyidikan atas kasus-kasus pelanggaran Hukum yang terjadi di laut
kepada TNI-Angkatan Laut (Adrianus Meliala : 1999). Oleh karena itu sebagai
penyidik tunggal, kepolisian harus otonom. Bebas dari kepentingan dan campur tangan
instansi lain, termasuk dari jajaran ABRI. Sebetulnya pada awal-awal kemerdekaan,
kepolisian terpisah dari Angkatan Perang, yaitu dipimpin langsung secara otonom oleh
Menteri Kepolisian, tetapi pada tahun 1962 kepolisian dijadikan AKRI, dan pada tahun
1964 dijadika Polri, yang berada di bawah naungan ABRL

Polisi selalu dihadapkan pada konflik kepentingan ketika harus menyidik
perkara yang melibatkan oknum dan instansi militer tertentu. Jika sebush perkara
melibatkan oknum militer tertentu, kepolisian sering hanya teriﬁxa jadinya. Artinya
proses penyidikan perkara dilakukan instansi lain yang di kalangan LSM dikenal
dengan instansi Zkstra Judicial (bukan instansi yang berwenang melakukan penyidikan
perkara). Pada perkara yang berupa tindak pidana politik, yang mengawali proses
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penyidikan dan penangkapan bukan Polisi. Polisi tinggal membuat surat penangkapan
dan pemberitahuan kepada keluarganya tanpa Polisi sendiri pernah melakukan
penangkapan. Tragisnya, setelah itu Polisi dipaksa, atan paling tidak sudah tahu sama
tahu, untuk mengumumkan bahwa Polisi telah melakukan penangkapan. contohnya
terlihat pada kasus penangkapan aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) Andi Arief
dan aktivis Buruh Perempuan Marsinah.

Menurut standar Internasional, Polisi tidak berada di bawah Struktur Angkatan
Bersenjata, ataupun Strukur Departemen Pertahanan. Polisi seharusnya diposisikan
sebagai Aparat Sipil yang berada di bawah naungan Departemen Dalam Negeri, atan
kalau tidak, Polisi dapat berdiri sendiri menjadi Departemen Kepolisian.

Sedangkan TNI sendiri, sejak memposisikan dirinya sebagai kekuatan Sosial-
Politik di samping kekuatan Hankam, terutama sejak mengabsh organisasinya menjadi
ABRI, tidak henti-hentinya mendapat hujatan, kritik, dan caci maki dari kalangan
masyarakat.

Apapun alasannya, Dwifingsi dan kekaryaan ABRI gagal memenuhi janjinya,
perwira ABRI ternyata tidak handal sebagai Manajer Perubahan Sosial. Kelemahan
pokok Dwifungsi dan kekaryaan ABRI adalah ketidakmampuan mengembangkan kaitan
kelembagaan dengan kelompok-kelompok masyarakat lain. Kaitan kelembagaan yang
dibangun melalui Golongan Karya ternyata sangat rentan. Sebabnya, antara lain, Golkar
memang tidak dipersiapkan menjadi parpol yang menyuarakan kepentingan bawah.
Partai itu hanya dimaksudkan untuk menjamin dukungan bagi pemerintah melatui Pemilu
(Mochtar Mas’oed : 1998).

Para perwira tidak memiliki fleksibilitas dan kesabaran dalam melakukan
bargaining politik secara Demokratis, yang sering mengharuskan kesediaan untuk
berkompromi serta saling memberi dan menerima Para perwira juga sulit menolak
godaan yang muncul atas pemilikan kekuasaan yang tidak akunfabel. Para perwira
tidak bisa (tidak berusaha) mengelak dari penyakit pokok Orde Baru, yaitu Korupsi
Polittk. Yaitu suatu kebiasaan bahwa setiap pejabat menggunakan wewenang
jabatannya bukan hanya untuk memperkaya diri sendiri dan keluarganya, tetapi juga
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“teman seperjuangannya’. Ketidaksabaran para perwira teruji dalam pengalaman
Politik Indonesia yang penuh kekerasan sejak akhir 1950-an, di bawah Rezim Soekarno
maupun Soeharto, yang kedua-duanya didulung oleh ABRL Ini membuktikan bahwa
keterlibatan tentara dalam politik telah mengganggu Perkembangan demokrasi, yang
walaupun terbata-bata masih lebih baik daripada otoriterisme. Ringkasnya, kredibilitas
ABRI sebagai pelaku politik yang tidak partisan, sebagai 7he Guardian of The Nation,
sudah runtuh. ABRI sudah terkena diskualifikasi dalam permainan Demokratisasi. Perlu
upaya sungguh-sungguh untuk memperbaikinya.

Pada tanggal 21 Agustus 1999, Kaster TNI Soesilo Bambang Yoedhoyono
menyatakan,“ TNI pernah mengalami sebagai alat negara, alat pemerintah, dan alat
kekuasaan itu perlu diperbaiki. Kami adalah Bhayangkari Negara”

Memang sejak peristiwa malapetaka 15 Januari (Malari) 1974, ABRI betul-betul
menjadi alat penguasa, dan selalu melakukan kebijakan represif sehingga nasibnya
terpuruk. Kita lihat saja dunia Intelijen Indonesia kacau sekali, sebab dibentuk dan
diorganisir sesuai dengan kebutuhan penguasa. sebelum Orde Baru, organisasi intelijen
dan operasionalisasinya lebih demokratis, dalam arti dilaksanakan secara fungsional.
Intelijen untuk Keamanan Negara atan Intelijen Negatif (Counter Intelligence)
dilaksanakan penuh oleh POLRI dalam wadah Dinas Pengamanan Keselamatan Negara
(DPKN). Sedangkan Intelijen yang dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Lapangan
Intelijen Angkatan Darat, Laut, dan Udara mengarah pada Profesionalisme Intelijen
Tempur atan Combat Intelligence, yang tentu saja mempunyai akses erat dengan
Intelijen Positif Badan Pelaksana Intelijen (BPI). Karena itu daya tempur Angkatan
Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara relatif tinggi berkat dulungan Combat
Intelligence yang solid dan profesional. Ini dibuktikan dengan kemampuan TNI
menumpas setiap kekuatan separatis dimanapun mereka berada Kehebatan itu, setelah
zaman Orde Baru tidak tampak lagi, padahal lebih dari 90 % kekuatan TNI terdidik
secara profesional dan terarah, itu karena kekuatan Intelijen ABRI tidak tercurah pada

profesionalisme Combat Intelligence. Intellijen ABRI di era Orde Baru lebih banyak
mengurusi orang-orang yang dianggap ekstrim (ekstrim kanan/ekstrim kiri). Maka daya
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dukung Intelijen untuk kekuatan tempur tidak terlalu tajam. Pertempuran Timor-timur
dapat menggambarkan pernyataan itu. Kegagalan utama Intelijen Indonesia adalah
karena semua orang intel ingin menjadi Polisi Rahasia Mereka menikmati tugas Polisi.
Kalau hal itu tidak diluruskan, sampai kapanpun kejadian seperti di Aceh, Irian Jaya,
Ambon, Sambas dan Timor-timur tidak akan dapat terselesaikan secara tuntas.

Dunia Intelijen kita terkena imbas ideologi/doktrin “Total War’ yang
ditanamkan oleh Amerika Serikat kepada Militer Negara Berkembang. Oleh karena ifu,
hampir tidak ada segi kehidupan di negeri ini yang luput dari sentuhan ABRI . ABRI
bisa segala-galanya, kecuali menjaga keamanan. Dwifungsi ABRI banyak diyakini telah
menjadi jalan pintas bagi mulusnya ABRI meluncur di dunia bisnis. ABRI dapat
leluasa menciptakan dan mempengaruhi beleid pemerintahan di bidang ekonomi. Di
sinilah mereka bermain dengan kekuasaan politiknya yang sangat besar. Dalam
perjalanan bisnisnya, ABRI banyak berkongsi dengan pengusaha WNon-Pribumi.
Berbisnis dengan ABRI kemudian menjadi trend untuk melaju di jalur bisnis “bebas
hambatan”. Kalaupun tidak terlibat langsung, anggota ABRI cukup mendapat upeti
dengan imbal jasa perlindungan (Sleeping Partrer).

Pada tahun 1998, Mantan KSAD Kemal Idris menyatakan bahwa ABRI
berbisnis ifu ide Soeharto, ABRI berbisnis is wrong. No Politic, No Economy. Bisnis
ABRI, menurut Indria Samego, lebih banyak menguntungkan mereka yang terlibat
langsung, bukan kepada institusinya. Perwira hidup dengan rumah mewah, main Golf,
anak sekolah di Luar Negeri, padahal gajinya kecil. Gaji Jenderal tidak sampai Rp.
1.000.000,-. Di ABRI, perbedaan antar tingkat hanya puluban ribu saja. Antara Bintang
Satu dengan Bintang Dua bedanya hanya Rp. 50.000,- sampai dengan Rp. 100.000,-.
Tetapi Dana Non Budgetter dari Pemerintah untuk ABRI sangat besar. Para Danrem
baru saja, mendapat Cherokee. Di jaman Soeharto, Uang Nor Budgetter itu sebagai
instrumen untuk mengendalikan ABRL Hal itu terjadi karena kekuasaan ABRI tidak
terkontrol.

Anggaran, personil, dan persenjataan ABRI sangat minim dibanding negara —
negara lainnya, sehingga perlu dipertanyakan apakah TNI Angkatan Laut Angkatan
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Udara, dan Angkatan Darat mampu menjaga Indonesia. Demi masa depan keamanan
negara, Indonesia perlu berpikir serius soal kekuatan militer ABRI, bukan malah
kekuatan politiknya Kita bisa lihat perbandingan kekuatan militer dengan negara

tetangga pada tabel berikut ini:
Tabel 1. Tabel Kekuatan Militer Beberapa Negara ASIA

Negara Tentara Tank Pesawat Kapal Rudal Missil
Cina 2.840.000 10.900 5910 975 14 60
Vietnam 492.000 1.900 223 55
Indonesia 461.000 305 126 44
Thailand 266.000 763 220 62
Singapura 70.000 350 75 26
Philipina 110.500 41 155 44
Malaysia 111.500 26 105 37

Sumber : ISSR 1997/1998

Dari data di atas, perlengkapan militer Indonesia tersebut banyak mendapatkan
bantuan dari Amerika Serikat dan Perancis. Sepanjang tahun 1975 — 1997 Amerika
telah memberikan bantuan perlengkapan militer sebagaimana dalam tabel di bawsh ini.
Tabel 2. Bantuan Perlengkapan Militer Amerika Serikat Kepada Indonesia Periode

1975 - 1997.
Perlengkapan Jenis Jumlah
Pesawat Militer Pengintai, Tempur, Penyergap, 235 unit
Transport Militer ,  Anti
Pemberontak, transport Serba
Guna, Latih T-34, Latih Cessna,
Transport Cessna.
Senjata Peledak Peluru Kendali (Rudal) 268 buah
Pesawat Boeing Militer Jetfoil 5 buah
Pesawat Freegat Kelas  Claude  Jones 4 buah

(Avondale Industries)


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

35

Transportasi darat Militer Kendaraan lapis baja 402 buah
Perlengkapan lamnya Senjata ringan/Amunisi puluhan ribu
Sumber : Dephankam RI

Tabloid Mingguan ADIL

Dengan kualitas dan kuantitas kekuatan militer ABRI yang begitu minim, maka
tidak relevan lagi bila ABRI terlalu sibuk memikirkan urusan-urusan non-militer. Bagi
masyarakat sipil sendiri, kehadiran militer di kancah pertarungan perpolitikan sipil
merupakan suatu hal yang pantas dicermati. Karena perpolitikan sipil adalah politik
yang mengembangkan budaya egaliter dalam “frame” Demokrasi Pluralistik, yang
lazimnya tidak biasa dimainkan militer. Oleh karena itu beberapa tokoh Intelektual
Sipil mengemukakan sekian alasan kenapa Dwifungsi ABRI harus dihapuskan atau
dikurangi.

Muhammad Asfar (FISIP Unair), dalam Jawa Pos edisi 6 Oktober 1998
mengemukakan tiga alasan :

1. Tingkat Modernisasi dan perkembangan masyarakat menuntut ruang yang lebih luas
bagi kelompok-kelompok sipil untuk terlibat dalam proses politik dan posisi politis
yang selama ini dipersepsi sebagai hak paten ABRI.

2. Pengalaman selama Orba menunjukkan, selalu terjadi distorsi dalam implementasi
konsep Dwifungsi ABRL

3. Pada tingkat global, ada indikasi kuat keterlibatan militer dalam dunia politik tidak
lagi favourable di mata dunia Internasional.

Moch Mahfud MD menyatakan alasan yang senada, yaitu :

1. Over Representation

Perwakilan ABRI di Lembaga-lembaga Perwakilan Rakyat melebihi jumlah yang
proporsional sehingga dirasakan kurang adil. Untuk keanggotaan di DPR misalnya,
Over Representation itu tampak sangat mencolok. Dari 500 .anggota DPR, yang
100 orang adalah dari ABRI aktif yang diangkat tidak melalui pemilihan;
sedangkan yang 400 orang dipilih dengan rasio antara jumlah pemilih dan satu
kursi adalah 400.000 : 1. Ini berarti bahwa setiap orang sipil (termasuk


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Purnawiratvan ABRI), untuk menjadi anggota DPR harus didukung oleh 400.000
orang pemilih. Jika ratio untuk orang sipil itu diberlakukan bagi ABRI, seharusnya
ABRI memiliki wakil tidak sampai 3 orang. Fenomena Over Representation ini
tampak pula pada posisi-posisi tertentu di lingkungan eksekutif. Data tentang asal
instansi Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia pada bulan Maret 1994,
sebagaimana dilakukan Harian Republika menunjukkan perbandingan 43 % ABRI
dan 57 % Sipil.

2. Superioritas Militer.

Militer mempunyai perasaan atan opini bahwa mereka lebih unggul daripada sipil.
Hal ini menimbulkan dominasi dan arrogansi militer dalam percaturan politik
Indonesia. (Moch.Mahfiud MD, 1999 : 102)
Sementara itu peneliti LIPI, Indria Samiego mengemukakan beberapa alasan,
antara lain:

1. Pendekatan keamanan terlalu kuat, sehingga masyarakat kurang dinamis. Siapa
berani berbeda dengan pemerintah /ABRI akan dituduh Subversif, ekstrim, atan
komunis. Pemerintah /ABRI dengan mudah menjatuhkan sanksi terhadap mereka
tanpa suatu proses pengadilan.

2. Campur tangan pihak militer /ABRI yang terlalu jauh di berbagai sektor kehidupan
sosial politik maupun sosial ekonomi, mengakibatkan kecenderungan semakin rumit
dan berlarut-larutnya konflik-konflik yang timbul di kalangan masyarakat, Dalam
kaitan ini yang paling aktual adalah intervensi ABRI dalam persoalan internal yang
dialami Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

3. Campur tangan ABRI yang terlalu jauh di bidang Hukum, sebagaimana yang
disoroti oleh sejumlah tokoh masyarakat di berbagai daerah, mengakibatkan
semakin lunturnya penghargaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga hukum dan
peradilan di Republik ini. Hal ini terlihat dari merebaknya berbagai kasus yang

tidak terselesaikan secara tuntas dan cenderung menyimpan sejumlah “misteri”

sebagaimana yang terjadi akhir-akhir ini, seperti tewasnya wartawan Bernas
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Yogyakarta, Udin, dan berbagai kasus kriminal yang diduga kuat melibatkan
“oknum” ABRI

. Keterlibatan ABRI di bidang Ekonomi sering dianggap justeru tidak menguntungkan
bagi perkembangan sektor ini. tidak ada satupun BUMN yang dipimpin ABRI yang
menguntungkan secara finansial, karena banyaknya ketentuan dan kebijakan
diatasnya. Peranan ABRI di bidang Ekonomi merupakan salah satu sebab
ketidaksiapan Indonesia dalam menyongsong Asean FreeTrade Aggrements
(AFTA) 2003.

- Dunia sedang dilanda gelombang demokrasi dan tuntutan penghormatan terhadap
HAM yang memiliki klaim Universal, sangatlah sulit bagi suatu negara, terutama
negara berkembang yang secara ekonomi masih tergantung pada negara-negara
maju, untuk mempertahankan keunikan sistem politik yang dimilikinya. Dwifungsi
ABRI tidak termasuk dalam kaidah-kaidah demokrasi yang berlaku pada umumnya.

. Situasi politik keamanan Regional pasca Perang Dingin yang kurang menentu
semakin menuntut ABRI untuk memberikan perhatian yang lebih serius terhadap
masalah Hankam. Apakah ABRI akan tetap mampu melaksanakan tugas ganda, yaitu
bidang Hankam dan Sospol, sementara kalangan militer di negara —negara kawasan
Asia Pasifik semakin meningkatkan profesionalisme dan kemampuan Pertahanan
Konvensional mereka, guna menghadapi situasi keamanan yang semakin kompleks
dan kurang menentu. Di Asia Tenggara, Singapura meningkatkan anggaran
militernya pada periode 1991-1996 sebesar 80 %, Thailand 66 %, Malaysia 48 %,
dan Indonesia 45 %. Apabila pada tahun 1985 anggaran militer Indonesia
merupakan yang paling tinggi di ASEAN, pada tahun 1996 angka ini sudah dilewati
oleh Malaysia (3,5 miliar US$), Singapura (4,01 miliar US$) dan Thailand (4,2
miliar US$). Tetapi betapapun peningkatan yang terjadi di lingkungan Asia
Tenggara, total belanja militer negara -negara ASEAN tidak sampai separuh
anggaran militer RRC (31,7 miliar US$) atau sepertiga Anggeran Pertahanan
Jepang (45,1 miliar US$) pada tahun 1996.(Indria Samiego : 1998).
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Kemudian kita lihat juga argumentasi yang dipaparkan oleh Pengamat Militer,

A.Yahya Muhaimin, mengapa peran Sosial Politik ABRI harus segera dikurang;i:

1. Aktualisasi Dwifingsi ABRI memang menimbulkan masalash dengan Counter-
Partnernya, yaitu kaum Sipil. tetapi kita harus berpikir profesional, tak realistis bila
peran Sospol ABRI dihapus. Dampak nasionalinya cukup luas.

2. Banyak keluhan mengenai peran ABRI di bidang Hankam. Letak Indonesia sangat
strategis, sehingga kita sangat perlu Angkatan Perang afan Militer yang tangguh.
Karena itu bidang Hankam harus ditangani dengan serius.

3. Seharusnya kekuatan Militer ABRI sudah kuat. anchnya, ada kapal nelayan yang
masuk ke Laut Aru, Laut Cina Selatan, Selat Malaka tanpa bisa dideteksi. (Tabloid
Adil, No.0S tahun ke-67, 4-10 Nopember1998)

3.2 Proses Reposisi Dan Reorganisasi ABRI

Reposisi dan Reorganisasi ABRI cukup menonjol ketika Mabes ABRI
mengeluarkan rumusan Paradigma baru ABRI menyongsong Abad XXI pada HUT
ABRI ke-53 di Jakarta, kemudian diikuti dengan langkah-langkah pemisahan ABRI
dengan POLRI, perubahan istilah ABRI menjadi TNI, dan penghapusan jabatan
Kassospol diganti dengan Kaster TNI, serta langkah-langkah lainnya yang dilaksanakan
oleh Pimpinan ABRI dalam pelaksanaan Paradigma Baru ABRI tersebut .

Namun, para Intelektual kita justru mencermati bahwa Proses Reformasi
Internal ABRI berupa Reposisi dan Reorganisasi, telah berlangsung secara bertahap
selama Pemerintahan Orde Baru, dan semakin meningkat pesat sejak satu dekade
terakhir.

3.2.1 Proses Reposisi Dan Reorganisasi ABRI Pada Masa-masa Terakhir

Peneriniahan Orde Baru

Presiden Soeharto telah meminta kepada LIPI untuk mengkaji peran SOSPOL
ABRI sejak tanggal 21 Pebruari 1995. Itu adalah langkah-langkah klimaks Presiden
Soeharto, yang mengindikasikan Political Will Orde Baru. Sebelum itu pemerintahan
Orde baru sudah mereorganisasi Kopkamtib yang begitu “menyeramkan” menjadi
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Bakorstanas, kemudian membebaskan sejumlah Tahanan Politik PKI dan Tanjung
Priok, bahkan pada Pemilu 1997 Eks Tapol PKI diberi Hak Pilih. Pemerintahan Orde
Baru juga telah mengurangi anggota F-ABRI di DPR-RI, dari 100 menjadi 75 orang.
Sebetulnya sejak dekade 70-an, Pemerintahan Orde Baru sudah mulai setapak demi
setapak membubarkan lembaga ASPRI Presiden RI, menghapus Lembaga Kowilhan,
menciutkan jumlah Kodam, serta mengganti Badan Intelijen Strategis (BAIS) dengan
Badan Intelijen ABRI (BIA). Tetapi pada Era Reformasi, Menhankam/Pangab Jenderal
TNI Wiranto kembali menghidupkan Lembaga BAIS, memekarkan Kodam, membentuk
DPEKSH, membentuk Rakyat Terlatih (Ratih), dan mengeluarkan RUU Penanggulangan
Keadaan Bahaya (RUU PKB) yang jelas-jelas bersifat represif Di situlah letak
fluktuasi komitmen ABRI terhadap Demokrasi, terkadang mengambil langkah simpatik
dan demokratis, tetapi tiba-tiba diikuti dengan langkah-langkah radikal dan represif.
ABRI bergerak dalam ketidakpastian dan ketidaksiapan dalam melakukan Reposisi dan
Reorganisasi.

Mayjen. Djoko Soebroto, Pangdam V Brawijaya, pada bulan Desember 1998
menulis dalam Semiloka Hubungan Sipil-Militer di Banyuwangi bahwa secara
obyektif, dan tanpa maksud untuk membela diri, sesungguhnya sejak awal 1990
pemerintah dan ABRI telah membuat beberapa upaya untuk memperluas koridor
demokrasi dengan memperkuat posisi kelompok-kelompok non-militer. Misalnya
melalui pelonggaran kekangan terhadap pers nasional, pencabutan mekanisme perijinan
untuk pertemuan umum, seminar, khotbah, dan lain-lainnya. Di bidang legislatif ABRI
telah mengurangi jatah kursi fraksi ABRI di DPR RI dari 100 menjadi 75. Di bidang
kepemimpinan, ABRI telah mencanangkan pemberlakuan prinsip kepemimpinan
Tutwuri Handayani sebagai ganti dari konsep Ing Ngarso Sung Tulodho.

Senada dengan Mayjen Djoko Soebroto, Direktur Laboratorium FISIP UL, Eep
Saefulloh Fatah menulis bahwa selama dekade terakhir pemerintahan orde baru telah
terjadi trends demokratisasi politik ABRI berupa pengurangan kuantitas keterlibatan
ABRI dalam politik. Anggota ABRI yang menduduki jabatan Gubernur misalnya,
menunjukkan trend menurun dari pelita ke pelita : 73 % dalam PELITA 1, 76, 9 %
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dalam PELITA I, 59,2 % dalam PELITA I, 51,8 % dalam PELITA IV, dan 44,4 %
dalam PELITA V. Trend yang sama kita temukan dalam komposisi anggota kabinet
pembangunan. Jika dalam tiga pelita pertama, rata-rata 31,2 % anggota kabinet adalah
ABRI aktif, maka dalam tiga pelita terakhir, rata-rata hanya 9,6 % anggota kabinet yang
berasal dari ABRI aktif Trend yang sama dapat ditemukan dalam komposisi (Sipil-
Militer) pejabat asisten menteri, duta besar dan Jabatan-jabatan eksekutif lainnya.
Lembaga legislatif mengikuti dengan pengurangan anggota fraksi ABRI dalam DPR dari
100 menjadi 75 orang, posisi strategis yang biasanya didominasi oleh ABRI, mulai
beralih kepada sipil. Misalnya kepemimpinan sipil pertama dalam GOLKAR sejak
Oktober 1993, serta masih banyak indikasi lainnya tentang proses demokratisasi
politik ABRI selama dekade terakhir pemerintahan Orde Baru. Dalam proses yang
sama, pada Pemilu 1992 ABRI mulai menjaga jarak dengan Golkar
3.2.2. Proses Reposisi dan Reorganisasi ABRI pada era Reformasi

Era Reformasi adalah era terpenuhinya tuntutan Reformasi oleh Gerakan
Reformasi. Gerakan Reformasi tersebut adalah gerakan yang digalang oleh kelompok-
kelompok Aktivis Mahasiswa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta Pers se-
Indonesia dengan didukung oleh seluruh lapisan masyarakat yang digalang pada akhir
pemerintahan Orde Baru, dengan tujuan untuk mengakhiri Orde Baru dan membangun
suafu era baru pemerintahan Indonesia yang bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
Rezim Orde Baru adalah sebuah rezim yang menguasai sistem kenegaraan dan
kemasyarakatan secara totaliter dan hegemonik dengan didukung oleh ABRI, Golkar
dan birokrasi. Orde Baru pada awalnya ditujukan untuk melakukan koreksi total
terhadap Orde Lama namun akhirnya menjadi kekuasaan presiden Soeharto yang
dilakukan dengan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Orde Baru adalah sebugh
mesin politik yang “berdarah dingin” serta terpatron kepada figur utama Jendral
Soeharto. |

Oleh karena itu, momentum awal dari era reformasi ditandai dengan

pengumuman Jendral Besar Soeharto berhenti sebagai Presiden RI, serta pengumuman
Kabinet Pembangunan VI demisioner, pada pukul 09.00 WIB, tanggal 21 Mei 1998 di
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ruang Jepara Istana Negara Jakarta, dengan disaksikan oleh Ketua MPR/DPR
H.Harmoko beserta empat wakilnya dan Sekjen DPR/MPR Afif Makruf,

Tuntutan-tuntutan utama gerakan reformasi, selain Soeharto mundur, adalah
penghapussan Dwifingsi ABRI, pelaksanaan Pemily yang luber dan jurdil secepatnya,
dan pelaksanaan pemerintahan yang bersih dari unsur-unsur Korupsi Kolusi, dan
Nepotisme (KKN). Tuntutan reformasi tersebut ditindaklanjuti dengan Sidang Istimewa
MPR RI yang memakai puluhan korban mahasiswa. Sidang Istimewa “berdarah”
tersebut menghasilkan beberapa ketetapan yang sedikit memberi angin segar kepada
gerakan reformasi.

Sebetulnya ABRI sendiri terlibat secara langsung dalam detik-detik reformasi,
dan keterlibatan tersebut dilanjutkan dengan langkah-langkah berikutnya, yang secara
kronologis proses tersebut kami susun sebagai berikut :

1. Insiden Tri Sakti
Mahasiswa Tri Sakti hendak long march menuju gedung DPR, tiba-tiba saja
ketegangan memumncak luar biasa Pasukan ABRI mengejar mahasiswa, ABRI
menjadi beringas. Suara tembakan terdengar hampir empat puluh menit lamanya.
Kampus Tri Sakti porak poranda, sembilan mahasiswa Tri Sakti meningggal.
Masyarakat semakin marah, dan DPR pun mendesak Presiden Soeharto untuk
segera mundur.

2. Perwlakan MenhankanyPangab Terhadap Pernyataan Pinmpinan DPR/MPR RI
18 Mei 1998
Pada tanggal 18 Mei 1998 pukul 17.00 WIB Menhankam/Pangab Jenderal TNI
Wiranto, KSAD Jenderal Subagyo, HS. Pangkostrad Letjen Prabowo Subianto,
serta Pangdam Jaya Mayjen Sjafrie Sjamsoedin menghadap Presiden Soeharto di
cendana. Tiga jam setelah menghadap Soeharto, Menhankam/Pangab Jendral
Wiranto mengeluarkan pemyataan bahwa pernyataan pimpinan DPR agar Presiden
Soeharto mundur, meskipun disampaikan secara kolektif, adalah pendapat pribadi.
Sementara itu aksi mahasiswa sudah mulai menduduki gedung MPR/DPR.
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3.

4.

Rencana Reshufle Kabinet

Tanggal 19 Mei 1998 pukul 10.00 WIB datang tiga ratus orang dari Pemuda
Pancasila (PP), Pemuda Panca Marga (PPM) dan Forum Komunikasi Putera Puteri
Purnawirawan dan ABRI (FKPPI) ke gedung MPR/DPR untuk menyerbu
mahasiswa. Bentrokan besar nyaris terjadi, tetapi masing-masing pihak berhasil
menahan diri. Satu jam setelah insiden tersebut, para petinggi ABRI mendampingi
Presiden Soeharto mengumumkan rencana Reshufle Kabinet Pembangunan VI dan
akan diganti dengan Kabinet Reformasi. Tapi mahasiswa tetap menduduki gedung
MPR/DPR.

Pernyataan akan namdur

Tanggal 20 Mei 1998, Presiden Soeharto memanggil Menhankam/Pangab Jenderal
Wiranto, Mensesneg Sa’adilah Mursyid, dan Staff’ Sekretariat Negara (penulis
pidato presiden) Yusril Thza Mahendra Kepada tiga orang tersebut, Presiden
Soeharto menyampaikan akan mundur dari Jabatan Presiden RI.

Pernyataan mmdur (momentum reformmasi)

Tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto menyatakan berhenti sebagai Presiden RI,
kemudian menyerahkan jabatan kepada Wakil Presiden RI B.J. Habibie, dan
menyatakan Kabinet Pembangunan VI demisioner. Pernyataan mundurnya Soeharto
dan pelantikan Presiden Habibie pada hari itu langsung diikuti oleh pernyataan
Menhankam/Pangab Jenderal Wiranto bahwa ABRI akan melindungi Soehato dan
segenap keluarganya, begitu juga para mantan presiden beserta keluarganya dan
presiden yang baru berkuasa.

Pengakuan dosa 1

Setelah Soeharto turun, hujatan masyarakat diarahkan pada ABRI, agar kasus
penculikan dan orang hilang selama kekuasaan Soeharto segera diusut dan
dituntaskan. Pada tanggal 29 Juni 1998 Wiranto mengaku bahWa ada keterlibatan
beberapa oknum ABRI dalam kasus penculikan dan orang hilang selama
pemerintahan Orde Baru.
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7. Seminar ABRI di Sekolah Staff Dan Komando Angkatan Darat (SESKDAD)
Seminar ABRI yang biasanya mengundang para intelektual sipil, kini hanya
mengundang para pakar dan senior militer sendiri. ABRI mulai menyadari
posisinya dan bertekad agar peran Sospol ABRI segera diakhiri, sebab peran itu
telah menjadikan ABRI sebagai pelanggeng rezim, sedangkan peranan sebagai alat
Hankam Negara terabaikan.

8. Rancangan paradigma baru
Pada bulan September 1998, pimpinan ABRI mengumumkan kepada masyarakat

bahwa ABRI sedang menyusun paradigma baru yang akan dimulai pada 5 Oktober
1998.

9. HUT ABRI ke-53 : paradignm baru
Pada tanggal 5 Oktober 1998, HUT ABRI diselenggarakan di Mabes Cilangkap
tanpa show of force, parade, maupun defile. Acara dikemas serba sederhana,
efisien dan terkesan hemat. ABRI betul-betul tampil Jow profile saat itu. Hari itu
Jjuga  Menhankam/Pangab menepati  janjinya kepada masyarakat, yaitu
mengumumkan paradigma baru ABRI, yang disusun dalam bentuk buku, dengan
Judul : “ABRI Abad XXI-Redefinisi, Reposisi dan Reaktualisasi Peran ABRI
dalam Kehidupan Bangsa”. Buku tersebut berisi tentang sejarah perkembangan
peran ABRI, refleksi atas perkembangan ABRI, tantangan terhadap peran Sospol
ABRI, paradigma baru dan visi serta peran ABRI ke depan. Bersamaan dengan
pengumuman  paradigma baru  ABRI  tersebut Menhankam/Pangab  juga
mengumumkan permintaan maaf ABRI kepada masyarakat, dan rencana pemisahan
Polri dari ABRL

10. Purnawirawan menghujat pemerintah
Sehari setelah HUT ABRI 1998, para Jenderal Purnawirawan menghujat Presiden
B.J. Habibie karena telah memojokkan para aktivis pro-Reformasi dan
menyamakan gerakan Reformasi dengan gerakan radikal revolusioner. Senior

ABRI betul-betul tampil vokal dan garang membela Reformasi.
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11. DPKSH dan Ratih
Pada akhir tahun 1998, pemerintah kembali membuat kebijakan kontroversial,
dengan membentuk Dewan Penegak Keamanan dan Sistem Hukum (DPKSH) yang
dipimpin langsung oleh Presiden Habibie dan Ketua Pelaksana Harian dipegang
oleh Menhankam/Pangab Wiranto. Pembentukan DPESH tersebut disusul dengan
permyataan Menhankam/Pangab bahwa Dephankam akan membentuk Rakyat
Terlatih. Mendengar rencana iy, mahasiswa mulaj turun jalan lagi. Untuk meredam
situasi, pada 13 Desember 1998, Menhankan/Pangab dengan didampingi pejabat
tinggi DPKSH, Dephankam dan ABRI mengadakan konferensi pers dan
menyatakan bahwa DPKSH tidak sama dengan Kopkamtib dan Bakorstanas.
Mengenai Rakyat Terlatih, Menhankam menyatakan bahwa rencana itu tetap akan
diteruskan, dan mulai Januari 1999 Ratih sudah terbentuk dengan perekrutan awal
40.000 anggota, mereka akan digaji di atas Upah Minimum Regional (UMR)

setempat.

12. Menteri menolak Ratih
Pada tanggal 14 Desember 1998, Menteri Kehakiman Muladi menyatakan tidak
setuju dengan rencana pembentukan Ratih yang akan dimulai Januari 1999
Alasannya, Ratih bary dapat dibentuk setelah ada Undang-undang khusus yang
mengatur mengenai lembaga tersebut. Sementara Menteri Keuangan Bambang
Soebiyanto mengungkapkan bahwa Dephankam telah mengajukan dana sebesar .5
milyar rupish yang sebagian besar dialokasikan untuk kepentingan Ratih dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 1998-1999.

13. Pro-kontra Rakyat Terlatih
Pada tanggal 15 Desember 1998, tokoh gerakan reformasi nasional M. Amien Rais
mempertanyakan dimana letak lembaga Pertahanan Sipil (Hansip), Perlawanan
Rakyat (Wanra), Keamanan Rakyat (Kamra) atau Perlindungan Masyarakat.
Sementara yang sudah ada diangap tidak efektif kini malah diusulkan lembaga lain.
Hal senada diungkapkan oleh gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)
Letjen Agum Gumelar, yang meminta ABRI menilai dulu, apakah memang
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15.

16.
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diperlukan Undang-undang khusus yang mengatur pembentukan Ratih atan tidak
Hal itu dikemukakan Agum kepada pers seusai pertemuan dengan sejumlah
pimpinan partai di Kantor Lemhannas, 15 Desember 1998, Sesuai dengan usulan
Amien Rais, akhimya Departemen Pertahanan Dan Keamanan (Dephankam)
menunda Rakyat Terlatih (Ratih) dan merencanakan pembentukan Kamra
(Keamanan Rakyat).

Upacara pemisahan Polri-ABRT

Sesual dengan janji Menhankam/Pangab pada tanggal 1 April 1999, kasum ABRI
Letjen Soegiono menyerahkan Pataka Polri kepada Sekjen Dephankam Letjen
Fachrulrazi, resmilah Polisi keluar dari ABRI dan kembali menjadi warga sipil.
Bersamaan dengan itu, Menhankam/Pangab meminta kepada pemerintah agar nama
ABRI ditinggalkan dan nama TNI dipakai kembali.

Seminar hubungan sipil militer di Depok : Pengakuan Dosa 1T

Tanggal 25 Mei 1999, Fisip UI Depok menyelenggarakan seminar Hubungan Sipil
Militer. Disitu Kaster Soesilo Bambang Yoedhoyono dan Asrenum Panglima TNI
Agus Wirahadi Kusumah mengakui dosa-dosa ABRI, ABRI ikut bertanggung
Jawab terhadap kesalahan Orde Baru. Dalam seminar itu, S.B.Yoedhoyono
menggunakan nama TNI, bukan ABRL

‘Wakil Panglinm TINI

Pada bulan Juli 1999, pemerintah menghidupkan kembali pos jabatan wakil
Panglima TNI, dan diserahkan kepada Laksamana Widodo A.S darj Angkatan Lant
. Widodo A.S dilantik langsung oleh Presiden RI BJ Habibie. Tetapi jabatan
Wakil Panglima kali ini tidak diserta; dengan kewenangan-kewenangan khusus.
Kuirikulum Baru POLRL

Pada tanggal 1 Juli 1999, POLRI memulai Kurikulum Pendidikan baru pada sekitar
11 ribu siswa Sekolah Polisi Negara (SPN) dan 300 orang mahasiswa Akademi
Kepolisian (Akpol) tahun ajaran 1999-2000.
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18. RUUKKN.
Kalau pada bulan September 1998, Masyarakat terhibur dengan pengumuman akan
disusunnya Paradigma Baru ABRI, maka pada bulan yang sama setahun Kemudian,
Masyarakat dikejutkan dengan rencana Dephankam untuk mengajukan Rancangan
Undang-undang Keamanan dan Keselamatan Negara (RUU KKN). Masyarakat
mengajukan protes keras terhadap RUU tersebut, tetapi pihak Dephankam tetap
bersikeras mengajukannya menjadi Undang-undang, bahkan dalam perkembangan
berikutnya Dephankam berencana akan mengajukannya bersamaan dengan RUU
Ratih, yang pernah menjadi Polemik pada akhir tahun 1998 Demonstrasi besar
mahasiswa kembali meledak, dan ABRI kalj ini bertindak lebih Aggresif. Kali ini
Militer betul-betul tidak memberikan ampunan kepada siapapun yang dianggap
menghalang-halangi kekuasaan Militer di Seluruh Indonesia. Keadaan menjadi
semakin gawat ketika pada tanggal 23 September 1999, rapat Paripurna DPR-RI
menyetujui RUU PKB ( Penanggulangan Keadaan Bahaya ) menjadi UU, Undang-
undang PKB sebagai “ Reinkarnasi “ dari RUU KKN yang Abortus menambah

corengan hitam militer dalam sejarah Indonesia.

3.3. LEGITIMAST TERHADAP REPOSISI DAN REORGANISAST ABRL

Proses Reposisi dan Reorganisasi ABRI pada masa Orde Baru mendapatkan
Legitimasi dari UU yang lebih tinggi, yaitu UU No.20 Tahun 1980 tentang ketentuan-
ketentuan pokok HANKAM NEGARA RI, UU No. 20/1982 tentang Pokok-pokok Bela
Negara , UU No 28 tahun 1997 tentang Kepolisian Negara RI dan UU No.31 tahun
1997 tentang Peradilan Militer.

Dalam materi ketiga UU di atas, POLRI adalah bagian dari ABRI , dan ABRI
adalah alat Pertahanan dan Keamanan Negara sekaligus kekuatan Sospol. Sistem
Peradilan POLRI juga ikut Peradilan Militer dan empat Unda:ig-undang t, serta
beberapa undang-undang lainnya yang terkait sampai saat ini belum dihapus.

Karena UU Pokok Hankam, UU Peradilan Militer , dan UU Kepolisian masih
berlaku dan belum dicabut, maka kebijakan atan keputusan macam apapun, yang
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kedudukannya berada di bawah Hierarki Undang-undang, sesuai dengan Tata Urutan
Peraturan Perundang-undangan RI, harus sesuai dan tidak bertentangan dengan ketiga
Undang-undang tersebut.

Jadi, keputusan pemerintah tentang Reposisi dan Reorganisasi ABRI setelah 5
Oktober 1998 merupakan keputusan Inkonstitusional, karena berlawanan dengan urutan
Peraturan Perundangan yang lebih tinggi.

Karena tidak ada legitimasi yang kuat terhadap Reposisi dan Reorganisasi
tersebut, maka keputusan tersebut tidak legitimed, yang berarti sekarang masih ada
ABRI, POLRI berada di bawsh Komando ABRI , dan ABRI masih abssh menduduki

peran-peran Sosial-Politik di seluruh tanah air Indonesia.

3.4 Penerapan Hukum Yang Benar Dalam Melakukan Reposisi Dan
Reorganisasi ABRI
Bila Pejabat Militer Indonesia berupaya melakukan Reposisi dan Reorganisasi
ABRI tanpa berusaha untuk mengubah ketentuan undang-undang yang berlaku terlebih
dahulu, berarti Pejabat tersebut telah bertihdak di luar Prosedur Hukum serta
melanggar Tertib Hukum Indonesia, dan keputusannya jelas-jelas Inkonstitusional.

L

Posisi yang benar adalah kembali pada posisi Militer sebelum diberlakukannya
undang-undang Darurat No.11/P1t/1957 (SOB), yaitu Angkatan Perang sebagai alat
Pertahanan dan Keamanan Negara RI, bukan kekuatan Sosial-Politik seperti yang
selama ini diperankan oleh ABRI. Posisi Angkatan Perang haus betul-betul profesional,
Jjangan sampai Angkatan Perang Indonesia memposisikan dirj sebagai Militer
Revolusioner ataupun Militer Praetorian. Angkatan Perang Modern adalah Angkatan
Perang Proffesional.

Organisasi Angkatan Perang yang benar adalah terpisah dengan Kepolisian dan
dikendalikan secara profesional oleh Pejabat Sipil. Organisasi Angkatan Perang terdiri
dari Angkatan Darat, Angkatan Laut . dan Angkatan Udara. Masing-masing angkatan

dipimpin oleh Panglima atau Kepala Staff yang berada di bawsh koordinasi Menteri
Pertahanan Negara.
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Menteri Pertahanan yang ideal adalah seorang Sipil yang punya wawasan dan
strategi politik yang matang. Menteri Pertahanan selalu berkoordinasi dengan Menteri
Luar Negeri dan Menetri Kepolisian, atau kalan Kepolisian berada di bawsh Depdagri,
Menteri Pertahanan berkoordinasi dengan Menteri dalam Negeri.

Presiden adalah Pemegang Kekuasaan Tertinggi atas Angkatan Perang, jadi
bukan Panglima Tertinggi seperti yang diterapkan selama Demokrasi Terpimpin dan
Orde Baru. Dalam Manajemen Angkatan Perang yang Modern dan Proffesional, tidak
ada lembaga Panglima Tertinggi Angkatan Perang maupun Panglima Angkatan Perang.
Angkatan Pereng hanya patuh pada Komando Panglima masing-masing Angkatan dan
Panglima masing-masing angkatan berada di bawah koordinasi Menteri Pertahanan,
selanjutnya Menteri Pertahanan bertanggung jawab kepada Presiden RI Oleh karena
itu, Presiden RI dinyatakan sebagai Pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat,
Angkatan Lant, dan Angkatan Udara.

Angkatan Perang Proffesional selalu tunduk dan patuh kepada siapapun yang
memegang pemerintahan, mereka tidak mau sedikitpun ikut campur apalagi sampai
intervensi terhadap masalah-masalah pemerintahan dan kenegaraan, karena itu bukan
profesi mereka. Profesi Angkatan Perang cuma satu, yaitu bertempur dan memenangkan
peperangan atas perintah negara untuk mencapai kejayaan dan kemuliaan negara.
Secara skematik, bisa kita susun organisasi Pertahanan negara yang ideal sebagai
berikut :

PRESIDEN |
[ l
Mendagri Menteri Pertahanan Menteri Luar Negeri
l
Kapolri
g 1
KSAD || KsAL | [ Ksav
|
Panglima Daerah

] .

Komandan Wilayah
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Atau tersusun sebagai berikut - _
| PRESDEN |
|

] l l i
Mendagri Menteri KepolisiaL' Menhan ] Menlu

KSAD [ KSAL J KSAU |

Pemerintah seharusnya memaham; Manajemen  Angkatan Perang yang
Proffesional tersebut, untuk kemudian mentransformasikannya dalam suaty Rancangan
undang-undang yang baru, baik RUU Pertahanan Negara maupun RUU Kepolisian
Negara.

Konsep RUU Pertahanan Negara yang baru tidak lagi mengenal ABRI, tetapi
Angkatan Darat RI (ADRI), Angkatan Lant RT (ALRI), dan Angkatan Udara RI (AURI).
Sedangkan RUU Kepolisian Negara yang baru tidak lagi mengenal istilah Kapoln
bertanggung jawab kepada Pangab, tetapi Menteri kepolisian yang bertanggung jawab
kepada Presiden RI.

Setelah RUU Pertahanan dan RUU Kepolisian yang baru ditetapkan menjadi
Undang-undang, tinggallah Wakil Rakyat mengatur melalui TAP MPR bagaimana
Angkatan Perang tidak ikut campur lagi terhadap urusan Politik pemerintahan.

Setelah Undang-undang dan TAP MPR dikeluarkan, pemerintah (Presiden RI,
Menteri Pertahanan, Menteri Kepolisisan) tinggal menurunkannya dalam berbagai
peraturan pelaksanaan terhadap TAP MPR dan Undang-undang tersebut.
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BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

41 Kestmpulan

Berdasarkan keseluruhan wraian pembahasan seperti tersebut di atas, maka
dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan, sebagai
berikut:

L. Reposisi dan Reorganisasi ABRI dilatar belakangi oleh perjalanan panjang
sejarah perjuangan bangsa sejak awal-awal Kemerdekaan. Angkatan perang
Indonesia terutama Angkatan Darat mulai ikut campur terhadap segala sektor
kehidupan Masyarakat Sipil sejak diberlakukannya SOB (Undang-undang
Darurat Perang). SOB yang ditetapkan pada tahun 1957 merupakan momentum
awal tegaknya peran sosial politik ABRI, yang dirumuskan menjadi dwi funggi
ABRI, dan melandasi tegaknya kekuasaan orde baru selama 32 tahun.

2. Para tokoh Intelektual Sipil maupun Militer mengungkapkan bahwa posisi dan
organisasi ABRI sudah tidak relevan dan tidak ideal lagi untuk sebuah Angkatan
Perang yang profesional. Selain itu dwi fungsi ABRI selama ini dianggap telah
menyengsarakan masyarakat. Dan perkembangan dunia internasional di bidang
penegakan demokrasi dan HAM felah mematangkan paradigma Civil-Society
yang menghendaki supremasi Sipil di seluruh dunia

3. Proses Reposisi dan Reorganisasi ABRI ternyata secara bertahap dan Evolusioner
sudah berlangsung selama pemerintahan orde baru, terutama sejak satu dasawarsa
terakhir kekuasaan Rezim tersebut. Tetapi, kebijakan tersebut berjalan fluktuatif
karena sesudah lahir kebijakan yang demokratis, segera disusul dengan kebijakan
yang Represif, tetapi masih sesuaj dengan Undang-undang yang berlaku.
Sedangkan Reposisi dan Reorganisasi ABRI sejak 5 Oktober 1998 cenderung
hipokrit dan inkonstitusional serta fluktuatif. Contohnya setelah pemisahan ABRI

dengan POLRI serta perubahan ABRI menjadi TNL tiba-tiba Dephankam
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mengajukan RUU KKN/RUU PKB dan RUU Ratih yang kemudian ditetapkan
menjadi Undang-Undang pada akhir September 1999.

Produk Hukum yang melegitimasi Reposisi dan Reorganisasi ABRI sejak
5 Oktober 1998 bukanlah Undang-Undang, tetapi peraturan di bawah Undang-
Undang yang berlawanan dengan Undang-Undang pokok Hankam, Undang-
undang Prajurit ABRI, Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Bela
Negara, dan Undang-Undang peradilan Militer. Jadi Jelas dan gamblang bahwa
keputusan Reposisi dan Reorganisasi ABRI tersebut tidak sah karena
Inkonstitusional.

MPR/DPR hasil pemilu 1999 dan pemerintahan baru dapat mengeluarkan
ketetapan-ketetapan dan peraturan  perundang-undangan yang menjamin
Angkatan Perang Negara kembali ke posisi semula sebagai alat pertahanan
belaka, serta kepolisian yang otonom dan berhak mengatur rumah tangganya
sendiri di luar koordinasi Dephankam. Ketetapan-ketetapan dan peraturan
perundang-undangan tersebut dapat mengembalikan Militer Praetorian menjadi
Militer Profesional. Setelah itu, pihak pemerintah atau eksekutif dapat
menerapkan supremasi Sipil di semua sektor kehidupan.

42 Saran

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan di atas, maka kami memberikan saran-

saran sebagai berikut:

1.

2.

3.

Hendaknya MPR hasil pemilu 1999 mengeluarkan ketetapan-ketetapan yang
dapat menjamin Angkatan Perang RI kembali pada posisi yang sebenarnya serta
disusun secara terpisah dengan organisasi pemerintahan Sipil, seperti Kepolisian.
Pemerintah dan DPR hasil pemilu 1999 hendaknya mengeluarkan Undang-
Undang untuk menata kembali organisasi Hankam, ABRI dan POLRL

Hendaknya seluruh kekuatan masyarakat, baik mahasiswa, pers maupun LSM

mendorong dengan baik agar pihak Militer terutama perwira tinggi Angkatan
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Darat mempunyai Political will untuk kembali pada posisi sebagai prajurit
profesional yang tunduk kepada segala macam pemerintahan Sipil.

. Hendaknya Masyarakat dan pemerintah tidak latah untuk menggunakan istilah-
istilah baru yang dikeluarkan oleh pimpinan ABRI untuk menarik simpati
Masyarakat tanpa mengindahkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,

. Dalam menyikapi dikeluarkannya segala bentuk Undang-Undang baru yang
Militeristik dan Represif (UU PKB/UU Ratih), hendaknya masyarakat bersikap
lebih bijaksana dan mengambil langkah-langkah konstitusional disamping
gerakan moral untuk menghapuskan Undang-Undang tersebut.
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- HANKAM

TNI - ANGKATAN DARAT

Motto ! Kartika Eka Paksi
Artinya . Kekuatan, Kesatuan,Kesetiaan.

ELEMEN-ELEMEN : 2
1. Bintang melukiskan instrumen ketentaraan sebagai pelam-
bang cita-cita yan tinggi. .
2. Garuda melukiskan Jiwa ksatria, pemberani dan gagah
gerkasa seperti jiwa burung itu sendiri,
erisal dengan warna bendera R/ dan putih melukiskan jiwa
dan semangat kebangsaan.
4. Bulu Sayap yang masing-masing berjumlah 10 helai
- melukiskan bulan Oktober sebagai saat kelahiran tentara RI.
5. Bulu Ekor terdiri dari 7 helaj melambangkan ketujuh prilaku
keprajuritan  yaitu *Sapta Marga".

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

1. G.P.H Djatikusumo, Kol. Inf 1948-1949 10. Surono, Jend 1963-1974
2. AH. Nasution, Kol. In* - 1949-1952 11. Makmun Murod, Jend 1974-1977
3. Bambang Sugeng, Kol. Inf 1952-1955 12, Widodo, Jend 1977-1980
4 Bambang Uioyo, Mayjen 1955-1962 13. Poniman; Jend 1960-1983
5. AH. Nasution, Jend 1962-1962 14.  Rudini, Jend 1983-1986
6. A YaniLetiend 1962-1965 15, Tri Sutrisno, Lefjen 1986-1989
7. Suharto, Jend ! 1965-1968 16. Edi Sudrajat, Jend 1988-1993
8. M. Panggabean, Jend 1968-1969 17 Wismoyo Arismunandar, Letien 1993

8. Umar Wrahadikusumah, Jend ~ 1969-1973 ' ‘

R

> Ve =

HARI KELAHIRAN : 15 Mei

= Int :Pierre Curie, Ilmuwan Prancis (1859); William Lamb, Negarawan Inggris (1779).
— Nas : DR M. Alwi Dahlan, Imuwan (1933): Akhmad Sunaryo, llmuwan 1910)
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TNI-ANGKATAN LAUT

Motto ¢ Jalesveva Jayamahe
Artinya . DilLaut Kita Jaya

ELEMEN-ELEMEN :
¥s

P a o AL terhadap seluruh nusantara,
’-’a,m RIS 3. Rantai yang meliljt pada jangkar melukiskan semangat
: kesatuan dan ersatuan seluruh ugusan kepulauan R,
4. Padidiantara apas melukiskan cita-cjta kemakmuran bangsa
Indonesia dengan kecukupan pangan.
5. Kapas yang menjadi lambang sandang melukiskan cita-cita -
kesejahteraan bangsa dengan memiliki cukup pakaian.

KEPALA STAF ANGKATAN LAUT

1. Nasir Laksamana 1946-1948 7. RS. Subiaklo, Laksamana 19 -1977
2. Subiyakto, Laksamana 1948-1950 8. Waluyo Sugito, Laksamana 1977-1983
3. R.E Martadinata, Laksamana 1960-1966 9. M. Ramii, Laksamana 1983-1986
4. Mulyadi Laksamana 1966-1969 10. R. Kasenda, Laksdya 1966- 1989
5. Sudomo, Laksamana © 1969-1973 1. M Arifin, Laksdya 1989-1993
6. R. Subono, Laksamana 1973-19 12. Tanlo Kuswanto, Laksda 1993

TNI - ANGKATAN UDARA

Motto ! Swa Bhuwana Paksa
Artinya . Sayap Tanah Air
ELEMENfLEMEN 4

i

Sayap yang mekar melukiskan kesiap-siagaan prajurit udara
Rl untuk melindun gi tanah air.

2. Anak Panah dajam cengkeram menyatakan bahwa TNI-AU
Senantiasa siaga untuk men usir musuh-musuhn ya.

3. Perisai dengan petaseluruh iepulauan Indonesia melukiskan
wawasan yang harus dilindungi. -

4. Butir Pacﬁ berjumlah 45 buah melukiskan tahun keme-
dekaan RI,

5. Bijl Kapas diantara butir-butir padi yang berjumiah 8 buah
melukiskan bulan kemerdekaan,

HAR| BERSEJARAN : 15 Mei
= Int :PM. Malaysia Datuk Hussein Onn mengundurkan diri diganti Mahaﬂ\jf- M. (1981).

v
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1. Suryadi Suyadhama, Komodor

1945-1962
2. Oemar Dhani, Marsekal 1962-1965
3. SriMulyono Herlambang, Marsekal ~ 1965. 1966
4. Roesmin Nurjadin, Komodor Udara 1966-1969

KEPALA STAF ANGKATAN UDARA

7. Ashadi Tjahjadi, Marsekal
8. Sukardj, Marsekal

9. Oetomo, Marsdya

10. Siboen, Marsdya

11. Rilo Pambudi, Marsda

1977-1983
1963-1986
1986-1990
1990-1993
1993-

KEPOLISIAN RI

Motto
Artinya

4. Tugu yang berdiri ko

sejahtera.

gangabdian Kepolisia
adi-Kapas mefukis
mengantar n

gkan tugas anggota Kepolisian sehari- hari
eluruh warga negara R,
ngkan sifat a
Senantiasa memberi petunjuk dan peneran
koh ‘dan tegak mely
n seba?ai tiang penyangga negara.

a-cita kemerdekaan

egara mencapaj Mmasyarakat makmur dan

kan ci

: Rastra Sewakotama
¢ Abdi Utama Bagi Nusa Bangsa

ELEMEN-ELEMEN :
2

Bintang berjumlah 3 buah melam-

Kepolisian Rl yaity “Tri Brata”,
2. Pe_rlsal melamban

bangkan ketiga falsafah

nggota kepolisian yang
an bagi rakyat,
iskan semangat

| yaitu

KEPALA KEPOLISIAN RI

Sukanto Cokrodiatmojo,Jend. Pol 1945-1 959
Sukamo Joyonagoro, Jend. Poy 1959-1963
Suciplo Danukusumo, Jend. Pol 1 963-1965
Soeljiplo Judodihardio, Jend. Pol  1965-1968
Hugeng Imam Sanloso, Jend, Pol 19681971
M. Hassan, Jend, Po/ 1971-1974

HAwnN ~

7.
8.
9.
10.
13
12.

Widodo Budidarmo, Jend. Pol
Awaluddin Jamin, Jend, Pol
Anlon Sudjarwo, Jend. Pol
Sanusi, Lefjen. Pol,

Drs. Kunarto, Jend, Pol
Drs. Banurusman, Ma yjen. Pol,

1974-1978
1978-1982
19682-1966
1986- 1991
1991-1993
1993-

HARI KELAHIRAN : 16 Mei

—Int :HenryFonda, Aktor AS (1905); Marie G, Agnesi, Matematilaus Itali (1718).
~ Nas : Mr Moh. Rum, ex PM RI. (1908); Lefien Yogie SM, Gub. Jawa Barat (1929).
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WASPADALAH

Terhadap Ancaman Pidana Kuhp

DELIK PASAL ANCAMAN/MAKSIMUM
Pencurian 362 5 tahun
/| Penipuan 378 4 tahun
Pemerasan 368 9 tahun
Penggelapan (umum) 372 4 tahun
Penggelapan (aparat) 415 7 tahun
Penadahan 480 4 tahun
Menghancurkan/Merusak (barang) | 406 2 tahun 8 bin.
Pengeroyokan/Pengrusakan 170 7 tahun (luka),
9 tahun (luka berat,
12 tahun (mati).
Mendatangkan bahaya umum 187 12 tahun (Barang rusax)
13 tahun (Bahaya Maut)
Penganiayaan 351 2 tahun 8 bin. (Biasa)
5 tahun (Berat)
: 7 tahun (Mati)
Kematian Karena Lalal 359-360 5 tahun (Luka berat/Mati)
9 bulan (Penderitaan)
Pembunuhan 338 15 tahun
Penculikan 328 15 tahun
Merampas Kemerdekaan 333 8 tahun 9 tahun (Luka berat)
12 tahun (Mati)
Merusak Kesopanan 281 2 tahun 8 bin.
Perzinahan 284 9 bulan
Perkosaan 285 Tergantung Hakim
Merusak Kehormatan Orang 310 9 bulan (Ringan)
Menyogok/Menyuap 209 2 tahun 4 bin.
Menerima Suap/Sogok 418-419 5 tahun
Membela Kejahatan 221 9 bulan
Laporan Palsu 220 1 tahun 4 bin.
Memalsukan Mata Uang 244 15 tahun
Membuat Surat Palsu 263 6 tahun
Perjudian 303 2 tahun 8 bin.
Kenakalan 489 Tergantung Hakim
KEJAHATAN NON KUHP
Kejahatan Bersenjata Api UU. No. 12/ | 20 tahun/mati (Seumur hidup)
' 1951 ‘| 10 tahun (Senjata Pemukul,
: Menikam, menusuk) '
Kejahatan Narkotika UU. No. 9/ 2 tahuryHukuman Mati
1976

HARI BERSEJARAH : 16 Mei

= lut :Pesawat Sovyet menjatuhkan kapsul di Planet Venus untuk mendapatkan info (1969).
- Nas : Indonesia resmi menjadi anggota WHO (World Health Organisation) (1950). '
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DELAPAN WAJIB ABRI

Bersikap ramah tamah terhadap rakyat
Bersikap sopan santun terhadap rakyat
Menjunjung tinggi kehormatan wanita
Menjaga kehormatan diri di muka umum

Senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaan
Tidak sekali-kali merugikan rakyat

Tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat

Menjadi contoh dan mempelopori usaha-usaha Untuk mengatasi kesulitan rakyaq
sekelilingnya.

11 AZAS KEPEMIMPINAN ABRI

TAQWA  Jalah beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan taat kepadanya

ING NGARSA SUNG TULADA Yaitu memberi suri-tauladan dihadapan anak buahnya

menggugah semangat di tengah-tengah anak
buah,
TUT WURI HANDAYANI Yaity mempengaruhi dan memberi dorongan dari belakang kepada anak
buah,

WASPADA PURBA WISESA Yaitu selalu was
memberi koreksi kepada anak buah,

AMBEG PARAMA ARTA Yaity dapat memilih dengan tepat mana yang harus didahulukan.
PRASAJAYaitu tingkah laku yang sederhana dan tidak berlebih-lebihan,

SATYA Yakni sikap loyal yang timbal-balik dari atasan terhadap bawahan, dari bawahan terhagap
atasan dan kesama‘ng.

GEMINASTITI Yaitu kesadaran dan kemampuan untuk membatas; penggunaan dan
g;rg\eﬂ@fan segala sesuatu kepada yang benar-benar diperiukan,

Yaitu kemauan, kerelaan dan keberanian untuk mempertanggung-
jawabkan tindakan-tindakann ya.

LEGOWO Yaijtuy kemauan, kerelaan dan keihklasan untuk pada saatnya
menye=rahkan tanggung -jawab dan kedudukannya kepada Generasj berikutnya.

pada, mengawasi serta sanggup dan be, a.

TUJUH AZAS KEPEMIMPINAN
Dan
KOMUNIKASI sOSIAL ABRI

Konstitusionil, ialah prilaku yang berorientasikan U.U.D. 45, peraturan
perundang-undangan, kebijaksanaan dan program pemerintah.
Mengutamakan tindakan pencegahan dari pada tindakan penanggulangan agar tidak
tertindak,
Kemanusiaan, ialah prilaku yang men- dasarkan diri kepada hak-hak azasi manusia
dan yang dilandasi oleh keadilan dan peradaban.
Kekeluargaan dan kegotong-royongan
Mendidik untuk menanamkan kemampuan

engayomi dan melindungi masya- rakat terhadap segala kemungkinan, |
Persuasif, ialah meyakinkan orang lain, agar mereka menyadarinya sebagaj
keyakinannya sendiri dan melahirkan rasa tanggung-jawab,

HARIBERSEJARAH : 17 Mei

- Int :Kemerdekaan Norwegia, negara vang terletak di Eropa Utara (1914).
- Nas : Hari Perpustakaan Nasional (1980).
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"SAPTA MARGA"

Kami Warga Negara Kesatuan Republik !ndonesié yang bersendikan Pancasila.
Kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara, yang bertanggung jawab dan
tidak mengenal menyerah.

Kami ksatria Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran,
kebenaran dan keadilan. .

Kami prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah bhayangkari negara dan bangsa

Indonesia.

Kami prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat

kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kshormatan prajurit.

6. Kami prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia mengutamakan keperwiraan di dalam
melaksanakan tugas serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa.

7. Kami prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia setia dan menepali janji serta sumpah
prajurit,

;M s D R

KEPRIBADIAN SAPTA MARGA
' Sebagaimanifestasi
KEPRIBADIAN PANCASILA DENGAN WUJUD AMALNYA

Sadar akan kedudukannya sebagai anggota masyarakat/warga negara: kesatuan Rl yang
bersendikan Pancasila.

Memiliki sifat patriot yang bertanggung jawab dan pantang menyerah dalam mendukung dan
membela Ideologi Negara.

. Berjiwa ksatria yang bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berani membela kejujuran,
kebenaran dan keadilan.

Menjadi Bhayangkari Negara dan Bangsa Indonesia.

Memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada Pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan
kehormatan prajurit,

Mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas serta siap sedia berbakti kepada
Negéd?a dan Bangsa. g

Setia dan menepati janji serta sumpah Prajurit.

-

SUMPAH PRAJURIT
SAYA BERSUMPAH.
DEMI ALLAH :

1. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945,

2. Tunduk kepada Hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan.

3. Taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah / putusan.

4

- Menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada tentara dan Negara
Republik Indonesia.

. 5. Memegang segala rahasia tentara sekeras-karasnya.

CATUR PRASETYA

. SATYA HAPRABU : Setia kepada Negara dan Pimpinan.
HANYAKEN MUSUH : Mengenyahkan musuh-musuh Negara dan Masyarakat.
“3. GINEUNG PATRIDINA : Men?agungkan Negara
4. TAN SATRISNA :Tidak terikaf trisna kepada sesuatu.

HARI KELAHIRAN : 17 Mei

- =Int :Ayatullah Khomaini, (1900); Vaselin Djuranovic, PM Yugoslavia (1925).

- Nas : Martono, Mentran, Kab. Pem. IV (1925); Kartini Mulyadi SH, Notaris (1930).
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KAMI MELAYANI ANDA

GRATIS, UNTUK PELANGGAN g 0 gt (& Bl
HARIAN SURYA ! x \N\\ s HINGGA MENJELANG TIDUR
: DISKON Di RATUSAN
i TEMPAT BELARIA \@\\\ p d IKLAN CILIK SURYA
angis iy o i @\\“\% ¢ Buka 5/d 20.00 WIB, Cukup = 841 5600
T T i Mangupe barus boros kalau hasilnys sama

12 HALAMAN ® HARGA: Rp 1.250,~ (uar Jawa tamish onghos ke

Muladi tolak ratih |Gmase
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(

(

I

]
==
"

| 2

anya ceplas-ceplos

=1 M PERLU UU LEBIH DULU fains o bl |
B WIRANTO MINTA 2,5 MILIAR || sroces tanpoms:

siran oleh mahasis-

Menteri Kehakiman Prof Dr ini sangat krusial, karens me- i . g
Maladi SH ternyata tak setuju libatkan masyarakat sipil,” || *onal di Bali Room
dengan b kan rakyat tambah Program ratih itw, Hotel _.Ilﬂlennl. .
terlatih (ratih) yang akan di- kata Muladi, kalsupun harus || Minggu {1312) ma- S
mulsi Januari tahun depan. diadakan jangan sekarang lams.

Alasannys, ratih baru depat sebab masih terialu dini “Nggak -.-_.-_h-.u. e
dibentuk setelph ada undang-  Muladi thaknys Baya ngomonyg

undang khusus yang mengatur E.‘ﬂ'{lglﬂ‘.u!_rvﬂ kepa- itu, sebab saya tak A

uﬁ-...r.-...rcz ..n.u-. “nii_.a!q- __Ew-....u. i.sr . ;r.“ qu.lu.

meski re; Un- reka, karena saya .

iu sudah lama, tapi kelems- dang-Undang (RUU) tentang' sudah cukuo puas,

r-lrnr_.lnui it besar. Eiﬂﬂl&&.{r\??ﬂ dengan Gus Dur dan

dalam undang-undang itu dis' turan Pemerintah Pengganti marin.
ebatkan, untuk pembentukan- Undang-undang (Perpu) di- Menurut Baramuli, dia cukup puas karens Gus D
nya harus dilengkapi dengan akuinys harus berdasarkan sudah ibati para mahasi d aka
* | undeng-undang. prinsip mendesak. Apakah kon- “Mahasiswa tidak pernah belajar Bola‘rl.nlm orang.”
“Nah sekarang kan belum disi politik sekarang desak? B 1i bahk “Apalagi ketika WS Read:
dibahas undang-undang soal Muladi berpendapat, soal men- juga ki X Y Mereka i,
ini. Perangkat undang-undang desak atau tidak perlu dibahas tak ada bedanya dengan .wﬂn_.-n:.\e. mvemaksahen kehe
e Petiag sekili v H_.rﬁ_._u_.mm. mw:h.. sifatnya || dak dan mereka adalah bibit-bibit fasis. Scyn coke
Z pangan akan bahays,” kata karens menyangkut hak dan —!W-nh.co! acara dialog soaal i, B ™ "
Y rmn_.-m...mnapn:sg.ngﬂ.:a_..m kewajiban warga negara yang mda benarnys ra.aslannya dulu: -ﬂl—iﬂ!“_.-nmlaﬂ..ln_

dia, distesi dulu. *Kalat -_”.. EC. g ..8:.?!.! mantan Rek- forum dinlog itu, berubah jadi forum caci maki dan f
dah ada undang-undangnys _ﬁnﬂ_—..b_ n menying- rum hujat-menghujat yang pasti tidak akan ads akhi
Aggak masalsh,” teguanyn.  gung kemungkinan tertundan. ) re e e
Di P : Lihat sajm diri saya dan Pak Hari Sabarno. Apa An
tegaskan ratih perdu ya pendsfiaran ratih yang 5 rrdig, ra mereks itu. Mereke itu, |

2| ada pembahasan lebih lanjut. ot & ¢
*Terutama ten dasar-dasar taman 11 kolom § dak hanya tak menghargai saya dan Pak Hari Sabarn
tang Seccambent be b L tetapi Gus Dur dan lain-lainnya di forum dialog ini ju;

tidak dihargai,” tutur Baramuli yang meninggslki
in d lan ketat dari panici

Di mana hansip, | fir e e

P2

Z dan kamya? [ Eo i Sedey o sume ti
% wanra dan kamra e S T L
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T R i ; & % o dengun latihan Lot s pedivdugunmatys- || toriak-tevink takt kncusn, (war)

= - i i 8 untuk mendukung usaha-usa- dianggap tidak efektif kini malah

—— s ha mempertahankan keaman.  diusulkan lembaga lain. I nant,
=) ”wﬂ“bﬂmﬂ_iph? Sayn ri.ni ﬁﬁ Rluﬂ__._r .l._.! mni”u.hn Ummm = Umwmc =sgr
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punya kewajiban Kalau tidak dibatalkan, tc-
long jangan buru-buru untuk M
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Tol Mb
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uhi undangan itu,
2nyatakan tidak ada
1anksi bagi Prabowo.
rilan itu kan jugh bisa
kan nama Prabowo,
ta tetap berharap be-
” tandas Syamsul,

{etua Tim Gabungan
:ta (TGPF) kasus Mei
tki Darusman beber-
lalu menyatakan se-
bowo mengklarifika-
'muan di Makostrad

a berlarut-larut, leb-
ra Rlurifikasi, sching-
encuci nama baik
ndiri,” kata Marzuki

rapi rerieana kepu-

TLIVE

(VRIS N U T )

Bz

ER JAZZ
D BENOIT”
sama “SHAKILA”

pianis jazz dunia
:noit akan tampil

penyanyi jazz
“SHAKILA" dalam
watan tur € kota,
di : Jakarta pada
\pril 1999, Bandung
semarang 6 April,
a7 April, Surabaya
an diakhiri di Bali
gal 10 April 1999,

ENOIT :
SEDUNG PUTIH
ir Jazz menggemari
nya untuk tuts piano,
untuk komposisi
ing cukup melodius,
ilah karyanya untuk
isik televisi dan

sus politik seperti penculikan
aktivis politik, "Bowo baik-baik
saja,” katanya.

Menurut lelaki bertubuh kecil
kelahiran Kebumen 29 Mei 1917
ini, Prabowo berada di Amman
untuk bisnis. Ia mengatakan, se-
bagai orangtua hanya bisa mem-
beri dukungan yang terbaik buat
anak-anaknya,

Soal rencana Prabowo pulang,
Sumitro mengaku dirinya tidak
tahu sama sekali. Jika Prabowo
mau pulang dan mengnnggn; hal
itulah yang terbaik, maka Sum-
itro sinp memberi dukungan.

Menghadapi berbagai masalah
menyangkut Prabowo, Sumitro
dengan tenang mengatakan yakin
keadilan pasti datang. (tya/ant)

ilustrasi musik film. Benoit
memang musikus serba bisa,
dan inovator terkenal di lahan
musik jazz dunia,

Karier musiknya dibuka sejak
akhir tahun 70-an, dengan
sejumlah album emas yang
dilepas dibawah label GRP,
Amerika, Sudah ratusan kali
David Benoit manggung di 5
benua, tetapi sejauh ini, David
merasa terkesan sewaktu
bermain piano mengiringi
“PATTI AUSTIN" untuk
menghibur para tamu Gedung
Putih, di depan Presiden
Ronald Reagan di tahun 1988.
Prestasi lain yang pernah
dicatat lewat tangan dan
pemikiran David Benoit
adalah perannya sebagai
ilustrator musik film dan
sejumlah acara televisi yakni
untuk film “The Stars Fell On
Henrietta” (karya Warner
Bross), “Cinderella” dan
sejumlah acara teve ; “All my
Children"(ABC TV), Sisters,
Shannon's Deal, This is
America, Charlie Brown (NBC
TV). Kedatangan ke Indonesia
ini adalah untuk ketiga kalinya
di sponsori oleh: :
A mild / H.M. Sampoerna
dan dipromotori oleh Peter
Basukl dari PT. Buena
Produktama.

' yang juga memili

Tendangan...

“Persebaya sudah bertekad
keluar ueblgnlcpemmnng tanpa
adu penalti. Cukup 90 menit

a&la. Tetapi, kalau toh sampai.
[l

u penalti, kami sudah siap,”
kata Rusdy. o .
. Ruady menambahkan, ia su-

dah menyiapkan senjata pa-,

mungkas untuk mendongkrak
Ecrtahannn P8MS, jika ser-

uan dari berbagai penjuru
kandas. Senjata Pamungkas itu
adalah tembakan geledek Er{
Irianto dan Yoseph Lewono
yang akan dilepaskan dari jar-
ak jauh. '

edua pemain {tu .tutllipﬂ

.menjadi bintang saat Persebaya

menaklukkan ‘Persikota 2-1
lalu. Saat itu, Eri mencetak gol

dari tendangan bebas dan Lewo-.

no melepaskan tembakan dari
jarak 40 meter untuk mencetak
gol kemenangan. “Kedua pe-
main itu bisa menjadi pamung-
kas kami dalam pertandingan
nanti,” kata Rusdy. g
Dalam pertandingan semifi-
nal ini, Persebaya akan meng-
Eunakan kostum kebenrnnngz
ijau-hijau sedangkan PSMS8-
kostum ke-

Sambungan darl halaman 1

banggaan hijau-hijau—menggu-
nakan kostum putih. Hal ini ter-
jadi karena Persebaya menjadi
Jjuara Grup P dan PSMS runner
up Grup Q. -

Persebaya diunggulkan

Sementara itu, bursa taruhan
di Jakarta kemarin siang
menyebutkan, bursa taruhan
mengunggulkan Persebaya den-
Enn perbandingan 0,5 : 1.

ahkan perbandingan itu bisa
saja berubnh Kamis siang ini
dan kemungkinan besar akan
naik sampai dengan Persebaya
unggul 1. Kenapa demikian,
menurut salah seorang yang
tidk disebutkan namanya, men-
Eatak-n. hal itu tidak terlepas

ari banyaknya orang yang
merfngokan Persebaya haknl ke
final.

Sedangkan untuk semifinal
kedua, tim Macan Kemayoran
Persija Jakarta diunggulkan
untuk menggulingkan PSIS Se-
marang dengan skor 0,5-1.

Trofl hilang

Sementara itu, pengurus
PS8I kini pusing tujuh keliling.
Ini karena trofi sebagni lambang
juara Liga Indonesia telah hi-

lang. v
Salah seorang karyawan '
P88I yang tidak bersedia disc- |
butkan namanyn mengatakan, s
hingga kemarin teofi yang ber- . {
lapis emas itu belum ditemu- |
kan. -

Juara Liga Indonesia yang
terakhir adalah Persebaya, yang
mengalahkan Bandung Raya di .
final 1997. Tetapi, ada informa-
si yang menyebutkan, Perac-
baya tidak menerima trofi yang
terbuat dari emas jtu. Klub ko.
hanggaan arek-arch Surnhove
itu hanya membawn pulang
duplikat trofi bergilir.

“Saya tidak tahu persis dima-
na trofi itu, Masalahnya Liga IV
lalu kan berhenti di tengah ja-
lan. Ya, kita berusaha keras un-
Luk menemukan tropi itu,” kata
karyawan PSSI itu,

Karyawan lainnya menye-
butkan, mungkin saja trofi itu
ditempatkan di sebuah bap|
untuk menjaga keamanannya
Tetapi, ia tidik menyebutkan
nama bank itu. “Yang jelad,
kami saampai sekarang berusa-
ha keras untuk mencari tropi
itu. Bemoga enja bisn cepat
ditemukan,” katn karyawan
PSSI itu. (rht/hrl)

L

Wiranto...
Angkatan ke-§

Wiranto menjelaskan, untuk

langkah pemisahan Polri akan .

terus dilaksanakan bertahap,
termasuk perubahan struktur
organisasi, piranti: lunak dan
sosialisasi terhadap jajaran
ABRI dan masyarakat. -,

“Selama masa transisi itu,
kita tidak hanya mengoper-
asikan Polri dengan sistém ter-
pisah dari ABRI secara struk-
tural, tetapl juga melalui pros-
es kultural. Kebijakan ini untuk
mencirtlkan postur dan pe
nampilan Polri yang profesion-
al, mahir dan berwibawa,” kata
Wiranto. '

“Saya minta pengertian selu-
ruh masyarakat bahwa dalam
masa transis{ ini, kita memang
baru dapat melakukan sebagi-
an reformasi Polri secara struk-
tural. Namun secara bertahap,
akan dilakukan pembenahan
pada segenap sistem organisasi
dan manajemen Polri sehinggd
mampu memberikan pelayanan
masyarakat, serta berperan
efektif dalam upaya penegakan
hukum,” tegas anto.

Pemisahan Polri ini ditang-
gapl positif. Ketua DPRD [ Ja-
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tim Brigjen TNI H Sutarmas
menilai pemisahan itu akan leb-
ih memandirikan dan mempro-
fesionalkan Polri dalam men-
jalankan peran di bidang kam-
tibmas.

Sedangkan H Hudan Dardiri,
Wakil Ketua DPRD [ Jatim
menyikapi hal itu dengan cata.
tan khusus.

“Perlu hati-hati, jangan sampai
sejarah hitam terulang yang
memun permintaan angka-
tan kelima, yakni adanye tuntut-
an rakyat harus dipersenjatai,”
kata Hudan tkan.

Hudan lalu membeber scja-
rah pertama Polri saat dipimpin
Kaiolrl Sukamto, yang menem-

tkan Polri dibawah Depdagri.

'osisi itu berubah, saat KNIP
memutuskan Polri dibawah
kendali Perdana Menteri (PM)
Sutan Syahrir.

Kemudian pada masa pen-
dudukan Jepang 1942, polisi di-
jadikan pasukan pelopor (Tokn-
betsu Keiksatsu). Lalu berubah
menjadi Polisi Pelopor, dan ber-
ganti lagli menjadi Polisi Is-
timewa tahun 1946. Polisi Is-
timewa ini diterjunkan Jepang
untuk membantu pertempuran.
Sedang polisi biasa yang bertu-
gas menangani kamtibmns,

Kemudian Polisi Istimewn
berubah menjadi Mobile Polisi

_yang oleh Bung Karno diubah
“ menjadi Polisi Militer (PM).

Baru pada 1962 Bung Karno
memisahkan menjadi Angkatan

‘ SEJARAH KEPOLISIAN * H

19 Agustus 1945- Ketetapan Panitia Perslapan Kemerdekaan.
Polisi Negara Republik Indonesia masuk dalam Kementerian

' Dalam Neger|

wah perdana menteri

Kepolisian,

tahanan dan Keamanan,

. deral Pol Drs Rusmanhadi men-

1 Jull 1946- Jawatan Kepolisian dikeluarkan darl Kementerian
Dalam Negeri, dan dijadikan jawatan tersendirl langsung di ba-

15 Mel 1948- Dibentuk Polisl Pemerintahan Militer (PPM), terdiri
gabungan Polisi Negara dan Corps Polis| Militer (CFM) -

17 Agustus 1950- Negara kesatuan terbentuk kemball.
Dibentuk Jawatan Kepolisian Indonesla kemudian dinamakan Ke-
polisian Negara, Pimpinan Kepolisian Negara di lapangan politik
polisional tetap dipegang Perdana Menterl dengan perantaraan
Jaksa Agung. Sedangkan pimpinan sehari-hari ada pada Kepala

1964 Kepoﬂalal"\ Negara men|ad| Angkatan Kepolisian Republik
Indonesia, termasuk salah satu angkatan dalam tubuh Angkatan
Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), dl bawah Kementerian Per-

Mulal 1 April 1899- Kepolisian secara bertahap dilepaskan dari

Kepolisian RI (AKRI),

‘ahun 1965 ketika muneul-
nya empat angkatan, yakni TNI
AD, TNI AU, TNI AL dan Ang-
katan Kepolisian, ini Partai .
Komunis Indonesin (PKI) men-
untut adanya angkatan kelima,
“PKI minta rakyat dipersenjatai
dan dilatih di Halim Perdana
Kusuma,” kenangnya,

Disintegrasi
Di Pekanbaru, Kapolri Jen-

egaskan, dengan segala upayn
yang ada, Polri bertekad meme-
lihara stabilitas kamtibmas
karena tidak ingin timbul risiko
disintegrasi bangsa.

Dalam amanat tertulis pada
pelantikan 198 bintara lulusan
Sekolah Keioliuiln Negara
(8PN), di Pekanbaru, Kapolri
menggambarkan beratnya tan-
tangan yang dihadapi Polri
berkaitan munculnya krisis
yang mempengaruhi seluruh
dimenai kehidupan bermasyar-
akat, berbangsa dan bernegara.

“Perkembangan situasi {ni
berpengaruh besar terhadap
upaya pemeliharaan stabilitas
kamtibmas,” kata Kapolri
dalam sambutan dibacakan Ir-
polda Riau Kolonel Drs Fach
ruddin Bakar. o

Apalagi, lanjutnya, gangguan
kamtibmas yang terjandi bukan
hanya kasue kriminal konven-
sionnl, tapi jugn yang berskaln
luns yang cenderung mengan-
eam persatuan kesatuan banf
8a, termasuk akei kerusuhnn
massal belakangan ini. (tri/an{)
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pjody atur lego sal
+¢ 7 vABRI jadi TNIL

Singapura, Surya g.ra punptur (ruuhtor) A.B pat fa
Perusshaan felekomunikasi. Sebab rekening-rekening de ana, (

: 3 raksasa Belanda, KPN NV ito KPN di AS diperdagany! Dis
- Jﬂk-lﬂa. Suryn mua kompomn mengaku mengatur dan mem-, di Panar Bursa New York. , ., hubuy
) " Mt.-nbh;nlzlmni; bangsa/masys- bantu menjamin utang bank  Dikonfirmasi sebush media  ma S

' angab Jerdera!

rakat agar da nt

sebesar 91 juta dolar Singapura Bnlnndl. jurubienr- KPN mni to. N
memah! ml

TNIL W:rnnm me-

¥

1 Apa\ WYug |

i untuk; pengusaha Setyawan akuiper amg tu  bung:
K] :“ L fansaar, hpeng. Jmen d."‘,h R.E..-.Q}ad)l.pndg 1998 " Juminnn itu -mirigatur pemhii;larm’f& A ReTIR:
maan dLHKN} langkah-lang- dikeluarkan dalam rangka buah perusahaan milik Setia<' nah n
&) pemisahan Polri kah Vll'lt telih memperoleh kepemilikan sa- wan Djody, yang disebutnya se- gn Ce
Stf;'l ?BRI )’:nﬂ melg Bmﬁbéfl:k- -hu}? ; 'Ihtl:omsa i h?)gnl aborang ::hl"i::l'gu (!scro- k
liakaanakan an 3} u- arian Asian Wa treet ni) putra mantan en Soe- ta,a
» 711%19“1 1 April !ﬂBn)’lj'-'ddailm J;ggrml (ﬁl\:e‘SJ) edisi ?Odhhret hng.o, “mTtuifldimn - uk Me: h
<94, pimpinan mewujudkan menulis mengenai ‘dugaan - lntuln a unt Tusa
ABRI menyam- masyarakat gsuapdan kolusitersebut semu- é h 5 mem
paikan saran ke- demokratis, ter- |a disiarakan Televisi Belanda likan nhnmd.i'fnlkamul salah’ ynlnl
pada Presiden * peliharanya Ne! Notwerk, satu jaringan kerja telepon s~ agar |
BJ Habibie un- ara Kewatuan  KPNNV,yangtidak mengung- luler terbesar di Indonesia. : bisa'n
= L1k mengubah I berdasarkan kap hal itu dalam laporah tahu-  Seperti diberitakan harian ham '
nama - ABRI Pancasila dan nan hingga ambruknya ekonomi ini, Setiawan Djody yang jugys dohr.
;| menjodi Teritara UUD 1945, serta  Asia tahun 1997 lalu, bisa ber- budayawan itu berkali-kali me.
-~ Nasional Indone- L berhndulun hadapan dengan pengawasan ngatakan tidak pernah mendl- knnle
sia (TNI. suprcmni hukum,
' “Da n;,,m;-‘kilunm)n Pulri, or- \V':‘rnnl'.o m? e];ﬂ}!ﬂ:, lahirn- 54
- ganisnsi ABR] honya terdivi TNI  ya konsepsi kebijaksanaan
AD, TNI AL, dan TNI AU, Oleh strategi Menhankam/Pangab e I Igul lgSl Juga
kar enanyn, pimpinan ABRI tentang Paradigma Baru Peran
mengajukan saran kepada Bup-  ABRI pada Oktober 1998 meru- Pontllnlk. Surya stadion olahraga lain- lplllﬂ
~ ak Presiden selnku pemegang Eukan wujud duri dorongan si- Ketua MUI Kaibar, HA Malik nyl dl ontianak, meminta Ke-1
kekuasaan tertinggi atns TN1  kap kesadaran ABRI, yang me- mengemukakan kondisi fislk pihak berw dlpntmcmx: e
AD, TNIAL, dan TNIAU, untuk  mundang puntingnya reformasi nrlgpang'un akibat kerusu. mi tuntutan bio sian di
mengubuh nama organisasi  internal sebagai upaya penata- Sn Baimbas EJ.:ﬁ membaik, tor- ungsi yang kini di timl.klu- &rokan
= ABRI menjadi'IN1," kata Wiran-  an dan penyempurnaan sistem, kebutuh 'Na- d ba
' utama uhan pangan. Na ah mencapai 21 ribu jiwa, Merek:
Lo di Jakarta, Knmia (1/4), doktrin, struktur dan pnnatn phin untik ksbatuhan laln se “Paling tidak, pada jam tert- (31/3)d
Berkaitan dengan pelepasan  ABRI lninnya, =~ - perti sandang dan biologia (seks) entu listrik ludign dimatikan,” perjala
o Polvi mului 1 April. katanyn, jo- Sebagmnndaklanlutkebhak- erlu mendapat perhatian se- katanys. nekad)
Jaran Dephankam-ABRI akan. an itu, kata Wiranto; ABRI mu- ?nua ihak. S PO M:‘:umtm sian, ki
melaksanakan upacarn pemisa- lai 1998 menjabarkannya, di- Un%lkkabutu]unund dan ang sudsh berr:lﬂuurga han- ditelan:
" han Polri dari ABRL. Mulai 1 tandaidengan penataan organi- kebutuhan rohaniah sedl‘nrnIg di- {nya ‘pandai-pandai’ dalam Kape
d April itu pula, wewenang pem- sasi sosial politik ABRL. Refor. hakan dengan g it tunthten kebtahatic san o
hl!{!'““ };’;“ (:ipe‘x‘ nﬁognl fﬁg]‘ mesi mt:rnalgtu d:lhks‘:miknn tuan Departemen Agama. “Yang tersebut.Jangan di tempat terbu- berkap
i e ;“‘:“ ":l“ 2P oo AR ek kalah penting kebutuhan ka dan harus hati-hati, karena Pelabu
el.\St:31};(11:’;‘:.n!rxim[..u:m'umhnn itu st i L Einll:o i 1‘“11 pewp{y’&gﬂ; hal 'tummmgkm'm]d i 25;5:
o A a rkeluarga,” ujar Mal yang harus diindahkan. aki di
Wiranto mengimbau kepada se-  Bersambung ke halaman 12 kolom 7 rmg Juga Kakaawil Deplfaxa Sebntary ":1’ “gﬁ“’ p:{liun
L di Pontianak, Rabu (31/3).  1.573 pengungsi dari as, ~ tidak s
- . - s v .
I E . 3 Dia mengakui sudah menden- Kalimantan Barat (Kalbar), di-| yang m-
ud_l I I I = D a I I a gar bahwa para gengungai. yang pastikan telantar di Pulau Ma: * .
dltlmpung di GOR Sepakbola dura karena mereka sudah ti-* Keda
|< P l l tal< b O C Or ‘Bultan Syarif Abdurahman dan dak memiliki sanak keluarga . peranta
Jakarta, Surya memang begitu,” jelas Rudini. A
Ketubh Komisi Pemilihan Soal berapa besar dana pemi- en an al l e e e
Umum (KPU) Rudini memban-  lu, Rudini menolak.menye- l
tahAudingon dana KPU wloh  butkannya karena tidak hafal, !
. boéor sekitar Rp 29 miliar, Mu-  "KPU hanya ditugasi membuat 10 BESAH Jnk.nrtn, Suryl
1 salah ini sempat mencuat di rencana anggaran dana pemilu - Perburuan
rela-seln rapat pleno Rabu (31/  yntuk dius ke pemerintah, - Persebaya un-
J) kemuarin di Gedung Lembuga tidak untuk menuntut d-‘na tuk memperta-
Pemilihan Umum (LPU). pemilu,” tegas Rudini, * . hankan gelar
Kebocoran dana itu naik ke ~ Hal sama dikatakan Hendrlk ‘juara Liga Indo-
permukaan setelah terdapat Kuok (PRD), Ia merasa heran ‘ nesia (LI), Ka-
sclisih jumlah dari dona yang dengan sejumlah pimblmnpar- mis (1/4) sore
aknn dilimpahkun ke KPU. pol yang ada di KPU. *Tidak inl, memasuki
Dalamn laporan kemurin dise-  tahu isi dan cenderung asal momen yang sa-
butkan, nlokasi dana pemilu  komentar. Otomatis analisanya ngat pantlng Aji Santoso dkk
diri APBN 1998/1999 dan 1999/  tanpa dasar,” tambahnya; | diyji tim tangguh PSMS Medan
2000 plus bantuan dari UNDP Bertemu Habible pada pertandingan semifinal LI
" sebunyak Rp 1,3 triliun. Sujuuh  Rapat pleno KPU yang ber- * B’ di Stadion Utama Senaynn
“ini duri APBN 1998/1999 dis- langsung enam jam dan tertut- Jakarta.
alurkan Rp 360 miliar, dan dari  up akhirnya manynglkn! uptuk Persebaya tentunya harus
dana itu telah digunakan LPU bertemu de residen BJ ‘bisa mengatasi-perlawanan
Rp 182 miliar, sebelum diberi- Habibie. “Setelah melalui perde- PSMS jika ingin melangkah ke
kan ke KPU, Namun dalam la- batan panjang, kami berkesim- final. Jika gagal, Persebaya ha- ST ;f’ PSMS ak
V"m disebutknn dann tersisa  pulan untuk bertemu dongm rus merelakan gelarnya lepas. Dl TVR 1-AHI.V0' 25 an balik.
hanya Rp 148,2 miliar sehinggn  presiden dalam bentuklfe . Suporter fanatik Persebaya 3 1 00 B ! Rusd)
ada selisih Hp 29,8 milinr. muan konsultasi,” jelas dlnl yang tak sempat pergi ke Jakar- e Pﬂ.‘ ’- !:g 3{ runkan |
Angka Ini dipertanyakan seusai memim; in rapat. ,tabisa menikmati partai Perse- -* = sembuh «
Bambang Sulistomo dari Partai Menurut Rudini, karena pres- "baya vs PSMS yang diperhi- tampil dengm teanI: dan didu- Padalah
Alinnsi Demokrasi Indonesia iden yang mengnngklt U, tungkan berlani ung dengan kung oleh lunjl umld.m.lednn- Umum )
{PADI) dan Sutradaru Ginting maka K‘PUmarunperlubarkon— tempo tinggi dan keras itu lewat PSMS akan tampil dengan minta ag
(PKP). Mereka menuntut agar  sultasi dengan presiden: Dalam layar TVRI serto ANteve mulai karakter permainan keras. bermasa
diusut kemana larinyn dana itu.  pertemuan itu juga akan dilapor- pukul 16.00 wib. 2 Ia mengatakan, kunci rtan- rat_mumn
Sriupat wuuanang Lok Repes KEU Tl e I A g o e Do B i i
mendapat wewenang untu pan sultasi de- Jal Ve . )
menangani anggaran pemilu.  ngan presiden, Rudini mengaku akan ditayangkan kedua televisi ginstruksikan kepada Uston jelaskan
Rudini mengaku belum tuhu tak bisa mengatur presidendan  tersshut, mulai pukul 18,15 wib, Nawawi dan Eri Irianto bisa melakuk
soal hitung-hitungan alokasi akan men&veaualknn denganjad- Ini deng;gﬁlsuhr.;n. pnrdtlai Perse- {n?rgibutlzlmkﬁngemg vl':t:f ma berad
dana, termasuk soal jumlah dan  wal presiden. baya vs terjadi perpan- ini. Mereka a ngket- muanya ¢
alokasinya. Tentang keputusan KPU jangan waktu serta adu penalti, at dengan Edwin Daud dan Af- turun,”ki
"Soal dana itu urusan peme- melarang pejabat termasuk ~ Pelatih Persebaya Surabaya fan Lubis, yo kemar
rintah, KPU cuma mengusulkan menteri kampanye, Rudini me- Rusdy Bahalwan tak mengelak  Pelatih bemngn dingin itu . Tetapi,
sajn. Diberi yang syukur, tidak negaskan KPU tetap teguh me- bahwa duel Persebaya vs PSMS akan menginstruksikan kepada gai pelati
yu tuk apa-apa. Sebab bunyi UU Medan adaloh pertomuan dua tim ﬁemmn tengahnya untuk mela- dak akan
4, Parpol dan UU Pemilu 1999  Bersambung ke halaman 11 kolom & yang beda karakter. Persebaya dak untul

ukan pressing ketat pada saat

B i o O
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HARI ini, bersamaan dengan peringatan
HUT ABRI, Pangab Jenderal TNI Wiranto
akan mengumumkan pemisahan polisi darl
ABRI. Setelah itu, mulal tahun depan, ke-
polislan berada di bawah Departemen
Pertahanan dan Keamanan.

Pemisahan polisi dari ABRI sudah lama
diusulkan banyak kalangan, khususnya

praktisi hukum. Mereka berpendapat,
sebagal institus| penyidik tunggal, kepolisian

JATI DIRI
lah Polisi Pisah da

harus otonom. Bebas dar| kepentingan dan.

campur tangan instansi lain, termasuk dari
|ajaran ABRI.

Pada awal-awal kemerdekaan, kepolisian
pernah terpisah darl ABRI. Lembaga
penyidik tunggal inl tidak berada di bawah
ABRI, telapl merupakan lembaga otonom
yang dipimpin menteri kepolisian.

Status tersebut kurang lebih sama dengan
negara-negara lain yang menempatkan po-
lisi sebagal penyidik tunggal pada kedu-
dukan bebas dan mandiri. Tidak berada di
bawah struktur angkatan bersenjata. Ada
yang menempatkan polisl di bawah De-
partemen Dalam Neger dan ada pula yang
mendudukkannya sebagal Departemen Ke-
polisian tersendirl. .

Kita berharap, setelah plsah dari ABRI,
kepolisian benar-benar mandiri sebagai
penyldik tunggal. Tidak ada lagl konflik
kepentingan ketika dihadapkan pada
penyidikan perkara yang melibatkan oknum
dan Instasi militer tertentu.

Selama ini banyak orang mencatat, Jlka
sebuah perkara malibatkan oknum militer
yang dianggap sebagal saudara fua Polri,
kepalisian sering manduil. ]

Bahkan, untuk perkara yang melibatkan
kepentingan instansi mititer tertentu, ke-
polisian sering hanya terima jadinya. Arl-
nNya, proses penyidikan perkara dilakukan

.mentasl,

di instansi lain —yang di kalangan LSM dl-

kenal dengan instansl ekstrajudisial (bukan
instanstyang berwenang melakukan penyi-
dikan perkara). Polisi tinggal membuat ber-
kas perkaranya.

'sesama instans| mil

ri ABRI

Hal yang sama sering terjad| |lka perkara

Itu berupa tindak pldana politik. Masyarakat
seolah maklum —mesk| tetap tidak bisa me-
nerimanya—, untuk perkara tindak pidana
politik, yang mengawali proses penyidikan
dan penangkapan bukan polisl. - - S

Di kalangan peglat politlk dan LSM sudah.
tahu bahwa jika mereka harus ditangkap
alau harus diperkarakan secara hukum, In-
stitusl yang mengawali prcses penang-
kapan itu bakan polisi, vk .

Kalangan aktlvis tahu, polisi tinggal mem-.
buat surat kapan dan pemberitahuan
kepada keluarganya tanpa polisi ‘sendiri
pemnah melakukan an, Tragisnya,
selelah itv pollsi dipaksa , atau paling tidak
kan

sudah tahu sama tahu, untuk
bahwa polisi telah melakukan penangkapan,
Contohnya, kasus penculikan Andi Arlef
dan penangkapan tidak prosedural tersang-
ka pembunuh Marsinah. Semua orang tahu,
yang melakukan penangkapan bukan polisl,
tetapl Inslansl ekstrajudisial, Bebarapa harl
kemudian baru polisi diminta untuk mengu-
mumkan kepada publik bahwa mereka telah
menangkap orang yang dimaksud,
Persoalannya, setelah hari ini pisah darl
ABRI, apakah dengan sendirinya profesio-
nalisme polisl dapat ditegakkan? Balum
tertentu. Pemisahan struktur Polr dari ABR|
baru membuka kesempatan untuk mening-
katkan profesionalisme. Dengan kata lain,
meskipun otonomi sudah diperoleh Imple-
profesionalisme bergantung pada
Polri sendirl serta komitmen Instansi lain
untuk turut menegakkan kemandirian polisl,
Penyakit bangsa inl yang secara kultural
sangat kronis lalah gengsi pada salah
kaprah untuk menjaga wibawa atasan dan
kehormatan mitra yang sering membu-
sukkan hukum. Tindakan pembusukan
hukum itu selama Inl tidak hanya dilakukan
iter, tetapi juga pejebat
tinggi negara lain dan kelompok yang
memiliki kekuatan memaksa polisi untuk
tidak berkutik melakukan penyidikan.

FPeCU'T ¥

|

* 161 purnawirawan TNIAL gabung
dengan PDI Megawatl,

- Darah baru, tapi sudah agak asin...

* Menkes khawatirkan gencrasi nantl
banynk yang "hang” karena keku-
rangan gizl,

- Habis gimana, ngatasi sembako "error*
. saja pemerintah juga ngpak bisa...

ScsemmssssenesseS

* Amlien Rals tantang "duel” Soe- d
harto lewat televisl.

- Duel kelas kakap!

* Mobil Timor millk Tommy nung-
gak pajak Rp 30 millar, -

- Apa fusilitasnya masih kurang...

o’
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Semua urltH-ru- Disertal Kartu ldnllun Dirl Yang Maalh berlaku

 berpendapat bukan. Perilaku
sebagai tanggapan atas struktur

R PO S oK
mengharuskan kesediaan unty
sena saling "memberi dan men

Seperti halnya para politikus sipil yang dikri-
tiknya, dan karena it perlu dibernya tuntunan,
para perwirn itu juga sulit menolal; godaan yang
muncul dari pemilikan kekuasaan yang tidak
lhmmhel.Pmmdmidakbin(ddnkbemuw
mengelak dari penyakit pokok Orde Baru, yaitu
korupsi politik. Sistem Orde Paru mengembang-
kan tuntutan, harapan, dan kebiasaan bahwa setiap
pvjabat menggunakan wewenang jabatannya
bukan hanya untuk memperkaya diri dan kelu-
arganya, tetapi juga "teman gan"-nya.-
-Interkwml ke dalam politik dag pemerintahen
tanpa kemamplian mengelakkan: iri dari korupsi
Jbukan hanya membahayakan ke i
kelembagaan ABRI,. tetapi bahkan telah
membahayakan keberlangsungan Indonesia
sebagai bangsa, Krisis akhir-akhir ini Jjelas.
sangat berkaitan dengan fenomena korupsi itu,

Aptkah ini persoalan budaya? Penulig
korup itu muncul
insentif yang
memang tampaknya dikembangkan di’ masa
Orde Baru sebagal perekat kesetiaan kepada
pimpinan, Melaluj berbegai mekanisme dan
saluran, terutama APBN dan praktik bisnis yang
berkaitan dengan negara, rezim Orde Baru

TN, yang senng
k berkompromi
erima”,

ngar-bingar parpol akhir-akhir ini, mulai
PKB, PAN, Bulan Bintang, Partai Keadilan,
hingga pantai sindiran mahasiswa "Partai
Sapi Ikan dan Buku", memunculkan pertanyaan
reflektif: partai itu dibentuk untuk apa? : ¢
Wacana konstitusi kita mengajarkan, keda-
ulatan ity ada di tangan rakyat dan dilaksanakan
sepenuhnya oleh MPR. MPR sendiri merupakan

“hasil pergulatan partal-partai dalam pemilu dan

pergangkatan golongan-golongan tertentu.
Karena itu, partai politik dplam konstitusi
diposisikan sebagai lembaga yang "melak.
sanakan" kedaulatan rakyat.

Selintas hal ini dapat menjawab pertanyaan di
atas, partai itu dibentuk untuk apa? Asumsi-
asumsi teoretik ynn&dipeﬁk dari trias politica-
nya Montesgieu, PKB, PAN, 'dan scbagainya se-
cara langsung menempatkan diri dalam bingkai
ini. Tanpa diminta, mereka berkeharusan meng-
cksplorasi gagasan-gagasan yang memikat mas-
sa dan berniat membangun sistem pemerintahan
tersendiri, beralaskan kepentingan subjektifnya,
Secara hukum, hal ini Jelzs sah-sah saja,

Persoalannya, dalam sejarah kepartaian Orba,
partal yang diandaikan konstitus: dapat me-
ngontrol mekanisme kepemimpinan eksekutif
ternyata berbalik arah, Partai Jjustru memihak
setiap kebijakan yang dinilai tidak mengun-
tungkan kepentingan rakyat yang diwakilinya.
Hanya satu etau dua kali mereka lantang bersuara
keras, namun setelah itu hilang tertelan retorika
lembaga kepresidenan, Di tengah
antarkeduanya, MA tak luput dari anus politik
hukum yang membawanya dalam alam
hegemonik dan turut mepgip
kondusif bagi kuatnya len

Belajar dari pengalaman’ Jini,
asumsi-asumsi baru ynnf menolak paradigma
trias politica tadi. Parpol (parlemen), lembaga
kepresidenan (eksekutif), dan MA (yudillfi)
ternyata berada dalam horizon yang sama, yaitu
negara (srare). Secara gotong royong (konser-
sus, istilah Gramsci) mereka bahu-membahu
memproduksi wacana politik-huxum yang
menyuarakan kepentingan eksekutif, Dan, nyaris

(VA Kepasrahar

an

r dils

POlItK yang tuak i
of the nation, sudah ru
sungguh untuk mer
berarti ABRI terke
"permainan” demokrat
REFORMASISYAI]
Sementara kredil
"prestise” demokrasi
Masyarakat Indonesis
perubahan nilaj yang|
otoriterisme (demi
demokrasi boleh dit
. pada konsolidasi den
" lemyata merosot akil
Y lun politik). Inf teruta
*" laman politik yang
'+ 1950-an, di blwnr?e:
* Soeharto, yang kedus
.Salsh satu kendala |
bisa memfasilitasi p
. dan resolusi konflik s
adanya pengalaman
-« politik, terutama sej:
-Konstituante hasil Pe;
‘i Soekarno dengan duk:
itu membuat masyar:
kesempatan belajur
permainan politik y:
menunjukkan bahwa

apa yang disebut civ
terdapat dalum lemba;
Bila demikian haln
sentasi civil society s
PKB, PAN, dan seter
dang dari perspektif
lembaga yang bukan
tetapi bagi siapa saja
sebagai broker negar:
PASRAH TOTAL

Menelash pasal den
tidak terjumpai sece
lanjutan kepasrahar
Mengapa timbul pert:
teks konstitusi dan de:
dan paket lima UU pc
sistem politik-hukun
jalan untuk mengon
konstitusl cukup be

* limpahan wewenang
Tak terpedulikan apak
sebab pertaruhan sem.
bagaimana partai da:
asa di wilayah r

am konteks part:

an seperti PKB, kia
kapasitas keillmuanny.
negur pejabat-pejabat

, mengingat
penuh daya istikharah’
yang lebih sepuh. Ta
dapat kita jumpai dal
mempunyal ikatan 1
semacam Partai Repul
yang baru memperke
Sulit membayangka
gerak sendid, tanpa n
rakyat —sebut saja ci
amatl dan menilai ge
Mereka hanya didud

Kecewa RSUD Nganjuk

Pada 1 Juli 1998, saya jadi korban perampas-
an sepeda molor dan penganiayaan. Musibah ini
terjadi di Desa Salamrejo, Kecamatan Berbek,
Kabupaten Nganjuk. Setelah ditemukan oleh
warga sekitar, dalam kondisi sangat kritis, saya
langsung dibawa ke ruang UGD RSUD Nganjuk,

Dokter yang menangani operasi tidak lang-

Kecewa Eksekutif Muhammadiyah
Kami atas nama Hammas (Himpunan Aksi ]
Mahasiswa Muhammadiyah Surabaya) merasa
kecewa, pada era yang sepertl ini masih ada
cara pengkotak-kotakan dalam acara pengajian,
Seperti halnya pada acara pengajian klub ekse-
kutif di Garden Palace pada Selasa, 29-9-1998,
Kami tak habis pikir, apakah hanya karena

sung mengoperasi karena permasaluhkan
biaya. Saya jadi korban pengariayaan pada
sekitar pukul 19.00, tapl baru dioperasi pukil
03.00 dini hari, Sungguh wakiu yang lama.
Dokser tidak memperhatikan saya, masa depan
saya. Saya kan masih sekolah dan belum tua,
Mestinya, kalaw tidak sanggup, langsing saja
dikirim ke RSUD dr Svetomo Suradaya. Akibat
penanganan yang terlalu lama, tiga jari tangan
kanan scaya harus diamputasi kareta membusuk.
PRAYOGO, SMU Negeri | Gondangwetan,

JI Raya Bromo 33, Pasuruan

PRhacl PV RS b N e b e o

P ipilan kami yang tidak eksekutif kami ridak
Loleh mengikuti pengajian dengan penceramah
Bapak Faisal Basri?

Saya berharap kepada panitia dan Bapak
Abdurrahim Nur selaku Ketua PW Muhamma-
diyah Jatim unnik lebih membuka diri pada acara-
acara berikutnya. Unnik dijadikan perenungan,
Hduk selamanya manusia berduir, tapi setiap

sia berhak mendapatkan ilmu pengeial
ADI WIBOWO, atas nama Hammas, Teknik
Elektro Universitas Muhammadiyah Surabaya

Alamak, RRI Stasiun Sumenep

Kecewa Kiub Keluarga Citraland
Pada 29-9-1998, pukul 16.30 — 20,00, saya
bersama tiga orang rekan saya menggunakan vo-
ucher Klub Keluarga Citraland. Dengan harapan
Jika pelayanan dan  fasilitas yang diberikan bagus
dan menyenangkan, maka kami berminat unnu
menjadi anggota Kiub Keluarga Cltraland.
Namun, pada kunjungan tersebut, kami
dikecewakan oleh pelayanan petugas kamar
ganti wanita (sebut saja Y). Pada waktu ine ¥

menuduh kami tidak menjaga kebersihan, .

Padahal, Jelas-jelas bukan salah satu dari kami
Yyang sengaja membuang sampah sembarangan.

Selain itu, dari sikap pelayanan petugas
tersebut memberikan kesan terjadi perbedaan
pemberiun pelayanan terhadap orang pribum|
dan nonp Kami diberi peringatan bahwa,
fasilitas yang ada khusus ditujukan uniuk
anggota, sehinga kami mengartikan bahwa
anggota klub adalah (maaf) eksklusif orang
nonpribumi. Dari hal tersebut kami merasa

punya gengsi? Saya |
lapangan bulutangki.
digusur, diganti lapar
Di saat prestasi atle:
gelar seperti saar ,
morlvasi untuk lebih
agar di masa datang
menganghat martaba
Sumenep muncul p.
berprestasi buat bang
Bapak pejabat teras
mungkin perlu kami
sang merah putih ber
melalul bulutangkis. .
teras di Sumenep, s¢
tingginya (gengsi)
caM‘ng:yu. mrgtkan
dicapal. Tidak ada
populer tapi tidak 1
kancah nasional mai
GUNAWAN WIR
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Mengepas Seragam
Menjelang Sidang

Setelah pos wakil panglima dihidupkan dan BIA direorganisasi, beberapa

berjalan di lingkungan Tentara Nasional
Indonesia. Sejak paradigma baru ABR]
(kini: TNI) dicanangkan pada September

P erlahan tapi pasti, pembenahan terus

1998, organisasi lembaga militer ini ditata

kembali, Mulai dari pengurangan anggota
DPR dari ABRI, pemisahan Polri, hingga per-
ubahan istilah ABR] menjadi TNI. Bahkan,
pada bulan ini saja, dua kebijakan baru telah
diterapkan, Sementara itu, serangkaian per-
gantian posisi pun telah menanti,

Langkah pertama adalah penghidupan kem-
bali pos waikil panglima TNI. Sabtu dua pekan
silam, Presiden BJ. Habibje melantik Laksa-
mana Widodo A.S. menjadi
wakil panglima TNI. Posisi
KSALdiﬁnggalkannya pada
Laksamana Madya Ahmad
Sutjipto, “Saat ini diperlu-
kan seorang wakil untuk
membantu panglima TNI
dalam menjalankan koma.n-l
do operasional” kata Men-
hankam/Panglima TNI
Jenderal Wiranto,

Posisi itu sudah lama
kosong. Laksamana Sudo-
mo adalah orang terakhir
yang menduduld kursi ity
pada 1983, merangkap se-
bagai Panglima Komando
Pemulihan Keamanan dan
Ketertiban, Namun, kini,
Widodo tak mendapatkan
tugas khusus tambahan jtu,
"“Wakil panglima TNI tak punya wewenang
mengkomando pangdam? sekalipun Pangli-
ma TNI berhalangan,” ujar Wakil Kepala
Pusat Penerangan Hankam/TNI, Brigadir
Jenderal Djadjat Sudrajat

Langkah kedua tak kalah mengejutkan:

Badan Intelijen ABRI (BIA) dirombak. Mula-
mula, “Kembali pada nama semula, Bais (Ba-
dan Intelijen Strategis),” kata Djadjat.

Selain itu, kendati bosnya masih sama,

SUARA RasTm

lampau, beberapa kodam baru akan menyu-

PELANTIKAN WIDODO A S, Sikap politiknya lebin bisa diprediksi,

-posisi strategis TNI juga akan berubah, Apa saja itu?

Tyasno Sudarto, pangkatnya naik setingkat
menjadi letnan jenderal. Ia mengelola dinas ra-
hasia militer ity galibnya sebelum berubah
menjadi BIA beberapa tahun lampau, Su-
pervisinya tak lagi di bawah Kepala Staf
Umum TNI, melainkan langsung Panglima
TNL Lima direktoratnya yang mekar menja
didelapan ditambahkan satuan tugas intelijen:
bidang ekonomi dan teknologi.
Pembenahan ity agaknya tak hanya sampai
di situ. Apalagi, sejak April 1999, penambahan
kodam telah dipersiapkan, Setelah Kodam
Pattimura di Maluky diresmikan, dua bulan

i

sul. Konsep Komando Wilayah Pertahanan
(Kowilhan) yang dilikuidas tahun 1984 den-
8an alasan efisiensi pun akan diterapkan lagi,

Reorganisasi itu tenty saja menyebabkan
pergeseran posisi beberapa petinggi TNI. Isy
pergantian pun beredar, Panglima Kodam Ja-
ya Mayor Jenderal Djadja Suparman konon
bakal dipromosikan menjadi Panglima Kos-
trad. Nama Pangdam V/Brawijaya Mayjen
Ryamizard Ryacudu dan Pangdam

IX/Udayana Mayjen TNI Adam Damiri san-
ter disebut-sebut sebagai kandidat penggan-
tinya.

Karena lokomotif bergerak, pergeseran ger-
bong di belakangnya otomatis terjadi. Bebera-
P4 nama yang disebut-sebut sebagai calgn
Pangdam V/Brawijaya, antara lain; Kapuspen
TNIMayjen Syamsul Maarif, Asisten Operasi
KSAD Mayjen Kiki Syahnakri, dan Asisten
Personalia Kasum TNIMayjen Agus Wiraha-
‘dikusumah. Sementara itu, karena Kodam IX
Udayana bakal dipersiapkan untuk perwira
bintang satu, bursanya cukup ramaj,

Namun, seperti biasanya, para pejabat
militer itu mengelak ketika dikonfirmasi kebe-
naran istt yang konon bakal menjadi kenya-
taan pekan depan, "Itu semua isu. Saya eng-
gak mau komentari isu,” ujar Djadja sambil
menggeleng-geleng. Begitu pula dengan Dja-
djat Sudradjat. Ia mengelak ketika ditanyai
perihal kabar mutasi di tubuh TNL

Meskipun demikian, serangkaian kebijakan
ini mendapat perhatian beberapa pengamat,
“Penghidupan kembali pos wakil panglima
TNI adalah bagian dari usaha penguatan
struktur,” kata pengamat militer M.T. Arifin.
Bahkan, di akhir masa pemerintahannya,
Soeharto sempat bernial
menerapkannya. Tapi, keti-
ka itu, Kepala Staf TNI AD
Jenderal Subagyo H.S, yang
ditawari posisi itu menolak.

Apa alasannya, tak jelas,
Yang pasti, jabatan ity me-
mang terkesan “berat”. Tal
mengherankan bila acara
pelaporan Widodo AS atas
jabatan barunya di Cilang-
kap, Sabtu dua pekan silam,
terkesan “kikuk”, Para jen-
deral menghindari warta-
wan. Hanya para perwira
AL, AU, dan Polri yarig tan-
pak kalem, Termasuk Wido-
do yang diam seribu basa,

Menurut seorang perwira
tinggi yang tak mau dise-
butkan namanya, sikap di-
am Widodo itu terbaik, “Kalay dia ngomong,
malah salah,” ujarnya, Penunjukan Widodo
sebagai itu, konon, mengundang kecembu-
ruan. Padahal, menurut sumber kita itu, ia di-
pilih karena jenderal lain sulit dipredilssi
ambisi politiknya, Padahal, menjelang Sidang
Umum MPR, kepastian soal ity amat penting.

Hanibal W.Y. Wijayanta,
Victoria Sidjabat, dan Anton Bachtiar Rifai
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Kurikulum pendidikan polisi diubah, pelajaran berbay _
militerisme dikurangi secara drastis, Tujuannya, membentuk
polisi yang profesional tapi hangat dan akrab dengan

masyarakat,

NIHIL PAKURIL

OLISI kembali menjadi sorotan alias
umpuan kejengkelan. Tepat pada
hari ulang tahunnya yang ke-53,

Kamis pekan lalu—juga merupakan”

hari ulang ihunnyu pertama setelah institusi
ini “diceraikan” dari Tentara Nasional Indo-
nesia—aparat penegak hukum itu justru ben-
Irok dengan ratusan pengunjuk rus di depan
kuntor Komisi Pemilihan Umum, Jalan
Imim Bonjol, Jakarta, Diperkirakan, 12 ang-
rota Partai Rakyat Demokratik dihujar tem-
bakan peluru Karet dan belusan pendemo
maupun polisi luka-luka,

Kecaman ke arah polisi mengalir deras.
Wulaupun insiden ini—menurut beberapa
sumber—dipicu oleh lemparan berbagai
benda keras dari arah pengunjuk rasa, amat
disayangkan bila kemudian polisi bersikap
reaktif dan langsung melepaskan tembakan,
Sikap-sikap seperti inilah yang oleh para
petingg! kepolisian dicoba dikikis. *'Sifat
militerisme dan arogans: polisi akan kita
ubah. Kita harus sanggup melayani, melin-
dungi, dan mengayomi masyarakat,” kata
Kapolri Jenderal Roesmanhadi, hanya bebe-
rapa saut sebelum insiden KPU meletus,

Pengikisan sifat militerisme itu dilakukan
dengan merombak sebagian besar kurikulum
polisi yang diajarkan di 17 sekolal polisi

Sister Pendidikan di Akaden| Kepor?slsn. Ada sistem magang.

negara (SPN) dan Akademi Kepolisian
. (Akpol) di Semarang. Kurikulum bary yang

mulai diterapkan pada | Juli 1999 inilah

yang akan diberikan pada sekitar 11 ribu sis-
wa SPN dun 300 orang mahasiswa Akpol
tahun ajaran 1999/2000 ini,

Secara umum perubahan kurikulum dari
dua jenis sekoluh polisi itu —SPN hanya ber-
lungsung delapan bulan dan lulusuannya ber-
pangkat sersan, Akpoi tiga tahun dan
lulusannya letnan—tak banyak berbeda,
Materi kemiliteran yung semula sampai 60
persen kini diciutkan dan tinggal 10 persen
saja. Pelajaran yang bersumber dari kuriku-
lum ABRI seperti doktrin sosial politik yang
mencakup dwifungsi ABRI, teknik bertem-
pur, dun hukum militer, dihapuskan. Bahkan
pembinaan ideologi Pancasila diganti de-
ngan pelajaran budi pekenti. Dj SPN, mata
pelajuran yang dulu 116 dipangkas tinggal
51 saja, dengan beberapa mata pelujaran baru
seperti budaya dan hukum adat serta hak asa-
si manusia, Tentu, agar mereka tetap bugar,
pelajaran olah raga tak ditinggulkan.

Yang paling penting dalam perubahan ku-
rikulum ini ialah adanya sistem magang,
"' Magang dimaksudkan untuk mempraktek-
kan materi yang sudah dipelajari. Siswa di-
latih siap pakai agar langsung terjun ke ma-

syarakat,” ujar Letkol Heru Slamet Purno-
mo, Kepala SPN Kurombasan, Manado.
Bahkan, menurut Kupolri Roesmanhadi, ho-
nya polisi lulus magang yang bisa jadi polisi.
Musa magang di SPN berlangsung selama
dua bulan, sedangkan di Akpol, menurut Let-
ko: 8.T. Srijono Pursono, Kepalu Bagian Pe-
nerangan Akpol, direncanakan selama saty
semester.

Selama masa magang, kemampuan dan
perilaku caton siswa akan dinilai secara ke-
tat. Direncanakan, akan ada psikolog yang
turut memberi penilaian kepada calon polisi.
Nantinya, instruktur meminta psikolog untuk
mengamati siswa bila acla kelainan, "Pokok-
nya, mental fisik dan akademis ukan dihilai
dan dievaluasi,” tutur Kolonel Stevanus
Marsono, Kapolda Sulawesi Selatan.

Untuk itu, dalam pendidikan baru, seorang
calon polisi dituntut agar mampu mengen-
dalikan diri—sesuatu yang tidak terlihat da-
lam insiden di depan KPU. Selain itu, polisi
Jjuga harus memiliki tingkat intelektual yang
tinggi, karena dalam bertugas ia harus iebil
banyak mengambil inisiatif, Menurut Heru,
polisi punya hak diskresi atau bertindak me-
nurut pertimbangannya sendird, karena polisi
itu hukum yang berjalan. Untuk itu, menta
polisi—yang dinilai oleh psikolog—harus
buik.

Mata pelajaran yang melandasi ketang-
guhan mental ity memang dimaksudkan un-
tuk membina citra polisi masyarakat (com-
munity police) yang profesional, Menurut
pengamat polisi Satjipto Rahardjo, polisi
masyarakat adalah polisi yang hangat dan
dekat dengan masyarakat, Hilengnya kesan
militer tidak harus menghilangkan profesio-
nalisme, seperti garis komando,

Masalahnya, apakah resep baru kurikulum
SPN ini akan jitu memperbaiki citra polisi,
"Ini kan masih eksperimen. Jadi, pada
waktu-waktu mendatang masih bisa diper-
barui,” kata Satjipto. Seorang pengamai
pernuh mengatakan, mengubah citra polisi
bukan sekadar mengubah sistemnya, i
mengubuh watak polisi itn sendiri. "Butuh
satu generasi untuk mengubal citra polisi
secara total,” ujur Kepolri Roesmanhadi.

Dan setakat ini, baru 11 ribu calon polisi
yang digembleng melalui kurikuluni berbau
sipil tersebut. Lalu bagaimana dengan 180
ribu polisi aktif lainnya yang selama ber-
tahun-tahun sudah terkontaminasi gaya mi-
liter, sepenti yang secdra kasat mata terlihat
dalam insiden di depan gedung KPU? Kalau
yang it, selain memalukan, juga menim-
bulkun rasa waswas. Soalnya, untuk meng-
ubah citra, tidak saja diperlukan waktu dan
penggemblengan, tapi juga keteladanan.
Yang disebut terakhir ini sangat langka,
mungkin satu dalam sejuta,

Bina Bektiatl, Mardy B, W 1 Dwl Wiyana, ki

Samarang, Verrlanto Madjowa (Manado)
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* Jenderal Wiranto:

Jakarta, Hempas L ) ¢
Dewan Penegakan Keamanan dan Sistem Hukum
(DPKSH) dan rakyat terlat:h merupakan dua bagian
yang tak terpisahkan, yang dimaksudkan pemerintah
dan ABRI, sebagai upaya menegakkan keamanan dan
wibawa hukum yang dewasa ini menjadi persoalan be-
sar. DPKSH tidak sama dengan Komando Operasi
Pemuliban Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib)

- DPKSH Bukan
. Kopkamtib

Rakyat Terlatih B

dan Badan Koordinasi Bantuan

Pemantapan Sta-

bilitas Nasional (Bakorstanas), sedangkan program

Ratih (rakyat terlatih) ti
melawan rakyat, Ratih tid

dak dimaksudkan untuk
ak untuk mendukung ke-

pentingan kekuatan politik tertentu. Ratih hanya
membantu polisi, tidak dipersenjatai, kecuali pentung.
an, tameng dan kekuatan legalitas untuk menangkap,
memborgol, melaporkan, mencari informasi.

[
Demikian Menhankam/ Pang-
lima ABRIJenderal TNI Wiranto
dalam jumpa pers di Jakarta,
Minggu (13/12). 1a antara lain di-
dampingi Sekjen Dephankam
Letjen ‘TNI1 (Purn) Soeyono,
Kepala Staf Umum ABRI Letjen
TNI Fachrul Razi, Letjen TNI
Arie Kumaat (DPKSH), Asisten
Sosial Politik Kepala Staf
Terltorial ABRI Mayjen TNI
Sudl Silalahi, Kepala Puspen
ABRI Mayjen TNI Syamsul

Ma'arif. Mengenal pembentukan
DPKSH dan rencana pemben-
tukan rakyat terlatih, Wiranto
menilal telah terjadi tanggapan,
analisis yang prematur dan tidak
didukung pemahaman men-
dalam mengenai latar belakang,
referensi hukum, serta tujuan
pembentukan kedua hal itu.

Tanpa wewenang

komando
Pangab menjelaskan, me-

Bmanan dan siste:n
hukum yang ada,
Lalu menyusun sa- >
ran pemecahan ke-

pada presiden in-
tuk kemudian di-
laksanakan departemen, instan-

Jenderal TNI Wiranto

% : \

" kanisie* I ! ° menfad! tygas De-
DPKSH A S wmj‘l;‘a‘ll, Ifg:\:taml'
menganalisa R~ permasalahan yang
gai persoalan nasio- memerlukan  pe-
nal yang bersifat mecahan yang ter-
strategis, yang ape- padu dan terinte-
bila tidak segera di- Krasi,
tangani akan ber- Dengan demiki-
dampak negatif ter- an, balk antara
hadap tegaknya ke- lembaga struktural,

fungsional maupun
kultural yang ada
dalam masyarakat
pe  akan terjadl inter-
aksi dan koordinasi
yang sangat erat,
untuk memecahkan berbagai

sl terkait atau lembaga lainnya. permasalahan,  yang tidak
Dewan lebih mencerminkan mungkin dipecahkan oleh hanya

sikap koordinatif dan adaptif, - !

mengadopsi, mendengarkan dan (Bersambung ke him 11 kol 1-4)

memahami asplrasi di tengah

masyarakat, kemudien diangkat * Batalkan, him 6

"Masih ingatkah Anda,
Berapa kali dalam sebulan
.+ **Anda terserang

SAKIT KEPALA?

Sakit Kepala?
| Cari BIOGESIC Segera!

Subsidi Pupuk dan Mekanisme Pasar

BELUM lama berselang,
dalam dialog interaktif di TVRI,
Presiden BJ Habibie ditanya,
mengapa kebijakan ekonomi
tidak menyentuh sektor riil.
Jawabannya, bahwa tingkat in-
flasi menurun, tingkat suku bu-
nga menurun, nilai rupiah me-
nguat. Ditambahkan, angka-
angkenya rill, sehingga sektor
tiil sudah terjangkau.

Kita bingung. Yang ditanya
sektor rill, seperti produksi yang
tidak meningkat, bukannya ge-
jala di sektor moneter itu me-
mang riil terjadi atau tidak.
Jawaban itu tidak menjelaskan
permasalahon.

Kebijakan terakhir yang me-
nyentuh sektor riil yang vital
adalah kebijakan dalam bidang
pupuk. Pemerintah  meng-
umumkan pupuk tidak disubsi-

'ANALISISIKWIK

di lagi. Serta merta harganya
membubung dan barangnya
langka. Satu-satunya alasan
yang dikemukakan, bahwa sub-
sidl bertentangan dengan me-
kanisme pasar. Untuk menang-
gulangi kenatkan harga dan
langkanya barang, pemerintah
akan memberikan fasilitas ke-
pada importir supaya bisa mem-
buka L/C (letters of credit).
Lho, fasilitas inl hanya akan
berpengoruh pada kecukupan
barang. Itu pun kalau ada minat
besar untuk mengimpor. Har-
ganya akan didasarkan atas
harga di luar negeri yang harus
dibayar dalam valus. Dengan
nilai rupiah yang begitu rendah,

harga pokok pupuk impor
masih tetap akan sangat tinggi,
sehingga tak terjangkau petani.

Kebijakan demikian mengun-
dang pertanyaan lebih funda-
mental. Bagaimana pemerintah
Habible, atau lebih khusus lagi,
bagaimana Menperindag Ra-

hardi Ramelan melihat meka-
nisme pasar, dan bagaimana pe-
mahaman serta keyakinannya

: -tentang balk buruknya me-

kanisme pasar?
LLl]
MEKANISME pasar pada
umumnya, dibandingkan sistem
per an dan k do sen-
tral memang leblh baik, lebih

(Bersambung ke hlm 11 kol 5-9)

UNTUK TELEPON KE LUAR NEGERI .
001 INDOSAT PALING JERNIH.

B,

Buntut "’ Trek-trekan”, Solo Rusul;

Solo, Kompas

Kota Solo, Jawa Tengah, di-
landa kerusuhan massa, Minggu
(13/12) dini hari, menyusul ben-
trok antara aparat keamanan
dengan massa penonton trek-
trekan (lomba adu kecepatan

sepecla motor) yang berlangsung:

di J1 Urip Sumoharjo. Sekitar
1.000 orang mengamuk antara
pukul 01.00 sampai 03.00 WIB.
Mereka merusak dan membakar
sejumlah bangunan, rambu lalu
lintas dan boks telepon sepan-
jang J1 Urip Sumoharjo dan Ji
Slamet Riyadi. g
Dalam peristiwa ini, polisi
telah menangkap 66 orang yang

dlduga sebagai pelaku kerusuh-
an. Enam warga masuk rumah
sakit, dun empat anggota Ke-
polisian Resor Kota Surakarta
mengalami cedera. Polisl juga
menyita 32 sepeda motor yang
diduga digunakan untuk lomba
trek-trekan dan miltk penonton
yang tertinggal.

Bangunan yang menjadi sa-
saran perusakan antara lain
Markas Kepolisian Wilayah
(Polwil) Surakarta dan rumah
dinas jabatan Kapolwil setempat
(keduanya di J1 Slamet Riyadi).
Enam bank, pasar swalayan,

(Bersambung ke him 11 kol 8-9)

Gus Dur

Jakarta, Kompas

Bangsa Indonesia tidak
mempolitisasi {deologi, |
Mmayoritas bangsa me
Pancasila sebagai kenyat:
dup, menerima pen:
Pancasila secara nasion
sebagal kenyataan, dan
mempersoalkan ‘\lagi
agama. Agama memkiliki |
tersendiri sebagal . kel

. moralistix yang berlaku b

mua lagama  daw pengif
untuk memperoleh |y
yang dapat dipakai unt
mua umat beragama.

Demikian Ketua Umu
ngurus Besar Nahdlatul
(PBNU) KEH Abdurr
Wahid dalam forum dial
sional bertema Masa
Indonesia yang diadaka
Masyarakat Indonesia B
Jakarta, Minggu (13/12)
dalam acara {tu antar
Ketua DPR Harl Sabarr
tua DPA AA Baramuli,
PDI Perjuangan Prof D;
yatl Hartono, pakar filsaf
Dr Franz Magnis-Susc)
Dr Mudjl Sutrisno, dan
ekonomi Prof Dr 5
Swasono.

Dialog yang digelar us
nyataan Gus Dur, pa
akrab KH Abdurrahman
makin malam makin
terutama karena adany:
lakan peserta, terutama
slswa, terhadap para
bicara, seperti Hari Saba:
Baramuli,

Hukum o

Menurut Gus Dur; seja
an, pikiran untuk kemba

Pariy

PARIWISATA Bali
bernapas lega kembali.
tentang masuknya Bali ki
wilayah yang terkena tra-
tion (peringatan mel
kunjungan wisata) yan;
luarkan Pemerintah Jepa
nyata tidak benar,

Sebagaimana dibe
Kom.pas (Kamis, 26/11)
Robot, Ketua Asosiasi
Indonesia DKI Jakatta,
laskan bahwa Pemesint:
tralia dan AS telah mer
kan travel ban (laranga:
kikan kunjungan wisa
mentara Jepang menge
travel caution bagi wa
garanya yang Ingin be
ke Indonesia. Larangan
ringatan itu dikelueri
nyusul terjadinya Trap
manggi 13 November |
dan  Australia masih
komendasikan warpgan:

-kunjung ke Bali, namun

melarangnya.

Kalangan wisata Bal
ketir. Jepang bagl Bal
pakan penyumbang wi:
kedua terbesar sesudu
tralia. Pada 1986 jur
163.824 wisatawan, pai
mencapal 240.245 oran
1093 dan 1994, Jepang
satu dengan 173.863 or
211100 orang. Pangsan
periode 1993-1997 anta
persen.

Perasaan khawatir |
tambal. besar menginga
ter wisatawan Jepang, :
ngat sensitif terhadap
keamanan dan kesehat
reka fuga amat patuh 1
kebijakan pemerintahn;

’
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rsche-nyn. Paling terinmnus DT
DIJUAL 1 lsh Giges. Ferguson mak- rest, Guy Roux di AJ Auxerre.
&‘" v c"g :gmm Gifzgs suli{ bangunphgl. | /Tetapl mereka [t hanfaldh be-
o s Para pemnin boleh berme-) kerju di klub-klub’yang tenang
b mﬂﬂ;g”:."mm-m«w-h. tetapi begitu di la- dan menengah

L T

kekhawatiran saxa hilang simi

sekall," KALK FErgason,
Di-mannkah lctak kehebntan

Beckham? Tentu pado keteram-

plian dan’kematangannya, Teta-

pl juga pada sepatunya, DI sepa-

gngan Ferguson menjadikan Manchester United, klub yang

LI g b aey
Djafar Badjeber. "Snya per-
ingntknn dengan keras kepada
pengurus  Parial Golkar npar
mercka segera melucutl senjnto
tajam vang dibawn-bawa salgos

tunya, persis di bowah merk  mereka. Kalou pengurusnya Li-

. Lain dengan
kn pekerja yang harus kaya, penuh gejolak dah tuntut-
banting tulang, memeras an. Kalau bukan pelatih hebat
gat, dan berlelah-lelah. tak mungkin n 13 tahun,

Adidas, Beckham menuliskan  dak mau, maka polisi bisn'me-

I; .%0- sépert! orang yang tak  Dalam kurun waktu itu, Bayern naria anaknya "Brooklyn". lakukannya, karena mereka me-

340 1 isticuhat. Setelah Man- Muenchen, calon lawan mercka Beckham sangal sayang pada lakukan  tindak pidana,”

ter United mengalahkan Ju- di final, telah ganti pelatih se- anaknya, Dan ia percaya, anak-  ujarnya.

B , 3-2 di semifinnl Plala banyak sepuluh kall. Tampak, nya selalu membawn kehenin- Djonhnrra, Wakil Ketua DPD

Ty —— o anpamplons, layak jika Ferguson betapa hebat Ferguson. tungan.* Golkar DKI1 mongotakan, in

Wok MO Mo 2 Bekasl Bt (sbih Agus). akan mempertimbangkan per-

Telephone :::m’:::;ﬂ':::' ) . ingatan dari PPD | agar senjata
/seNTosA | | B0 T v, ...'...b“'“"_ . arcelona — — (Sambungnn dari halaman 1) . —_

1808, #125670

Bagi penduduk Barcelons, penggemar sepak boladantidak bola Rabu ini, Barcelona jugn  PPP — —
tu tidak jadi soal siapa yang tahu bakal ada final yang na- akan menjadi perhatian dunia.

ng, apalagl bagi pencinta manya Piala Champlons, Mere- Kali ini bukan 22

bolanya. Dua tim Inf akan ka yang datang tanpa reservast  berlaga i lapangan hijau yang yoto Wiyono,  Selnin itu, seki-

emberi suguhan pertandingan  hotel, pasti tidak kebagian tem- menjadi titik pusat. melainkan  tar 8.000 kader mengikutl kam- |
yng sangat menarik. Siapa pun  pat. Padahal, blasanya ratusan 22 pembalap F-1 vang selama panye di lapangan sepak bola *
kng menang pantas atas gelar hotel—jangan lups, jumiah turis sekitar satu jam 20 menit akan  Sukapura, JI Tipa- Cakung-Ci-

ot Bravom Tamismniea wmmm ol Keduanya kini tim yang yang datang setiap tahun lebih meliuk-liuk di Sirkuit Cata- lincing, Jakarta Utara, |
wakan 284k o (021)4704488 (02811257222 Jreyiat df negaranya. MU masih  banyak dibanding fumlah pen- lunya. DI bundaran dekat Bank In- !
amngat dengan gelar Pinla FA duduknys—akan sanggup me- Harl Minggu, 30 Mei menda-  donesia, ribuan laianya. yang

n minggu sebelumnya juara nelan berapa pun jumiah turis tang memang akan disclenggn-  Fendak menufu ke arah Kota di-*
ga Inggris. yang datang. rakan seri keempat bulap mobil  hacang oleh ratusan aparat ken-
Beyern Muenchen—biasa di-  Kallini beda, Tiga hari menje-  paling bergengsi di dunia, For-  manan. Karena kehadiran sat-,
gil Bayern saja—juga ma- lang final plala itu, tidak satu mula-1. Grand Prix Catalunya gos PPP, massa PPP dapat di-
th segar sebagn! juara.Liga Jer- pun kamar tersisa. Darl yang di Barcelonn ini tentu akan me-  kendalikan dan dibelokkan ke

ey
llip Genle
u:ﬁ‘:nealu
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P9 Aan Keduanya masih sedang namanya Arta Barcelona atau nyedot ribuan orang Spanyol jalan menuju kawasan Tanah
ngat-hangatnya menjadl pe- Ritz yang sewanya sokitar sendirl dan orang luar negerl. abang atau berputar kemball ki
uncak tim-tim negerinya. 45,000 pesetas (atau 300 dollar Hotel-hotel pun tentu akan me- arah Bundaran HIL Aklbat penu
Jangan'lupa jugs, keduanya atau sekitar Rp 2,4 juta) sema- ledak lagl, namum pastl tidak tupan jalanmenuju Monas, mns.
Halah tim-tim kaya dan telah lam,sampal yang bernama Eden sedahsyat Pialo Champlons. sa PPP memadati kawasan per
jelahirkan banyak pemain dan atau Martinet yang sewanya Maklum, pesertanya tidnk lebih dagangan di Tanahabang (Ja
g pelatih besar. 2.500 pesetas (15 dollar atau Rp  dari 11 tim. karta Pusat).
Barcelona sendiri—punya 110.000), sudah laku dijual. Memang adu balap ini akan Mercka bercampur-baur d
ngjugs kayp dan sebegal . Sormk %W&m melibatkan banvak orang, te- ngan warga yang sedang berbe
ta yang pernah menjadi pe- we are Jully begltulah tapi dalam sonl keterlibatan lanja dl kawasan ltu. Menjelar
lenggara olimpiade—pantas jawaban sekitar 80 hotel yang emosl masyarakat masih kaloh jalan layang Karet, sekelompor
jadl tempat pertempuran ditelepon Kompas, yang menco-  dibanding scpak bola. aktivis PPP mencegal mas
edua tim itu. Tim-tim kayn. ba tidak tidur di pusat pers atau Meskipun demikinn, hotol- PPP dan mengajak mereka m
i dan uang) berlaga di stasiun kereta api, karena belum botol aknn dibuka, musik keras  nari-nari di depan sebuah spa
ou Camp yang berkapasitas mendapatkan kamar hotel un- akan dibunyikan dan badan-ba-  duk bertuliskan "Tangkap
10.000 penonton yang dimiliki tuk tanggal 25 dan 26 Mei inl. dan akan diliukkan merayakan Adill Soeharto Sekarang Juga
ub kaya prestasi dan uang. Jawaban itu juga datang dari slapa saja yang menang. Apakah Kampanye PPP dl Jakar
arganya pun sudah kaya de- hotel-hotel di sekitar kota Bar- Villeneuve, Michael Schuma- sempat diwarnal ketegang
a1 pesta olahroga. celona. Tentu ribuan lagl yang cher, Mikn Hakkinen, atau siapa  antara massa pendukung P
Yang tidak bolch dilupakan bernasib sama dengan Kompas. sajn, Mingumu fu Barcclonn akan  dengan sejumliah warga di Jal
dalah mercka yang sedang 3 ot berpesta lagh. R Suprapto dekat Jembatan
kan ke Barcelona, tetapl bukan SETELAH keriuhan sepak (TD Asmndi, dari Barcelonn) lur, Jakarta Pusat. Saat itu m,
sa PPP tengnh berpawai mel
tas Jalan R Suprapto ketika t¢
jadi tawuran antarwarga di tel
pal tersebut, 1
Akibatnya, massa PPP led
Tetapl Eep Sacfulloh Fatah bakdi tengah lemparan batu 4

127 (Kpr-in 24°
Skt T3 AT

a1 tiom ks beriantss figa di 3. Sumaters
Pip 00wt
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L AS0 Mun 1501688 0818121908
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Akui —— ke alun-nlun, lalu digantung.
% 1 igrabuRgie dhr kal RS Proseslah  secirn hukum,”
'‘Orbaba’ (Orde Baru yang gram- m reformasi TNI katanya lagi.
sowjaru). Indonesia paska Orde itu, selama setahun terakhir su-
aru adalah Indonesia yang mo-  dah cukup berhasil,” katanya. sebagal pembnhas, menyebut beberapa di antaranya mengel
lern dan demolkratis, yang men-  Ia menyebut digabutnya Dwi- Wiranto memiliki hubungan warga partal dengan nomor s
linjung  supremast’ hukum, fungsi ABRI sebagai upaya re- kultural dengan Soeharto se- bilan itu. "Massa PPP _\-nngJ
, dan perbedaan penda- formasi, likuidasi peranan so- hingga bersikap lembut dan lu- ganggu langsung turun dari
at," tegasnya. sial-politik TNI di berbagal nak dalam menghadapl Sochar- daraan. Melihat Itu warga
W3k ™ Menurut Agus, krisis yang di-  tingkat komando, serta alih sta- to. Sedangkan Agus (bersama tawuran kabur dan menghll
0a.18 v bnnggu ssa Rl TNT smat ini bukan saja tus atau pensiun untuk mereka Kaster Letjen SB Yudhoyono masuk ke dalam gang," ujar
irisis hankam, namun juga bl- yang memangku |abatan-ja- dan Dansesko TN1 Agus Wija- pala Bidang Pengumpulan
ang-bidang lain seperti ideo- batan sipil. ya), menurut Eep mewakili f‘kh-l Pengolahan Data
gl dan kultural. Menurut hasil sl TNI yang tidnk terlibat KK
Scompany Spomar radiognosa di lapangan, telah ba- Tentang Socharto dan telah terintelekiualisasl, ila
uw FosesTse vorgwotyak periyimpangan yang dila-  Agus coba meyakinkan hadi-  Menurut Eep. pada tahun Habibie — —
o B e 4ukan TNI selama inl. rin, adalah salah jika ada yang 1995 Agus bahkan pernah me-
"-'-m"-ﬁ "Ternyata 80 kelemahan menduga bahwa Wiranto masih ngatakan  perlunyn "meng- mengharapkan, agar
2% tau dosa besar yang dilakukan berada di bawah bayang-ba- habisi” pemimpin yang menyu- Agung AM Ghalib member]
ehingga TNT dan kita semua se- yang mantan Presiden Socharto.  burkan budayn feodallsme, penjelasan yang transparay
putar penggantian Anton
Snehandjono.
Penjelasan  ftu  diper]

A L1
12 Maobora Mol ke Bri «100m
. (0274) 374487

i H "‘"ﬁ"m... i
1o DA12 4302487 A Mangos Oun Rays
{Baunping Hotel Dual) Jekaria

o 81|

tarang inl terpuruk,” katanyn Menurut Agus, Jenderal Wiran- Agus mengaku memegang le-
hnpa merinet daftar 60 kesalah-  to tidak sejelck yang dibayang- guh prinsip yang menguiama-
In ftu, %an. In memang dekat dengan kan kebenaran, dan tidak peduli
Agus mengaku telah menso- mantan Presiden Socharto, ka- dengan risiko npa pun. agar tidak muncul berbagal
Q14313008 Far 438 Walisas| reformasi internal ftu rena dulu ajudannya. Tetapi itu "Saya satu-satunya pati (Per- kulast di balik pergantia
intuk para prajurit dan keluar- tidak berarti semus kata-kata wira Tinggi—NRed) yang duluke- mengingnt Anton Sujata a
yanya di berbagal daerah. Me- Soeharto ditelan mentah-men- luar darl Sidang Istimewa Ketua Tim Pemeriksa ﬂ
‘hswnang belum banyak yang ber- tah oleh Wiranto. (MPR) karena mahasiswa di- Mantan Presiden Socharto’
17%bah di lapangan, tapi sayamau  Tentang proses pemeriksaan tembaki. Saya sempat dipanggil nurut Abdul Hakim, di ka
SJgomong apa,” katanya, dan upaya mengadili Soeharto, dan berani berbicara tontang  an masyarakat berkembag
1a menycbut sukses Pangdam  Agus menjawhb yang harus di- kebenaran.” kita lulusan Har- bahwa Anton termasuk
Diponegoro Mayjen Bibit Walu-  tegakkan adalah supremasi hu- vard itu, ngoiot untuk memeriksa
lo dan Pangdam Brawljaya kum. "Pilihannya, tegakkanloh  Menurut Ketua Jurusan Po- ball Beddu Amang vang
Mayjen Ryamizard Ryacudu da- hukum, atau tunggu didesak litik FISIP Ul Errie Sophinan, putusan sela dibchaskan
o Eeen 08 e 1 SuppiTens | Rm mengupayakan soslalisasi rakyat,” katanya. dard hast] seminar nasiohal sela- hakim. Namun, kabamy!
foni Pir @ S pore 1 ml Eunos ke Sivind nvd "Saya selalu mengajak per-  Tetapl ia menekankan bahwa ma dua hari dan difkuti para pe-  Anton  itu kurang dis
440 Mub: Hosen (021) 88491833 ra-perwira lain untuk melihat semua orang, termasuk Soehar- serta dari berbagal daerah itu, alasannya.
Wanfzsfanian Ltwrn Sekoln®ra Seiosh decara jernih masalah-masalah to, berhak atas asas praduga tak akan dibunt sejumlah rekomen- Bagi Abdul Hakim, per,
T R LT ng terjadi. Tk berlebihan un- bersalah, "Kita pasti tidak rela dasi yang akan disernhkan ke- an itu cukup mengejutkan
ik dikatakan, sosialisasi pro- Soeharto ditelanjangi, dibawa pada pemerintah. (bas) na mereka yang diganti ¢
para jaksa karier. "Sehai

[ : yang diganti adalah
3 L Agung yang terkesan m
2 Program PMJK Jadi Ajang Coba-coba &gt s’
an Soeharto dan penuntas
taram, Kompas tuk seleksi PMIK tidak lulus, lewat UMPTN. Tahun 1098/1009 sus KKN lain," kata Abd
Sekolah Menengah antara lain, dtarena tidak meme- lalu Unram menyediakan fasili- kim.

w=Pmum di Nusa Tenggara Barat nuhl t administratif. tas PMJK bagi 971 orang berasal Sementara Benny H

) dinilal menggunakan  Hal itu dikemukakan® Pem- dari 113 SMU/Madrasah Allyah. mengatakan, pimpinan

— ¥ penerimaan maha- bantu Rektor/PR 1 Universitas Namun yanglulus scleksl admin-  saan Agung harus menj

Wi Centre in jalur khusus (PMJK) seba- Mataram (Unram), Ir Mansyur istrasi hanya sekitar 61 persen, kepada publik seputar

apore for sale ajang coba-coba. Akibatnya, Ma'sum, hari Senin (24/5) di Ma- Tahun 199972000 ini di- nganan KKN, seperti

Well established, lecrative medical and ak kurang darl 40 persen siswa taram kepada wartawan seputar alokasikan 720 orang calon ma- bebas yang dilancarkan

saan atas terdalkwa Nurt

\@‘
el | 5
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4 Rﬂmmn-b&. -
"Pinp Gol-
kita panggil un-
1 kelompok ber-
tu adalah'satgas
simatuping.”,
ritakan, - dalam
tor Dewan Pim-
: (DPD) Partai
karta, Senin la-
satgas  Golkar
kan seragam hi-
perti pendekar,
‘a dengan meng-
in golok. Mere-
lemikian karéna
ari kantor DPD
tayu, dan benda
1 satu 'anggota

n menjatuhkan
pada Partal Gol-
bukti bersalah.

o .

1 Alasannya, Golkar bersama ke-
47 partdi, ainnya sudah menda-
pat peringatan keras atas ber-
bagai pelanggaran yang terjadi
dalam putaran pertama.

Ia menambahkan, seorang
anggota Panwasda, H Abi Ich-
wanudin, dirampok sejumlah
pria berbaju hitam-hitam mirip
sal Golkar di sekitar kantor
DPD Golkar beberapa saat sete-
lah terjadinya ,insiden, Ich-
wanudin yang tengah mencatat
peristiwa yang terjadi di DPD
Golkar itu, diambil jam tangan
Seiko-nya dan uang Rp 350,000,

Picu kerusuhan

Panwaslu Pusat, - menurut
Lubis, menilal penggunaan
senfata tajam oleh satgas Gol-
kar dapat memicu dan meng-
undang pihak lain untuk men-
ciptakan kerusuhan. "Senjata

(Bersambung ke him 11 kol 4-7)

every sscond counts

dan Soehandjono

g Muda 'Tindale
1 (JAM , Pidum),
lan sebagai JAM
isi oleh MA Rah-
jata selanjutnya
staf ahli Jaksa

 Saleh
Jacob Saleh
&mm‘ menjadi
aan Tinggl Sula-
ang

berkas Nurdin dilimpahkan ke
pengadilan, Jaksa Agung AM
Ghalib. mempensiunkan Ga-
goek. Sedang jabatan JAM Was
dipercayakan kepada Syah-
mardan Lubis, kin{ Kepala Ke-
jaksaan Tinggi DKI Jakarta,
Posisi Kajati DKI, lanjut Soe-
handoyo, dipercayakan kepada
Lukman Bachmid, kinl inspek-
tur di JAM Whas.

Harus dijelaskan

Menanggapl pergantian men-
dadakdi I Kejaksaan
Agung, praktisi hukum Abdul
Hakim Garuda Nusantara dan
Ketua II Serikat Pengacara In-

donesia (SPI) Benny K Harman.

(Bersambung ke him 11 kol 4-6)

ons: Penuh Pesta

pertl tahun lalu,
elasan kali mere-
elumnya,
pun berpesta,
mudanya, Klak-
bunyikan, kem-
Uakan, botol-bo-
libuka. Masyara-
. di Plasa Catalu-

nyol dan merah-biru tua Barce-
lona terus dikibar-kibarkan. Vi-
va Barca!

. LT

PESTA berikutnya sedang
dalam "proses”, Rabu (26/5)
malam pastl akan meledak lagi
sebuah pesta: orang Inggris
atau orang Jerman. Malam itu,
pertandingan paling bergengsi
dl kalangan klub Eropa, Piala
Champlons, akan digelar. Siapa
yangakan berpesta, pendukung
Manchester United dari Inggris
atau Bayern Muenchen dari

_ Jerman?

(Bersambung ke him 11 kol 1-3)

: Lepaskan Tembakan -

Medan, Kompas

Aparat Brigade Mobil (Bri-
mob) Kepol:lxmlan Daerah Suma-
tera Utara bentrok dengan mas-
s5a yang terdiri petani dan maha-
siswa di kantor Direksl PT Per-
kebunan Nusantara (PT PN) II,
Tanjungmorawa,  Kabupaten

tertembak atau dipukul
senjata laras panjang, sementa-
ra dua petugas terkena lempar-
an batu. ,

Sebelumnya, massa berunjuk
rasa ke kantor Gubernur Sumut,
di J! Diponegoro, Medan, untuk
menuntut pengembdlian tanah
milik petan! seluas 17.000 hek-
tar kini jndl areal hak guna
usaha (HGU) PT PN II di Lang-
kat, Deliserdang dan Asahan.
Karena tak ditanggapl, massa

Delisprdang, Selasa (25/8), Sedi-
kitija 22 orang terluka akibat

menuju ‘Tanjungmorawa guna
mengadukan masalah serupa ke
Direksi PT PN II, sehingga pe-
cah bentrok dengan apara! Bri-
mob yang bermaksud membu-
barkan mereka.

Sementara itu, inslden ber-
senjata juga kemball pecah dj
awasan Desa Cot Krint M.
bupaten Aceh Utara (Acch), Se-
lasa, menyebabkan empat kor-
ban tewas; terdiri dua anggota
polisi, satu wanita dokter dan
nmd;‘:gmmedh dari Puskesmas
Peudada. Semua korban tewas
terkena terjangan peluru.

Tembakan beruntun ini, me-
nurut Pusat Penerangan 14un-
kam/TNI dalam siuran persnya
Selasa malam, berasal dari sen-
jata laras panjang AK-47 yang
dilepaskan Gerakan Pengacau
Liar Hasan Tiro (GPLHT), Disc-

butkan, tujuh polisi termasik
Kepala Kepolisian Selctor Peu-
daca, Pelda (Pol) Nubuna, seita
Komandan Peleton Pasukan Pe-
nindak Rusuh Massal (PPRM)
Letda (Pol) Hondeik Bdi meng.
alami cedera berat akibal tom-
bakan, demikian pula tiga staf
Pusknsmas Peunela,

Gagal bertemu divat

Bentrokan di Tanjungmorawn
diawali gagalnya pertemuan an-
tara Divektur Utams PT PN I,
Edward Sitorus dengan rom-
bongan massa yang mencoba
menemuinya. Konon Sitorus talk
bersediu menemui rombongan. la
hanya mendelrgasikan kepada
Kepala Bagian Umum Pamuji.
Namun massu tak sudl diterima

(Bersambung ke him 11 kol 8-9)

Jawab

1989

oy

Jakarta, Kompas
Asisten Perencanaan Umum
Panglima TNI Mayjen Agus Wi-
rahadikusumah mengakul ABRI
ikut - bertanggung : jawab atas
dosa-dosa yang dilakukan pada
masa Orde Baru. Agus memberi-
kan jaminan bahwa sejak di-
pimpin Jenderal. Wiranto, TNI
melancarkan reformas! internal
dan total secara serfus,'dan me-
minta rakyat mendukung proses
reformasi itu. n ;
"Reformasi internal TNI bu-

kanlah sekadar pernyataan poll-.

tik, namun dilakukan secara
“sungguh. . Saya juga
berharap pemerintah melaku-
kan pula perubahan-perubahan
sesual reformasi secara cepat
dan menyeluruh,” kata mantan
Komandan Sesko TNT itu.

Agus tampil sebagai pembi-
cara Seminar Nasional "Menca-
riFormat Hubungan Sipil-Mi-
liter Indonesia” yang diadakan
Jurusan Politik FISIP UI di De-
pok, Sclasa (25/8). Tumpil seba-

TS

atas Dosa-dosa Orba

Agus Wirahadikusumah

gal pembahas adalah pengamat
politik Eep Sacfulloh Fatah (U1)
dan Mochtar Mas'oed (UGM).
Selama diskusi, banyal: perta-
nyaan dilayangkan kepada Agus

. mengenali kesungguhan TNI me-
reformasl dirinya seteluh Soe-

harte tumbang. Seorang pena-
nyi bahkan mengandaikan per-
gantian namu  ABRI menjuc
TNI seperti petinju Mike Tyson
Yang tetap saja "menyeramkan”
meski ganti nama jadi Abdul
Aziz,

Tetapi Agus nampak sahar, di-
ngin, dan blak-blakan clalam
menfawab  kritik
terhadap TNI. Caranya menjii-
wabnya sistematis dan culup ji-
tu, membuat puas sekitar 100
hadirin yang sering memberi te-
puk tangan untuknya,

Tak ingin "Orbaba”

TNL menurut dia, harus ‘me-
nafsirkan kembali dirinya dan
keluar dari bayang-bayang ma-
sa lalu yang menyulitkan dan
inilah pekerjaan rumah yangs
terberat, tidak muclah dan bhu-
tuh waktu.

"Yang jelas, kito ticlak Ingin
Indonesia pasea Orde Darn ada-

(Bersambung ke him 11 leol 1-3)

;SEPAK BOLA SINDHUNATA

Pénantian Akhir di Barcelona

"SEPULUH pahlawan, satu
idiot." Begitu The Sun menju-
duli beritanya, yang melaporkan
kekalahan Inggris oleh Argenti-
na pada perdelapan final Piala
Dunia Perancis 1998. Idiot yang
dimaksudkannya adalah David
Beckham. Memang Beckham te-
lah membuat kekonyolan besar.
Ia "menendang" Diego Simeone.
Wasit mengusirnya. Inggris ter-
paksa bermain hunya dengan se-
puluh "pahlawan” mereka, ka-
rena kekonyolan seorang "idiot"
itu. Akhirnya, Inggris tersisih,

Publik Inggris sulit memaaf-
kan Beckham. Sebuah “tabloid
menyafikan montage foto yang
menggambarkan Beckham ter-
ayun-ayun dl tlang gantungan.
Beckham memang lebih mirip
seorang popstar daripada pe-
main bola. Parasnya seperti
Johnny Depp, pandangannyh
nyaris sayu seperti Leonardo di
Caprio. Ia tampak kurang keras

j
y

sebagai pemain bola. Ini pun di-
jadikan alasan untuk imakin
menghujatnya. Maka ada yang
menulis, Beckham itu kewanita-
wanitaan. Jika ia lelaki, ia tidak
menjegal dari belakang pemain
Argentina itu. Jika ia leluki se-
jati, ia malah tidak akan mem-
buat atau membalas apu-apa sa-
ma sekali .

"Jangan' membuat ia hancur
sama sekali," begitu pintu pa-
camnya Victoria Adam kepada
publik Inggnis. Di Jalan Manns-
field Kota London, di depan ge-
reja baptis, ada papan yang
mengingatkan, "Tuhan meny-
ampunl siapa saja, juga Davicl
Beckham.”

Hanya sedikit yang membicla
Beckham. Kebanyakan meng-
anggapnya sebagai pendosa be-
sar. Sulit dibayangkan, bahwa ia
akan dapat bangkit dari shock
yang dideritanyn karena hujut-
an-hujatan itu.

TERNYATA Beckhum dapat
bangkit dalam waktu singkat
"Perang psikis" melawan penon-
ton yang mencemoohkannya di-
hadapinya dengan tenung, Beck-
ham memang hebut, bukan ha-
nya karena umpan lambung dan
gol-golnya, tetapi lebih-lebih ke -
tena ketahanan  mentalnya
“Umurnya baru 24, tetapi ia te-
lah mendekati kematangan ka-
riernya. Ta tidak punya inleres
lain, o hanya ingin bermnin bo-
la, tak ada hal vang dapal mem-
buyarkan konsentrasinva," puji
Alex Ferguson banggn

Saat Beckham dilvjal massa,
Ferguson mendampingi Beck-
ham dengan penuh perhatian
Maklum,  Fergusonlah  vang

membesarkan Beckham hersama
Ryan Giggs, Paul Scholes, Gary
Neville, dan Nicky Butt. ‘ler-
hadap para pemain inj, Ferguson

(Bersambung ke him 11 kol 1-3)
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ib mengatakan se- dang Gubernur Jatim H
' mestinya Plu[lbn!:llm mem- Imam Utomo mendukung
!‘ bentuk ratih fastkan me- dibentuknya ratih di Jatim de-
pal A kanisme standar, Yakni dengan ?pn m'ﬂll\l:llk:: nmr:ﬁu
lakukan perek d (Balacad) se i~
? ‘\BRIbumhk.puuhH n. “Buka saja |.‘I:\;’ih’l‘r. did K:mm\I hlllbng.
owo ," kata Hasnan. e tak ada masalah sebab,
pluhan pr!a dan M:‘:::ulnyl ada latar bela- tindakan tersebut tidak me-
i, mengobati | kang pnhm‘;).-nhih:l-‘ ratih itu Illl'l "ﬁ‘“"zﬁ"-l‘f“:'gsl;"'""'
'y ang tal n an secara Al £y
‘ paten 1 00%! nl:l.nllh M:nlllj;hplnlﬂ’::lllb. Imam Ul:mo lurJ:c ditemu :S';
mﬂmhul prnng:n luan- Ln;r‘wn;ln,i!nnln(llﬂﬂl.
szpe pat de- enurut Imam, sam| saat
i . A annwuhdi..‘.uu‘n'w:mmhmk‘ myln( sudah l;nulupnulb:.l;l
arus undang-un angan atau rakyat terlati
p 15 "IIBS)'A khusus. “Kalau tidak, bisa ng- itudi Bukit Barisan dan
13, /8490262, gak karuan nanti.” Kodam Siliwangi. Bagi Kodam
Lt ] Bela cadangan lain baru sekarang ini dimulai.
79 . Ppkl:: huksz;npk:_‘vg[k;n yang Gub-mu; r;uneapi- i.jdmyl
. & uga Ketua rof Dr anggapan Balacad ini justru
hng“} Titin {:k‘: Hnmnn :um'lnl pem- ;::‘g\nnluzbulhn min ah
L bentukan ratih pada saat negs- iapa bilang, itu kan p
”]ﬂ WIB e se krisis tidak bakal me- duga Anda saja. Dugaan seper-
o nyelesaikan persoalan. Menu- ti itu tidak benar. Mereka
1 . Tutnys sejuta ratih tetap tidak dibentuk untuk mengamankan
berguna karena rakyat telanjur negara, kok malah ditudin
¥X11/1996 l.ld:vporuyndlnpn polisima- membuat masalah di nnlg
100.000.000,. upusn“pcm:l:ivh\u:lil = 'air.;‘j.ul:llé?nm Utomo, (are/ '
—_— *Saya tidak yakin kalou me- ong/tya/s

Muladi...
direcanakan mulai Janueri men-
da , Prof Muladi sependapat,
akan tertunda.”
adanya itu
seluma ini ti-
ului

Sambungan datl halaman 1
reka biss menjalankan tugas-
nya dengan baik, kecuali per-
soalan di tubuh pemerin-
tahan bisa diselesaikan,” tan-
das Dimyati, senin (14/12),

Kalau benar pemerintah
akan merekrut 40.000

raon-
el rlutiih secara mendad

sulit

n, pe

ja,” katanys.
anggaran
' Beperti diberitakan kemarin,
Menhankam/Pangab Wiratto
mengatakan mulai Januari
1999 sudah dibentuk ratih de-
ngan perekrutan awal 40.000
mtﬂ. Mereka digaji di atas
sstampat selaic. rsen-

unt k orang-orang

profesional dan berdisiplin

i i

Bld::.;n. Dim; n:}l;i Ketua
ngurus Perhimpunan

Bantuan Hukum dan Hak Aza-

sl Manusia Indonesia (PBHI)

Hendardi menilai pemb

kan ratih an peme-

PP Muhammadiyah Jakarta,
Senin, 14/12). (ars/ong)

riddh dalam pertempuran seru
di Phnom Penh. (sgtVap/unt)

Nilawati...

Ahn Jae Jung (Korsel), Taufik
Hidayat melawan Dong Jion
(Cina), yang dikalahkannys dE
Brunai terbuka, Mia Audina mel-

* awan Lee Jo Hyun (Korsel), dan

Trikus/Minarti fimur ditantang
Liu Yong/Ge Fei (Cina).
Ricky Bubagya/Rexy M.

ains!
ditantang Khunakorn Sudh.so-
dhi/Kitipon Kitikul dari Thailand,
Chandra Wijaya/Tony Gunawan

rintah masih menggunakan
dek ki dalam

Jatai 'E:n‘l P n me-
miliki legalitas hukum .
Dephrnkam sudsh mengaju-
kan dana sebesar Rp 2,6 miliar
yang sebagian besar ¢i.
alokasikan untuk ratih. Penga-
ﬂln anggaran itu diungkapkan
I'I:’k.\:hnlmbll Sublanto
menjawab pertanyasn anggota
! Komisi I1I DPR, Senin (14/12)
| siang. Bambang mengakui
Dephankan telah mengajukan
a sebesar itu dalam
| 1998-1009,

Dana {tu, menurut proposal
dipakai untuk kader bela nega-
ra yang terlatih, dana ter-

,sebut svbagian sudah diberikan
oleh Menkeu. Bambang menga-
takan, khusus untuk
‘Dephankam telah disalurkan
pufn semester pertama tahun
anggaran 1998-1999 svebesar Rp
640 juta, "Namun kek

penyelesaian masalah,

“Hendaknya pemerintah ja-
ngan memakai ‘kacamata
kuda’ untuk menatap persoal-
an dari sudut pandangnya sen-
diri, sudalt waktunya meraka
bercermin dan instrospeksi
diri,” tandas Hendardi.

Menurut Hendardi pemben-
tukan ratih tidak relevan de-
ngan masalah bela negara, ke-
tertiban umum maupun penga-
manan pemilu. Karena
gram tersebut hanya
memperumit masalah, sehing-
lnh'pmu ditolak mentah-men-
ta 2

Pambentukan ratih, kata
Hendardi, adalah be
nyelesaian m ah
Baru, yaitu melalui politik ke-

nya, sebasar 75 persen akan di-
minta pada semedter kedua,”
kata Bambang, Semester kedu-
& diperkirakan Januari 1999,

: Sementara pengamat ABRI

kerasan, impresi (seolah-olah)
atau berikan janji yang di-
tunaikan dengan janji baru dan
bukan solusi konkret, *Peme-
rintah mengansumsikan dirin-
rl pada pihak yang merasa pa-
ing benar,” ta Hendardi,

an kedun
wam‘.umm Cina, Ry

.Pada ganda putri, Indarti lso-
lina/Carmelita melawan unggu-
lan pertama Ge Fei/Qu Jun dari
Cinn, dan Elyza/Deyana Lomba
bertemu dengan Kim Shin
Young/Yim Kyung Jin dari Kor-
sel. Pasangan campuran Trikus/
Miparti ditantang Liu Yong/Ge
Fei dari Cina.

Pemain tunggal putri Cindana
dan ganda putrs Candra Wijaya/
Tony Gunawan dan pasangan
dadakan Budi Santoso/Meilua-
wati kandas.

Cindana dikalahkan Sujitra
Eakmongkolpalsarn dari Thai-

land 11-9, 11-5, Cund.rlmm{’h-'
fong

lah dari Lee Dong Soa/Yoo

Sung (Korsel) 15-11, 16-13, dan
Bu'gfuuuuawnl Chan Chong
MI.nYJnmnc Swee Ling (Malay-
sia) 15-10, 15-5.

Pada u‘uu panahan, Nurfit-
riyana dan Lusia Elizabeth akan
tampil dalam babak eliminasi,
yang biass disebut olympic
round. Peluang Nurfitriyana le-
bih baik dibanding dengan Lusia,
karena atlet senior yang menem-
pati urutan ke-20 itu akan ber-
saing dengan peringkat ke-13
Misa Tsubouchi dari Jepang.

Elizabeth sebagai peringkat
ke-31 akan bersaing dengan uru-
tan k?dun Lee Eun Kyung dari

rael.

Pada cabang sepak takraw, tim
putri Indonesie, yang sudsh ti-
dak punya peluang lagi ke semi-
final, akan menghadapi pertan-
dingan penyisihan terakhir mel-
awan Kamboja, Tim putra sudah
tersingkir setelah kalah dari
Malaysia dan Korea Selatan.

Pasangan Ya Basuki/Wyn-
ne Prakusys skan menghadapi
pertandi perempal-final mel-
awan Li Fang/Chen Li dari Cina.

Kalah
Sementara itu, Pelari Supria- -

ti Sutono, yang dianggap KONI
raling berpeluang menyumbang-
AN i di antara atlet atle-
tik lain, kemarin hanys menem-
pati urutan kelima lari 10 km.
Is mencatat waktu 32 menit
52,45 detik, di bawah targetnya,

Sambungan darl halaman 1
32:50,00. Medali emas nornor itu
diraih Yuko Kawakami dari Je-
Eﬂng (32:01,25), disusul Zheng

uixia dari China (32:18,81),
dan perunggu untuk Chiemi
Takahashi jugs dari Jepang
(32:220,68). Ia nkan kembal

ky bertanding pada nomor .000

meter, Jumat (18/12).

Tim panahan putra dan putri
lolos ke babak kedua "olympic
round”, meskipun peluang me-
reka maju ke babak berikutnya
u:!n]‘l&:wil. klrun;hnrul ber-
] ngan peringkat pertama
Korea 5er|un.

Pada nomor perorangan, atlet
Indonesia lyanl lolos ke babak
kedua adalah Nurfitriyana don
Lusia Elisabeth (putri), Hendra
Setiawan, Wahyu Hidayat dan
Yulianto (putra). Namun pel-
uang yang cukup besur hanyn
dimiliki Nurfitriyana, kata
pelatih Daniel Lumalesil.

Tim sepaktnkraw putra-puts i
dipastikan tersingkir, setelah
meugalami kekalahar kedua.
Tim putra dikalahkan Thailand
13-15, 16-2, 6-4, dan putra meny-
erah pada Malaysia 18.2, 15-4.

Tim bolavoli putra akhirnys
menempati peringkat keenam,
setelah dikalahkan Thailand 17-
16, 15-5, II_E-B pada perebutan

tempat k a. Semula target
tim Indonesia hanya masuk de-
lapan besar. (*)

Perolehan medali

-8enin (14/12):
1, Cina B4 58 41
2. Korsel 43 25 35
3. Jepang 34 38 47
4. Taiwan 1510 23
5. Kazakstan 419 21
6, Thailand 1319 24
7. Korut 6 11 G
8. lran 4 4 8
8. Malaysia 3 8 ]
10, Kuwait 3 3 2
11. Hong Kong 3 2 &
12. Singapura 2 3 8
13, Pakistan 2 2 a
14. Indonesia 11 a
15, Mongolia 2.0 &
18. Sri Lanks 2 0 1
17. Uzbekistan 118 *. 9
18, India 1 4 10
18, Vietnam 1 2 4
20. Qatar k2 0
21, Turkmenistan 1 0 0
22, Myanmar 0 4 3
23, Filipina 0 3 7
24. Kyrgyzstan 0 8 2
25. Jordan 0 3 1
26, Nepal 9 A 2
27. Syria 01 1
28. UEA 00 1
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